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MOTTO 
 
 َنيِرِبا َّصلا َعَم َ َّاللَّ َّنِإ اوُرِبْصاَو 
 “Bersabarlah kalian, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar”. 
(QS. Al Anfal [8]: 46) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan 
Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 
158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi 
tersebut adalah: 
1. Konsonan 
Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalan transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin 
adalah sebagai berikut: 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث ṡa ṡ Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح Ha H Ha (dengan titik di 
bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Żal Ż Żet (dengan titik diatas) 
ix 
 
ز Ra R Er 
ش Zai Z Zet 
ض Sin S Es 
ش Syin Sy Es dan ye 
ص ṣad ṣ Eṣ (dengan titik dibawah) 
ض ḍad ḍ De  (dengan titik di 
bawah) 
ط ṭa ṭ Te  (dengan titik
 dibawah) 
ظ ẓa ẓ Zet  (dengan titik
 dibawah) 
ع „ain ...،... Koma   terbalik   di 
Atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Ki 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ي Ha H Ha 
x 
 
ء Hamzah ...׳... Apostrop 
ي Ya Y Ye 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
ــَــــ Fathah A A 
ـِـــ Kasrah I I 
ـُـــ Dammah U U 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1 ةتك Kataba 
2 سكذ Żukira 
3 ةهري Yażhabu 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan hururf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu: 
Tanda 
danHuruf 
Nama Gabungan 
Huruf 
Nama 
ى ......أ Fathah dan ya Ai a dan i 
xi 
 
 
و ......أ Fathah dan wau 
 
Au a dan u 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1 فيك Kaifa 
2 لوح Ḥaula 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 
huruf transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut: 
Harakat 
dan Huruf 
Nama Huruf dan Tanda Nama 
ي ......أ Fathah dan alif 
atau ya 
Ā a dan garis di atas 
ي ......أ Kasrah dan ya Ī i dan garis diatas 
و ......أ 
 
Dammah dan wau Ū u dan garis diatas 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1 لاق Qāla 
2 ليق Qīla 
3 لوقي Yaqūlu 
4 يمز Ramā 
 
xii 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua: 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah, 
atau dammah transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah 
/h/. 
c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu 
terpisah, maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1 لافطلأا ةضوز Rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul atfāl 
2 ةحلط Ṭalhah 
 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah  atau  Tasydid  yang  dalam  sistem  tulisan  Arab  
dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu Syaddah atau Tasydid. Dalam 
transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu 
huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1 اّىتز Rabbanā 
2 لّصو Nazzala 
 
xiii 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu 
لأ. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata 
sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang 
diikuti oleh huruf Qamariyyah. Kata sandang yang diikuti oleh huruf 
Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu /I/ diganti 
dengan hururf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata 
sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah 
ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan 
sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau 
Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan 
dihubungkan dengan kata sambung.  
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1 لجّسلا Ar-rajulu 
2 للاجلا Al-Jalālu 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana telah disebutkan di depan Hamzah ditransliterasikan 
dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan akhir kata. 
Apabila terletak di awal kata, maka tidak dilambangkan karena dalam 
tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh-contoh berikut ini: 
 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1 لكأ Akala 
2 نورخأت Taꞌkhużuna 
xiv 
 
3 ؤىلا An-Nauꞌu 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, 
tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang 
berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama 
diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata 
sandangan, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri 
tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangannya. Penggunaan huruf 
awal kapital untuk Allah hanya berlaku bi dalam tulisan Arabnya memang 
lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain 
sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital 
tidak digunakan. 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1 لوسزلاإ محمد ام و Wa mā Muhammadun 
illā rasūl 
2 هيملاعلا بز للهدمحلا Al-hamdu lillahi rabbil 
ꞌa>lami>na 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi‟il, isim, maupun huruf ditulis 
terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan arab huruf 
Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf 
atau harakat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dalam 
tansliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada 
setiap kata atau bisa dirangkaikan.  
Contoh: 
xv 
 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 ينقزارلايرخ وله الله نإو 
Wa innallāha lahuwa khair ar-
rāziqin / Wa innallāha lahuwa 
khairur-rāziqīn 
 نازيلماو ليكلا اوفوأف Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / 
Fa auful-kaila wal mīzāna 
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ABSTRAK 
 
 Khoiriyatul Badriyah, NIM: 152121022; ANALISIS PUTUSAN 
HAKIM PADA PERKARA PEMBATALAN PERKAWINAN YANG 
DISEBABKAN PEMALSUAN IDENTITAS (Studi Kasus Putusan 
Pengadilan Agama Boyolali No. 1376/Pdt.G/2009/PA.Bi). Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui apakah pertimbangan hakim dalam memutus perkara 
pembatalan perkawinan sudah adil bagi seluruh pihak berdasarkan teori keadilan 
yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dan apa akibat hukum yang timbul dengan 
adanya Pembatalan Perkawinan. Penelitian ini  dilaksanakan di wilayah Boyolali 
dengan memilih instansi yang terkait dengan perkara ini yaitu di Pengadilan 
Agama Boyolali. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik 
dokumentasi. Kemudian analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan 
kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.  
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini antara lain (1) Pertimbangan hakim 
dalam memutuskan perkara putusan Nomor : No. 1376/Pdt.G/2009/PA.Bi telah 
sesuai karena berdasarkan penjabaran keterangan para saksi dan alat bukti serta 
adanya pertimbanganpertimbangan yuridis serta memperhatikan Undang-Undang 
Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam yang diperkuat 
dengan keyakinan hakim. Selain itu pertimbangan hakim yang menyebabkan 
terjadinya pembatalan perkawinan dari Pengadilan Agama adalah karena 
perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan, adanya pemalsuan 
identitas dari calon mempelai, kurang telitinya administrasi calon suami istri dan 
kurangnya pemahaman masyarakat terhadap ketentuan Undang-Undang 
Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. (2) Akibat 
hukum terhadap pembatalan perkawinan yaitu batalnya perkawinan, namun akibat 
hukum tersebut tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari suatu 
perkawinan yang dibatalkan. (3) Hakim secara formal meletakkan dasar 
pertimbangan hukumnya berdasarkan teks undang-undang (legal formal) dan 
keadilan menjadi harapan dari putusan tersebut. Akan tetapi kemudian yang 
terjadi adalah makna keadilan ini menjadi sempit manakala salah satu pihak 
menganggap bahwa putusan hakim itu menjad tidak adil baginya dan hal ini yang 
kemudian membawa pada pemikiran bahwa selalu terjadi disparitas antara 
keadilan dan ketidakadilan. 
 
Kata Kunci: Pembatalan Perkawinan, Perkawinan, Keadilan, Pengadilan Agama, 
Pemalsuan Identitas 
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ABSTRACT 
 
Khoiriyatul Badriyah, NIM: 152121022; ANALYSIS OF THE CONCEPT OF 
THEORY OF JUSTICE HANS KELSEN IN THE MARRIAGE 
CANCELLATION CAUSED BY IDENTITY FORGESTION (Case Study of 
Boyolali Religious Court Decision No. 1376 / Pdt.G / 2009 / PA.Bi). This study 
aims to determine whether the judgment of judges in deciding marital 
cancellations is fair for all parties based on the theory of justice proposed by Hans 
Kelsen and what the legal consequences arising from the Cancellation of 
Marriage. This research was carried out in the Boyolali region by selecting the 
institutions related to this case, namely the Boyolali Religious Court. The data 
collection technique used is the documentation technique. Then the data analysis 
used is a qualitative approach to primary data and secondary data. 
 The results obtained from this study include (1) Judge's considerations in 
deciding the case for decision Number: No. 1376 / Pdt.G / 2009 / PA.Bi is 
appropriate because it is based on the explanation of witness statements and 
evidence as well as judicial considerations as well as observing Marriage Law 
Number 1 of 1974 and Compilation of Islamic Law which is strengthened by the 
conviction of judges. In addition, the judge's consideration that caused the 
cancellation of the marriage from the Religious Court was because the marriage 
did not meet the conditions of the marriage, the falsification of the identity of the 
bride, the lack of thorough administration of the prospective husband and wife and 
the lack of public understanding of the provisions of the Marriage Law Number 1 
of 1974 and Compilation of Islamic Law. (2) The legal consequences of a 
marriage being nullified are the cancellation of the marriage, but the legal 
consequences do not apply retroactively to children born from a canceled 
marriage. (3) Judges formally lay the basis for their legal considerations based on 
the text of the law (legal formal) and justice is the expectation of the decision. But 
then what happens is that the meaning of justice becomes narrow when one party 
considers that the judge's decision to be unfair to him and this then leads to the 
thought that there is always a disparity between justice and injustice. 
 
Keywords: Cancellation, Justice Cancellation of Marriage, Marriage, Justice, 
Religious Courts, Identification Falsification 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (selanjutnya 
disebut UUP), bahwa pengertian perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara 
seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan untuk 
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 
Ketuhanan Yang Maha Esa.
1
 
Perkawinan merupakan akad atau perjanjian, tetapi bukan berarti bahwa 
perjanjian ini sama artinya dengan perjanjian biasa yang diatur dalam Buku III 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perbedaannya bahwa pada perjanjian 
biasa, para pihak yang berjanji bebas untuk menentukan isi dan bentuk 
perjanjiannya, sebaliknya dalam perkawinan, para pihak tidak bisa menentukan isi 
dan bentuk perjanjiannya selain yang sudah ditetapkan oleh hukum yang berlaku. 
Perbedaan lain yang dapat dilihat adalah dalam hal berakhirnya perjanjian, 
bahwa pada perjanjian biasa, berakhirnya perjanjian ditetapkan oleh kedua belah 
pihak, misalnya karena telah tercapainya apa yang menjadi pokok perjanjian atau 
karena batas waktu yang ditetapkan telah berakhir, jadi tidak berlangsung terus 
menerus. Sebaliknya perkawinan tidak mengenal batasan waktu, perkawinan 
harus kekal, kecuali karena suatu hal diluar kehendak para pihak, barulah 
perkawinan dapat diputuskan, misalnya dengan pembatalan perkawinan. 
                                                          
1
 UU perkawinan No 1 Tahun 1974 pasal 1 
2 
 
 
Berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan tentang pembatalan 
perkawinan, jika suatu perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan, 
maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Ada kemungkinan suatu perkawinan 
sudah sah menurut hukum agama, tetapi tidak memenuhi syarat menurut undang-
undang, maka dengan berpedoman pada Undang-Undang Perkawinan, tentunya 
perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Persoalannya adalah tidak sedikit orang 
yang melakukan poligami tanpa adanya izin poligami dari Pengadilan Agama 
setempat. Perkawinan yang dilangsungkan karena tidak adanya izin poligami 
bukan hanya berakibat perkawinannya dapat dibatalkan oleh pihak tertentu 
apabila dia mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama, akan tetapi juga 
berakibat kepada hubungan silaturahmi antara pihak Pemohon dan Termohon, 
bukan hanya kedua belah pihak tersebut, hal ini juga berdampak kekeluarga 
masing-masing pihak.  
Selain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, 
permasalahan yang menyangkut dengan perkawinan juga diatur dalam Kompilasi 
Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1974 adalah dasar hukum mengenai hal-hal yang menyangkut tentang 
perkawinan. Perlu kiranya ada pengawasan yang serius oleh pihak yang 
berwenang mengenai syarat atau rukun sahnya suatu perkawinan agar masyarakat 
dapat terhindar dari permasalahan yang menyangkut perkawinan. Agar tidak ada 
lagi masyarakat yang dirugikan dari suatu perkawinan khususnya terjadinya 
poligami tanpa izin. 
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Berbicara tentang pembatalan perkawinan yang diatur dalam Undang-
Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan di Indonesia maka dalam skripsi 
ini, penulis mengkaji putusan pembatalan perkawinan yang terjadi di pengadilan 
Agama Boyolali yang beralamat di Jl. Pandanaran No. 167, Bayanan, 
Siswodipuran, Kec Boyolali, Kab. Boyolali, Jawa Tengah.  
Duduk perkara dari Putusan PA Nomor 1376/Pdt.G/2009/PA.Bi adalah 
sebagai berikut: 
Pada  tanggal  3  Desember  2007,  Tergugat  I  dan  Tergugat  II  
melangsungkan pernikahan  yang  dicatat  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah  Kantor  
Urusan  Agama Kecamatan,  Kabupaten  Boyolali  (Kutipan  Akta  Nikah  Nomor  
: 495/03/XII/2007 tanggal 3 Desember 2007). Bahwa,  setelah pernikahan  
tersebut pada paginya  tanggal 4 Desember 2007 Istri sah Tergugat  I,  umur  39  
tahun,  pekerjaan Wiraswasta,  bertempat  tinggal  di Kabupaten  Sukoharjo, 
mendatangi Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten  Boyolali  yang 
memberikan  informasi  kepada  pihak Kantor  Urusan  Agama  dengan  
membawa  bukti  Surat  Nikah  Tergugat  I  dan  Istri sah Tergugat I. Dan pada 
saat Tergugat I melaksanakan pernikahan dengan Tergugat II, Tergugat I 
mengaku berstatus jejaka, maka apa yang telah dilakukan oleh Tergugat I selama 
ini salah. Dan  Tergugat  I  telah melakukan  poligami  tanpa  seijin  istri  
Tergugat  I  yang dahulu dan tidak mendapat penetapan dari Pengadilan Agama. 
Pada putusan No. 1376/Pdt.G/2009/PA.Bi ini, gugatan yang diajukan oleh 
Penggugat telah dikabulkan oleh Majelis Hakim. Namun apakah hasil dari 
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putusan ini sudah benar-benar adil bagi seluruh pihak atau belum. Oleh karena itu 
peneliti mengalanisa putusan ini dengan teori keadilan yang dikemukakan oleh 
Hans Kelsen.  
 
B. Rumusan Masalah  
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, 
maka yang menjadi permasalahan dalam rumusan ini adalah sebagai berikut: 
1. Apa dasar pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Boyolali untuk 
mengabulkan perkara pembatalan perkawinan serta apa akibat hukum yang 
ditimbulkan dari putusan Pengadilan Agama Boyolali 
No.1376/Pdt.G/2009/PA.Bi? 
2. Bagaimana nilai keadilan Putusan Pengadilan Agama Boyolali 
No.1376/Pdt.G/2009/PA.Bi menurut teori keadilan Hans Kelsen? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Dalam penelitian ini tujuan yang hendak dicapai yaitu:  
1. Untuk mempelajari dan menganalisis pertimbangan hukum majelis hakim 
serta akibat hukumnya dalam perkara pembatalan perkawinan yang 
disebabkan pemalsuan identitas pada putusan Pengadilan Agama Boyolali 
No.1376/Pdt.G/2009/PA.Bi.  
2. Untuk mengetahui nilai keadilan Putusan Pengadilan Agama Boyolali 
No.1376/Pdt.G/2009/PA.Bi menurut teori keadilan Hans Kelsen. 
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D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Praktis  
Penulis berharap bahwa skripsi ini dapat memberi gambaran serta 
masukan terhadap perkembangan hukum di Indonesia pada masyarakat 
mengenai pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama. 
2. Manfaat Teoritis  
Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan tambahan ilmu mengenai 
pembatalan perkawinan dikarenakan adanya pemalsuan identitas. 
 
E. Kerangka Teori 
Perkawinan supaya sah hukumnya harus memenuhi beberapa syarat-syarat 
baik yang menyangkut kedua belah pihak yang hendak melaksanakan perkawinan 
maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri. Dalam 
ajaran islam dan hukum positif Indonesia dibenarkan dan diijinkan melakukan 
pembatalan perkawinan jika dikemudian hari ada syarat- syarat atau rukun yang 
kurang lengkap untuk melakukan perkawinan. Hal ini sejalan dengan bunyi pasal 
22 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa suatu perkawinan 
dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk 
melangsungkan perkawinan
2
 
Dalam perkara pembatalan perkawinan ataupun perceraian harus 
menyerahkan alat bukti sekurang-kurangnya dua alat bukti yang meyakinkan 
untuk mendukung penyelesaian perkara. Keberadaan alat bukti merupakan hal 
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 UU perkawinan No 1 Tahun 1974 pasal 22 
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penting dan mutlak karena suatu perkara tidak dapat diselesaikan tanpa 
menyertaan alat bukti. Sehubungan dengan itu pembuktian di muka pengadilan 
adalah merupakan hal yang terpenting dalam hukum acara sebab pengadilan 
dalam menegakkan hukum dan keadilan tidak lain berdasarkan pembuktian. 
Hukum pembuktian termasuk bagian dari hukum acara yang berlaku bagi 
peradilan umum. 
Keadilan berdasarkan perundang-undangan didasarkan pada hukum yang 
tertulis dan ada dalam teks perundang-undangan. Memaknai keadilan memang 
selalu berawal dari keadilan sebagaimana juga tujuan hukum yang lain yaitu 
kepastian hukum dan kemanfaatan. 
Adanya tujuan hukum tersebut, di samping keadilan menjadi salah satu 
dari dibuatnya teks hukum maka tujuan hukum pun menjadi dasar yang menjadi 
acuan bagi seorang hakim dalam menetapkan putusannya. Hakim secara formal 
meletakkan dasar pertimbangan hukumnya berdasarkan teks undang-undang 
(legal formal) dan keadilan menjadi harapan dari putusan tersebut. Akan tetapi 
kemudian yang terjadi adalah makna keadilan ini menjadi sempit manakala salah 
satu pihak menganggap bahwa putusan hakim itu menjad tidak adil baginya dan 
hal ini yang kemudian membawa pada pemikiran bahwa selalu terjadi disparitas 
antara keadilan dan ketidakadilan. Melalui penegakan hukum di dalam pengadilan 
pada prinsipnya putusan Hakim disamping dapat mewujudkan ketertiban dan 
kepastian hukum, juga harus mewujudkan hukum yang memenuhi rasa keadilan. 
Konsekuensinya kemerdekaan kekuasaan kehakiman di tangan Hakim harus 
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dimaknai dan diimplementasikan untuk mewujudkan cita hukum yang berintikan 
keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. 
 
F. Tinjauan Pustaka 
Untuk mendukung penelitian ini, maka peneliti kemukakan beberapa 
penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini : 
Skripsi yang ditulis oleh Indriani Winarsih yang berjudul Upaya 
Pembatalan Perkawinan Poligami oleh Pihak Istri Menurut Peraturan Pemerintah 
No 1 Tahun 1975. Dalam skripsi ini penulis membahas tentang pembatalan 
perkawinan poligami dalam prespektif hukum positif atas putusan Pengadilan 
Agama Surakarta Tahun 1999-2001.
3
 
Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Rifai yang berjudul Pembatalan 
Perkawinan Karena Pemalsuan Status Perkawinan. Dalam skripsi ini penulis 
membahas mengenai pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh pihak Suami 
sebagai Tergugat melakukan Poligami tanpa sepengetahuan Istri sah sebagai 
penggugat. Serta pemalsuan status perkawinan yang dilakukan oleh pihak suami 
sebagai Tergugat.
4
 
Skripsi yang ditulis oleh Niken Utami yang berjudul Pembatalan 
Perkawinan di Pengadilan Agama Karanganyar (Studi Kasus Putusan No 
36/Pdt.G/2006/PA.Kra). Dalam skripsi ini penulis membahas tentang Poligami 
                                                          
3
 Indriani Winarsih, “Upaya Pembatalan Perkawinan Poligami oleh Pihak Istri Menurut 
Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 1975”, Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Ahwalusyahsiyah 
STAIN Surakarta. Surakarta. 2003. 
4
 Ahmad Rifai, “Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Status Perkawinan”, Skripsi 
tidak diterbitkan, Jurusan Ahwalusyahsiyah STAIN Surakarta. Surakarta. 2007. 
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yang dilakukan pihak Suami sebagai Tergugat tanpa izin dari Istri Pertama 
(sebagai Penggugat), dan tanpa izin Pengadilan. Serta pemalsuan identitas yang 
didukung oleh adanya pengajuan bukti-bukti dari pihak Penggugat, meliputi alat 
bukti tertulis dan keterangan saksi.
5
 
Artikel yang ditulis oleh Faisal yang berjudul Pembatalan Perkawinan dan 
Pencegahannya. Fasakh sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan ialah 
merusakkan atau membatalkan hubungan perkawinan yang telah berlangsung. 
Sedangkan fasakh dapat disebabkan oleh dua macam yaitu: Pertama, Disebabkan 
oleh perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat atau terdapat adanya 
halangan perkawinan. Kedua, Disebabkan terjadinya sesuatu dalam kehidupan 
rumah tangga yang tidak memungkinkan rumah tangga itu dilanjutkan.
6
 
Artikel yang ditulis oleh Amelia Haryanti yang berjudul Penyelesaian 
Sengketa Pembatalan Pernikahan karena adanya Penipuan Status Istri. Akibat 
hukum terhadap pembatalan perkawinan yaitu harus dipenuhinya masa iddah dan 
terhadap suami istri diantara keduanya dianggap tidak pernah terjadi perkawinan. 
Jadi putusan pengadilan berlaku surut terhadap perkawinan yang telah  dibatalkan, 
sesuai dengan Pasal 28 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 bahwa 
                                                          
5
 Niken Utami, “ Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Karanganyar (Studi 
Kasus Putusan No 36/Pdt.G/2006/PA.Kra)”, Skripsi tidak diterbitkan. Jurusan Ilmu Hukum 
Universitas Sebelas Maret. Surakarta. 2009. 
6
 Faisal, “Pembatalan Perkawinan dan Pencegahannya”, Jurnal Al-Qadha, (Langsa) Vol. 
4  No. 1 Tahun 2017 
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batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai 
kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak berlangsungnya perkawinan.
7
 
Penelitian yang penulis lakukan adalah tentang pembatalan perkawinan, 
akan tetapi penelitian yang penulis ambil tidak sama dengan penelitian terdahulu, 
karena saya mengambil objek tentang pembatalan perkawinan yang dikarenakan 
adanya pemalsuan identitas serta akibat hukumnya.  
Seperti kasus yang penulis angkat dalam skripsi ini yang membahas 
tentang pembatalan perkawinan yang terjadi di Kab. Boyolali antara Penggugat 
dengan Tergugat I dan Tergugat II. Kasus ini terjadi dikarenakan sang suami 
sebagai Tergugat I melakukan pemalsuan identitas sebagai “jejaka” saat 
melakukan pernikahan dengan seorang wanita lain yaitu Tergugat II. Sebagai 
seorang istri yang masih sah dimata hukum, maka istri sah Tergugat I sebagai 
Penggugat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama 
Boyolali. 
Meskipun obyek penelitian tentang pembatalan perkawinan sama, namun 
penulis memiliki presepsi awal bahwa tidak semua putusan yang dikeluarkan 
majelis hakim sama. Sehingga peluang terhadap adanya perbedaan persepsi hakim 
dalam melihat suatu kasus sangat dimungkinkan.  
Dari beberapa alasan yang penulis paparkan tersebut cukup untuk 
menjelaskan bahwa penelitian yang penulis lakukan memiliki perbedaan yang 
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 Amelia Haryanti, “Penyelesaian Sengketa Pembatalan Pernikahan karena adanya 
Penipuan Status Istri”, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, (Tangerang) Vol. 4 No. 2 Tahun 
2017. 
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mendasar. Sehingga orisinalitas penelitian yang penulis lakukan ini dapat 
dipertanggung jawabkan. Meskipun demikian penulis  mengakui ada beberapa 
teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini, terdapat persamaan teori dengan 
yang digunakan oleh penulis sebelumnya di IAIN Surakarta. 
 
G. Metode Penelitian 
Untuk mencapai sasaran yang tepat bagi penelitian, penulis menggunakan 
metode penelitian sebagai berikut: 
1. Jenis Penelitian 
Sesuai dengan permasalahan yang diajukan, maka dalam penelitian ini 
termasuk jenis penelitian literer. penelitian literer adalah serangkaian kegiatan 
yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan 
mencatat serta mengolah bahan penelitian. 
Penelitian ini bersifat deskriptif  analitis, yang mengungkapkan peraturan 
perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi 
objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaknaannya di dalam masyarakat 
yang berkenaan objek penelitian.
8
 
2. Sumber Data 
Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
a. Data Primer   
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 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 105 
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Data ini meliputi berkas putusan perkara pembatalan perkawinan dengan 
sebab pemalsuan dokumen izin poligami dengan putusan No. 
1376/Pdt.G/2009/PA.Bi 
b. Data Sekunder  
Sumber data ini diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi buku, 
arsip, jurnal, Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974, PP No 9 Tahun 
1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan atas Undang-Undang Perkawinan No 1 
Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
serta wawancara dengan beberapa pihak terkait. Oleh karena itu, dengan sumber 
data tersebut diharapkan dapat menunjang serta melengkapi data-data yang akan 
dibutuhkan dalam penyusunan penelitian ini. 
3. Teknik Pengumpulan Data 
Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. 
Teknik dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang tidak ditujukan 
langsung kepada subjek penelitian. Teknik dokumentasi adalah jenis 
pengumpulan data yang meneliti berbagai macam dokumen yang berguna untuk 
bahan analisis. Dokumen yang dapat digunakan dalam pengumpulan data 
dibedakan menjadi dua, yakni dokumen primer dan dokumen sekunder.
9
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4. Metode Analisis Data 
Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap, tahap berikutnya adalah 
tahap analisis data. Pada tahap ini data akan dimanfaatkan sedemikian rupa 
sehingga diperoleh kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab 
persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian. 
Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian 
bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan 
kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi 
dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis 
untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam 
menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.
10
 
Langkah pertama adalah mengumpulkan data, setelah data terkumpul 
kemudian data direduksi artinya diseleksi, disederhanakan, membuang hal-hal 
yang tidak relevan, kemudian diadakan penyajian data, yaitu rakitan organisasi 
informasi atau data sehingga memungkinkan untuk ditarik kesimpulan. 
 
H. Sistematika Penulisan 
Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan singkat dalam pengumpulan 
judul skripsi ini, maka sistematika penulisan yang penulis paparkan dalam skripsi 
ini, penulis bagi menjadi lima bab, dan tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub bab 
dan tiap-tiap sub bab yang satu dengan yang lainya merupakan rangkaian yang 
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 Ibid. 
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terkait sehingga tidak dapat dipisahkan antar yang satu dengan yang lainya, 
sistematika penulisan adalah sebagai berikut: 
Bab pertama berisi tentang pendahuluan, dimana pendahuluan ini 
mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat 
penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika 
penulisan skripsi.  
Bab kedua berisi tentang beberapa tinjauan. Dalam bab ini penyusun 
menguraikannya dalam beberapa sub bab, yang pertama sub bab pemahaman 
perkawinan, kedua sub bab tinjauan umum pembatalan sub bab , ketiga sub bab 
pemalsuan identitas, keempat sub bab pembuktian, dan yang terakhir sub bab 
konsep teori keadilan hukum. 
Bab ketiga berisi tinjauan umum Pengadilan Agama Boyolali. Berupa 
gambaran umum Pengadilan Agama Boyolali serta Putusan Pengadilan Agama 
tentang pembatalan perkawinan. 
Bab keempat berisi tentang pembahasan dasar pertimbangan hakim 
Pengadilan Agama Boyolali untuk mengabulkan permohonan pembatalan 
perkawinan serta apa akibat hukum yang ditimbulkan dari putusan Pengadilan 
Agama Boyolali No.1376/Pdt.G/2009/PA.Bi. serta bagaimana hasil dari putusan 
tersebut dan apakah hasil dari putusan tersebut sudah adil untuk semua pihak 
terkait. 
Bab kelima membahas tentang penutup. Bab ini berisikan kesimpulan dan 
saran- saran. 
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BAB II 
TINJAUAN UMUM PEMBATALAN PERKAWINAN YANG 
DISEBABKAN PEMALSUAN IDENTITAS 
 
A. Tinjauan Umum Perkawinan 
1. Pengertian Perkawinan 
Kata perkawinan menurut istilah hukum Islam sama dengan kata "nikah" 
dan kata "zawaj". Nikah menurut bahasa mempunyai arti sebenarnya (haqiqat) 
yakni "dham" yang berarti menghimpit, menindih atau berkumpul. Nikah 
mempunyai arti kiasan yakni "wathaa" yang berarti "setubuh" atau "aqad" yang 
berarti mengadakan perjanjian pernikahan. Dalam kehidupan sehari-hari nikah 
dalam arti kiasan lebih banyak dipakai dalam arti sebenarnya jarang sekali dipakai 
saat ini.
1 
Menurut "ahli ushul", arti nikah terdapat 3 macam pendapat, yakni: 
a. Menurut ahli ushul golongan Hanafi, arti aslinya adalah setubuh dan 
menurut arti majazi (metaphoric) adalah akad yang dengannya menjadi 
halal hubungan kelamin antara pria dan wanita. 
b. Menurut ahli ushul golongan Syafii, nikah menurut arti aslinya adalah 
akad yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan 
wanita, sedangkan menurut arti majazi adalah setubuh. 
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 Abd. Shomad, Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia, 
(Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 272 
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c. Menurut Abul Qasim Azzajjad, Imam Yahya, Ibnu Hazm, dan sebagian 
ahli ushul dari sahabat Abu Hanifah mengartikan nikah, bersyarikat 
artinya antara akad dan setubuh.
2
 
Para ahli hukum memberi beragam pengertian atau definisi perkawinan. 
Perbedaan itu tidaklah menunjukkan pertentangan yang tajam, namun hanya 
perbedaan sudut pandang. Menurut Sayuti Thalib perbedaan itu lebih 
memperlihatkan keinginan para perumus mengenai banyaknya jumlah unsur-
unsur yang hendak dimasukkan dalam perumusan di satu pihak, sedang di lain 
pihak dibatasi pemasukan unsur-unsur itu dalam perumusan pengertian 
perkawinan, unsur yang lain dijelaskan dalam tujuan bukan perumusan. Pendapat 
ini setidak-tidaknya dapat ditelaah dari beberapa perumusan mengenai pengertian 
atau definisi perkawinan antara lain: 
a. Asaf A. A Fyzee; Marriege in Muhammadan Law: is a contract for the 
legalization of intercourse and the procreation of children. 
b. Ahmad Azhar Bashir merumuskan; Nikah adalah melakukan suatu aqad 
atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan 
wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, 
dengan dasar sukarela dan keridhaan kedua belah pihak untuk 
mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa 
kasih sayang dan ketenteraman dengan cara-cara yang diridhai oleh 
Allah. 
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c. Mahmud Yunus, merumuskan; Perkawinan adalah aqad antara calon laki 
istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syariat. 
Aqad adalah ijab dari pihak wali perempuan atau wakilnya dan kabul 
dari calon suami atau wakilnya. 
d. Sulaiman Rasyid, merumuskan; Perkawinan adalah akad yang 
menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta 
bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang 
antara keduanya bukan muhrim. 
e. Abdullah Sidik; perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang 
lelaki dan seorang perempuan yang hidup bersama (bersetubuh) dan yang 
tujuannya membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, serta 
mencegah perzinaan dan menjaga ketenteraman jiwa atau batin. 
f. Soemiyati, nikah itu merupakan perjanjian perikatan antara seorang laki-
laki dan seorang wanita. Perjanjian di sini bukan sembarang perjanjian 
tapi perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki 
dan seorang wanita. Suci di sini dilihat dari segi keagamaannya dari 
suatu perkawinan. 
g. Zahry Hamid menulis sebagai berikut; yang dinamakan nikah menurut 
syara' ialah akad (ijab kabul) antara wali dan mempelai laki-laki dengan 
ucapan tertentu dan memenuhi rukun dan syaratnya. Dalam pengertian 
luas, pernikahan atau perkawinan adalah: "suatu ikatan lahir batin 
antara seorang laki-laki dan seorang peremnpuan untuk hidup 
berketurunan, yang dilangsungkan menurut ketentuan syariat Islam. 
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h. Undang-Undang Perkawinan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Per-kawinan- 
dalam Pasal 1 mengartikan perkawinan sebuah ikatan lahir batin antara 
seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan 
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 
Ketuhanan Yang Maha Esa. 
i. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia-Inpres No. 1 Tahun 1991 
mengartikan perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat 
atau miitsaaqan ghaliidhan untuk menaati perintah Allah dan 
melaksanakan merupakan ibadah. 
Diantara pengertian-pengertian tersebut tidak terdapat pertentangan secara 
sederhana dapat ditarik kesimpulan satu sama lain, karena intinya hakikat nikah 
adalah perjanjian antara calon suami isteri untuk membolehkan bergaul sebagai 
suami-istri, guna membentuk suatu keluarga.
3
 
Al Quran menggolongkan perkawinan sebagai perjanjian yang kuat atau 
miitsaqan gholidhan sebagaimana firman Allah dalam Qs an-Nisa 21: 
"Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali padahal sebagian kamu telah 
bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (istri-
istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat" 
Perkawinan dilaksanakan untuk menaati perintah Allah SWT dan 
melaksanakannya merupakan ibadah. Dengan memahami kalimat dalam 
                                                          
3
 Ibid. 
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perumusan dalam Pasal 2 di atas, maka tampak bahwa perkawinan merupakan 
ibadah. Ibadah ada yang umum dan ada yang khusus: 
a. Umum ialah segala amalan yang diizinkan Allah. 
b. Khusus ialah apa yang telah ditetapkan Allah akan perincian-perinciannya, 
tingkat dan cara-caranya yang tertentu. 
Perkawinan merupakan perbuatan ibadah dalam kategori ibadah umum, 
dengan demikian dalam melaksanakan perkawinan harus diketahui dan 
dilaksanakan aturan-aturan perkawinan dalam Hukum Islam.
4
 
2. Tujuan Perkawinan 
Landasan perkawinan dengan nilai-nilai roh kelslaman yakni sakinah, 
mawadah, dan rahmah yang dirumuskan dalam firman Allah dalam QS. Ar-Rum: 
21 
“Dan di antara tanda -tanda kekuasaan-Nya, ialah dia menciptakan 
untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa 
tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang. 
Sesungguhnya yang demikian itu berarti benar terdapat tanda-tanda bagi kaum 
yang berpikir”. 
Keluarga yang dituju dengan adanya perkawinan adalah keluarga yang: 
a. Sakinah, artinya tenang. 
                                                          
4
 Abd. Shomad, Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia, 
(Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 275 
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b. Mawaddah, keluarga yang di dalamnya terdapat rasa cinta, yang berkaitan 
dengan hal-hal yang bersifat jasmani. 
c. Rahmah, keluarga yang di dalamnya terdapat rasa kasih sayang, vakni 
yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat kerohanian.
5
 
Landasan idiil ini terkait dengan secara langsung dengan nilai-nilai yang 
diatur dalam surat al-Baqarah 187 dan surat an-Nisa 19, dan Hadis Nabi: 
"Hendaklah kamu saling nasihat menasihati dengan baik dalam hal 
kehidupan berumah tangga (kaum wanita) dengan baik”. 
Menurut Yahya Harahap, jika landasan ini dipahami dengan baik dan 
sadar, sudah tercakup di dalamnya berbagai keharusan yang bersifat "mutual", 
yakni: 
a. mutual cooperation; 
b. mutual help; 
c. mutual understanding; 
d. mutual relatini; 
e. mutual unterdependency. 
Sebagai perbandingan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 disebutkan 
perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, 
mawadah, dan rahmah. Mengomentari substansi KHI ini Yahya Harahap menulis 
bahwa KHI mempertegas landasan fitosofis perkawinan Islam, tanpa mengurangi 
landasan filosofi perkawinan tahun 1974. Landasan filosofi itu dipertegas dan 
diperluas dalam Pasal 2 KHI di atas UU berisi inti-inti: 
                                                          
5
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 perkawinan semata-mata "menaati perintah Allah" 
 melaksanakan perkawinan adalah "ibadah” 
 ikatan perkawinan bersifat "miltsaqon gholidlzan" (an-Nisa 21) 
3. Rukun dan Syarat Perkawinan 
Rukun Perkawinan, untuk melaksanakan perkawinan harus ada 
beberapa komponen, yakni: 
a. mempelai laki-laki/calon suami; 
b. mempelai wanita/calon istri; 
c. wali nikah; 
d. dua orang saksi; 
e. ijab kabul.6 
Perkawinan merupakan salah satu ibadah dan memiliki syarat-syarat 
sebagaimana ibadah lainnya. Syarat dimaksud, tersirat dalam Undang-Undang 
Perkawinan dan KHI yang dirumuskan sebagai berikut: 
a. Syarat-syarat calon mempelai pria adalah 
1) beragama Islam; 
2) laki-laki; 
3) jelas orangnya; 
4) dapat memberikan persetujuan; 
5) tidak terdapat halangan perkawinan.7 
                                                          
6
 Ibid. hlm. 277 
7
 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia. (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 
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b. Syarat-syarat calon mempelai wanita adalah 
1) beragama Islam; 
2) perempuan; 
3) jelas orangnya; 
4) dapat dimintai persetujuan; 
5) tidak terdapat halangan perkawinan.8 
Selain beberapa persyaratan di atas, calon mempelai pun dalam hukum 
perkawinan Islam di Indonesia menentukan salah satu syarat, yaitu persetujuan 
calon mempelai. Hal ini berarti calon mempelai sudah menyetujui yang akan 
menjadi pasangannya (suami istri), baik dari pihak perempuan maupun pihak laki-
laki yang akan menjalani ikatan perkawinan, sehingga mereka nantinya menjadi 
senang dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami dan istri.
9
 
c. Syarat-syarat wali nikah adalah 
1) laki-laki; 
2) dewasa; 
3) mempunyai hak perwalian; 
4) tidak terdapat halangan perwalian.10 
Selain syarat wali nikah di atas, perlu diungkapkan bahwa wali nikah 
adalah orang yang menikahkan seorang wanita dengan seorang pria. Karena wali 
nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi oleh calon 
mempelai wanita yang bertindak menikahkannya (Pasal 19 KHI). Wanita yang 
                                                          
8
 Ibid., hlm. 13 
9
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menikah tanpa wali berarti pernikahannya tidak sah. Ketentuan ini didasari oleh 
hadis Nabi Muhammad yang mengungkapkan: “Tidak sah perkawinan, kecuali 
dinikahkan oleh wali.”11 
d. Syarat-syarat saksi nikah adalah 
1) minimal dua orang laki-laki; 
2) menghadiri ijab qabul; 
3) dapat mengerti maksud akad; 
4) beragama Islam; 
5) dewasa.12 
Mengenai persyaratan bagi orang yang menjadi saksi, perlu diungkapkan 
bahwa kehadiran saksi dalam akad nikah merupakan salah satu syarat sahnya akad 
nikah. Oleh karena itu, setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi 
(Pasal 24 KHI). Jadi, setiap pelaksanaan akad nikah wajib dihadiri oleh dua orang 
saksi, tanpa kehadiran saksi dalam pelaksanaan akad nikah, akibat hukumnya 
adalah perkawinan dimaksud tidak sah. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang 
Perkawinan mengungkapkan bahwa perkawinan yang dilangsungkan di muka 
Pegawai Pencatat Perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, 
atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan 
pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami 
istri, jaksa dan suami atau istri.
13
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e. Syarat-syarat ijab qabul adalah 
1) adanya pernyataan mengawinkan dari wali; 
2) adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria; 
3) memakai kata-kata nikah atau semacamnya; 
4) antara ijab dan qabul jelas maksudnya; 
5) orang yang terkait dengan ijab tidak sedang melaksanakan ihram haji/ 
umrah; 
6) antara ijab dan qabul bersambungan; 
7) majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri oleh minimal 4 (empat) orang, 
yaitu calon mempelai pria atau yang mewakilinya, wali dari mempelai 
wanita atau yang mewakilinya, dan dua orang saksi.
14
 
 
B. Tinjauan Umum Pembatalan Perkawinan 
1. Pembatalan Perkawinan menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974  
Pasal 22 
Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-
syarat untuk melangsungkan perkawinan. 
Pasal 23 
Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu : 
a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri; 
b. Suami atau isteri; 
c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan; 
d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini 
dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung 
terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu 
putus. 
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Pasal 24 
Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu 
dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat 
mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi 
ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini. 
Pasal 25 
Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam 
daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau ditempat tinggal 
kedua suami isteri, suami atau isteri. 
Pasal 26 
(1) Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan 
yang tidak berwenang, wali-nikah yang tidak sah atau yang 
dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat 
dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan 
lurus keatas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri. 
(2) Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan alasan 
dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama 
sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang 
dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan 
perkawinan harus diperbaharui supaya sah. 
Pasal 27 
(1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan 
perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang 
melanggar hukum. 
(2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan 
perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi 
salah sangka mengenai diri suami atau isteri. 
(3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu 
menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan 
setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak 
mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, 
maka haknya gugur. 
Pasal 28 
(1) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan 
mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat 
berlangsungnya perkawinan. 
(2) Keputusan tidak berlaku surut terhadap : 
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a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut; 
b. Suami atau isteri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali 
terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan 
atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu; 
c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b 
sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik 
sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan 
hukum tetap.
15
 
Pembatalan perkawinan adalah pembatalan hubungan suami-isteri sesudah  
dilangsungkan akad nikah. Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila tidak 
memenuhi syarat-syarat (pasal 22-28 UU No. 1 tahun 1974), ini berarti bahwa 
perkawinan itu batal karena tidak terpenuhinya syarat-syarat yang dimaksud, 
namun jika perkawinan itu telah terlanjur terlaksana, maka perkawinan itu dapat 
dibatalkan. 
Pembatalan perkawinan merupakan tindakan putusan Pengadilan yang  
menyatakan bahwa ikatan perkawinan yang telah dilakukan itu tidak sah,  
akibatnya ialah bahwa perkawinan itu dianggap tidak pernah ada. Menurut  
Soedaryo Soimin : “Pembatalan perkawinan adalah perkawinan yang terjadi 
dengan tanpa memenuhi syarat-syarat sesuai Undang-Undang”. “Pembatalan 
perkawinan adalah tindakan putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa 
perkawinan yang dilakukan itu tidak sah, akibatnya ialah bahwa perkawinan itu 
dianggap tidak pernah ada”.16 Bagi perkawinan yang dilangsungkan secara Islam 
pembatalan perkawinan lebih lanjut dimuat dalam Pasal 27 Peraturan Menteri 
Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1975 yang menyatakan: “Apabila 
pernikahan telah berlangsung kemudian  ternyata terdapat larangan menurut 
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hukum munakahad atau peraturan perundangundangan tentang perkawinan, 
Pengadilan Agama dapat membatalkan pernikahan tersebut atas permohonan 
pihak-pihak yang berkepentingan”. Dengan demikian suatu perkawinan dapat 
batal demi hukum dan bisa dibatalkan oleh Pengadilan.  
Perihal pembatalan perkawinan dalam Undang-Undang No.l Tahun 1974 
pengaturannya termuat dalam Bab VI, pada Pasal 22 sampai dengan Pasal 28 yang 
diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaannya Peraturan Pemerintah No.9 
Tahun 1975 dalam Bab VI Pasal 37 dan 38. Adapun Pengadilan yang berkuasa 
untuk membatalkan perkawinan yaitu: Pengadilan yang daerah kekuasaannya 
meliputi tempat berlangsungnya perkawinan atau di tempat tinggal kedua suami 
isteri, suami atau isteri. Bagi mereka yang beragama Islam dilakukan di 
Pengadilan Agama sedangkan bagi mereka yang beragama non Islam di 
Pengadilan Negeri. Saat mulai berlakunya pembatalan perkawinan diatur dalam 
Pasal 28 ayat 1 Undang Undang No.l Tahun 1974 yang menyatakan bahwa: 
“Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai 
kekuatan hukum dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan 
hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan”. Keputusan 
ini tidak ada upaya hukum lagi untuk naik banding atau kasasi. Akibatnya 
kembali ke posisi semula sebelum terjadinya perkawinan atau perkawinan 
dianggap tidak pernah ada. 
Di dalam pasal 22 UU No.1/1974 dinyatakan dengan tegas: “perkawinan 
dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk 
melangsungkan perkawinan”. Di dalam penjelasannya, kata “dapat” dalam pasal 
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ini bisa diartikan bisa batal atau bisa  tidak batal, bilamana menurut ketentuan 
hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain. Istilah “batal”-nya 
perkawinan dapat menimbulkan salah paham, karena terdapat berbagai ragam 
tentang pengertian batal (nietig) tersebut. Batal berarti nietig zonder kracht (tidak 
ada kekuatan)  zonder waarde  (tidak ada nilai). Dapat dibatalkan berarti  nietig 
verklaard, sedangkan absolute nietig adalah pembatalan mutlak.
17
 
Istilah dapat dibatalkan dalam undang-undang ini berarti dapat difasidkan 
jadi  relative nietig. Dengan demikian perkawinan dapat dibatalkan berarti 
sebelumnya telah terjadi perkawinan lalu dibatalkan karena adanya pelanggaran 
terhadap aturan-aturan tertentu. Ada kesan pembatalan perkawinan ini terjadi 
karena tidak berfungsinya pengawasan baik dari pihak keluarga atau pejabat 
berwenang perkawinan itu terlanjur terlaksana kendati setelah itu ditemukan 
pelanggaran terhadap undang-undang perkawinan atau hukum munakahat. Jika ini 
terjadi maka Pengadilan Agama dapat membatalkan perkawinan tersebut atas 
permohonan pihak-pihak yang berkepentingan.  
Adapun pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan 
adalah para keluarga dalam garis lurus ke atas dari suami dan istri dan orang-
orang yang memiliki kepentingan langsung terhadap perkawinan tersebut. Sampai 
di sini suatu perkawinan dapat batal demi hukum dan bisa dibatalkan oleh 
pengadilan. Secara sederhana ada dua sebab terjadinya pembatalan perkawinan.  
Pertama, pelanggaran prosedural perkawinan.  Kedua, pelanggaran terhadap 
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materi perkawinan. Contoh pertama, misalnya tidak terpenuhinya syarat-syarat 
wali nikah, tidak dihadiri para saksi dan alasan prosedural lainnya. Sedangkan 
yang kedua  contohnya adalah perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman, 
terjadi salah sangka mengenai calon suami atau istri.  
2. Pembatalan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam  
Pasal 70  
Perkawinan batal apabila: 
a. suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad 
nikah karena sudah mempunyai empat orang isteri sekalipun salah satu 
dari keempat isterinya dalam iddah talak raj`i; 
b. seseorang menikah bekas isterinya yang telah dili`annya; 
c. seseorang menikah bekas isterinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak 
olehnya, kecuali bila bekas isteri tersebut pernah menikah dengan pria 
lain kemudian bercerai lagi ba`da al dukhul dan pria tersebut dan telah 
habis masa iddahnya; 
d. perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan 
darah; semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang 
menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-undang No.1 Tahun 
1974, yaitu : 
1. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah 
ataukeatas. 
2. berhubugan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu antara 
saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara 
seorang dengan saudara neneknya. 
3. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu 
atau ayah tiri. 
4. berhubungan sesusuan, yaitu orng tua sesusuan, anak sesusuan dan  
bibi atau paman sesusuan. 
e. isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dan 
isteri atau isteri-isterinya.   
Pasal 71  
Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila: 
a. seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama; 
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b. perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi 
isteri pria lain yang mafqud. 
c. perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dan suami lain; 
d. perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana 
ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang-undang No.1. tahun 1974; 
e. perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali 
yang tidak berhak; 
f. perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.   
Pasal 72 
(1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan 
perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang 
melanggar hukum. 
(2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan 
perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi 
penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri 
(3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu 
menyadari keadaanya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah 
itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak dapat 
menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, 
maka haknya gugur. 
Pasal 73 
Yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah: 
a. para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari 
suami atauisteri; 
b. Suami atau isteri; 
c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut 
Undang-undang. 
d. para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam 
rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan 
Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67.   
Pasal 74 
(1) Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada 
Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau isteri 
atau perkawinan dilangsungkan. 
(2) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan Agama 
mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat 
berlangsungnya perkawinan.   
Pasal 75 
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Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap: 
a. perkawinan yang batal karena salah satu sumaiatau isteri murtad; 
b. anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut; 
c. pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan ber`itikad 
baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan kekutan hukum yang 
tetap.   
Pasal 76  
Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum 
antara anak dengan orang tuanya.
18
  
Permashalahan yang timbul dewasa ini adalah tentang pembatalan 
pernikahan dengan alasan administrasi seperti perkawinan tidak di hadapan 
pejabat berwenang, nikah di bawah umur, poligami tanpa izin pengadilan, nikah 
karena penipuan, dll, apakah pernikahan tersebut sah secara yuridis formal 
ataukah tergolong nikahul fasid yang dapat diajukan pembatalannya ke pengadilan 
agama. 
Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam tata caranya di jelaskan pada 
pasal 74 yaitu : Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada 
Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau isteri atau tempat 
perkawinan dilangsungkan. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan 
pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat 
berlangsungnya perkawinan. 
Pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan terdapat pada 
Kompilasi Hukum Islam Pasal 72, seorang suami atau isteri dapat mengajukan 
permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah 
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ancaman yang melanggar hukum. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan 
permohonanpembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya 
perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai suami atau isteri. Pasal 
73, yang dapat mengajukan permohonan permohonan perkawinan adalah : Para 
keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri, 
Suami atau isteri, Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan 
menurut undang-undang, Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui 
adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum islam dan 
peraturan perundang-undangan. 
Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan 
Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau isteri atau perkawinan 
dilangsungkan, Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan 
Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat 
berlangsungnya perkawinan. Hal ini terdapat pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 
74. 
Pengadilan Agama dapat membatalkan pernikahan tersebut atas 
permohonan pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam hal ini terdapat dalam 
Kompilasi Hukum Islam Pasal 72 ayat 1-3. 
Dalam kajian hukum islam, suatu tindakan baik yang berhubungan dengan  
hukum taklifi maupun hukum wad’I bisa bernilai sah dan bisa bernilai fasad 
(fasid) atau batal (batil). Fasad dan fasakh nikah pada hakikatnya adalah rusak 
dan putusnya akad perkawinan karena putusan pengadilan. Agak tipis perbedaan 
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antara keduanya, sebab apa yang disebut fasakh oleh sebagian dianggap sebagai 
fasad oleh sebagian yang lain.
19
 Dalam hukum islam, pembatalan perkawinan 
disebut juga fasakh. Fasakh berarti mencabut atau menghapus. Karena 
berdasarkan pengamatan kami terhadap literatur fiqih, tidak kami temukan istilah 
pembatalan perkawinan. Hukum islam hanya mengatur poligami terbatas, tidak 
mengatur atau mengenal pembatalan atas perkawinan. Kalau ternyata di dalam 
kehidupan suami istri tidak dapat dipertahankan lagi hubungan yang dibina, maka 
perceraianlah yang dilakukan. 
Dalam kajian hukum islam, suatu tindakan baik yang berhubungan dengan 
hukum taklifi maupun hukum wad’I bisa bernilai sah dan bisa bernilai fasad 
(fasid) atau batal (batil). Fasad dan fasakh nikah pada hakikatnya adalah rusak 
dan putusnya akad perkawinan karena putusan pengadilan. Agak tipis perbedaan 
antara keduanya, sebab apa yang disebut fasakh oleh sebagian dianggap sebagai 
fasad oleh sebagian yang lain.
20
 Dalam hukum islam, pembatalan perkawinan 
disebut juga fasakh. Fasakh berarti mencabut atau menghapus. Karena 
berdasarkan pengamatan kami terhadap literatur fiqih, tidak kami temukan istilah 
pembatalan perkawinan. Hukum islam hanya mengatur poligami terbatas, tidak 
mengatur atau mengenal pembatalan atas perkawinan. Kalau ternyata di dalam 
kehidupan suami istri tidak dapat dipertahankan lagi hubungan yang dibina, maka 
perceraianlah yang dilakukan. 
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Arti fasakh ialah merusakkan atau membatalkan. Ini berarti bahwa 
perkawinan itu diputuskan atau dirusakkan atas permintaan salah satu pihak oleh 
hakim Pengadilan Agama.
21
 Tuntutan pemutusan perkawinan ini disebabka karena 
salah satu pihak menemui cela pada pihak lain atau merasa tertipu atas hal- hal 
yang belum diketahui sebelum berlangsungnya perkawinan. Pada asasnya fasakh 
adalah hak suami dan istri, tetapi dalam pelaksanaan lebih banyak dilakukan oleh 
pihak istri dari pada pihak suami. Hal ini mungkin disebabkan karena suami telah 
mempunyai hak talak yang diberikan agama kepadanya.
22
  
Adapun talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah 
hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya, dan ini terjadi 
dalam talak ba’in. sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan ialah 
berkurangnya hak talak bagi bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya 
jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dan dari dua menjadi 
satu dan dari satu menjadi hilangnya hak talak itu, yakni menjadi talak raj’i.23 
Fasakh dalam arti bahasa adalah batal sedangkan dalam arti istilah adalah 
membatal dan lepasnya ikatan perkawinan antara suami dan istri, adakalanya 
disebabkan terjadinya kerusakan atau  cacat pada akad nikah itu sendiri dan 
adakalanya disebabkan hal-hal yang datang kemudian dan menyebabkan akad 
perkawinan tersebut tidak dapat dilanjutkan.
24
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Dalam arti terminologis ditemukan beberapa rumusan yang hampir 
bersamaan maksudnya, di antaranya yang terdapat dalam KBBI (kamus besar 
bahasa Indonesia), sebagai berikut : “Pembatalan ikatan pernikahan oleh 
Pengadilan Agama berdasarkan tuntutan istri atau suami yang dapat dibenarkan 
Pengadilan Agama atau karena pernikahan yang telah terlanjur menyalahi hukum 
pernikahan”.  
Definisi tersebut di atas mengandung beberapa kata kunci yang 
menjelaskan hakikat dari fasakh itu, yaitu, Pertama: kata “pembatalan” 
mengadung arti bahwa fasakh mengakhiri berlakunya suatu yang terjadi 
sebelumnya. Kedua: kata “ikatan pernikahan” yang mengandung arti bahwa yang 
dinyatakan tidak boleh berlangsung untuk selanjutnya itu adalah ikatan 
perkawinan dan tidak terhadap yang lainnya.  Ketiga: kata “Pengadilan Agama” 
mengandung arti pelaksanaan atau tempat dilakukannya pembatalan perkawinan 
itu adalah lembaga Peradilan yang dalam hal ini adalah Pengadilan Agama, bukan 
ditempat lain. Keempat: kata “berdasarkan tuntutan istri atau suami yang dapat 
dibenarkan oleh Pengadilan Agama atau karena pernikahan yang telah terlanjur 
menyalahi hukum pernikahan”.25 Ungkapan ini merupakan alasan terjadinya 
fasakh, yaitu pengaduan pihak istri atau suami yang dapat dibenarkan dan atau 
pernikahan yang telah berlangsung ketahuan kemudian hari tidak memenuhi 
ketentuan hukum pernikahan. Fasid nikah merupakan suatu Putusan Pengadilan 
yang diwajibkan melalui persidangan bahwa perkawinan yang telah 
dilangsungkan tersebut mempunyai cacat hukum. Hal itu dibuktikan seperti tidak 
                                                          
25
 Amir Syarifuddin,  Hukum Perkawinan Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan 
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terpenuhinya persyaratan atau rukun perkawinan atau disebabkan dilanggarnya 
ketentuan yang mengharamkan perkawinan tersebut.  
Dalam praktik di Pengadilan Agama, sebagaimana yang telah kita ketahui 
bahwa pembatalan perkawinan dilakukan terhadap perkawinan yang cacat hukum 
atau kurang syarat dan rukunnya, sebagaimana yang telah disyari’atkan dalam 
syari’at islam, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum 
Islam. Pembatalan perkawinan dapat terjadi apabila berdasarkan atas alasan yang 
dikemukakan, dan dari alasan tersebut pembatalan perkawinan tidak dapat 
disamakan dengan perceraian karena alasan yang digunakan dalam perceraian 
tidak sama dengan alasan pembatalan perkawinan. Begitupula para pihak yang 
berhak menggunakan atau mengajukan pembatalan tidak terbatas pada suami atau 
istri saja.   
 
C. Tinjauan Umum Pembuktian 
1. Pengertian Pembuktian 
Pembuktian dalam hukum acara perdata di atur dalam: 
a. Pasal 163 HIR ditentukan bahwa: 
"Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan 
suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak 
orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau 
adanya kejadian itu". 
b. Pasal 1865 BW ditentukan bahwa: 
36 
 
 
"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau 
guna meneguhkan hak sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, 
menunjuk suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau 
peristiwa tersebut" 
c. Pasal 283 RBg ditentukan bahwa:  
"Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan 
untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus 
membuktikan hak atau keadaan itu".
26
 
Dari beberapa bunyi pasal tentang pembuktian sebagaimana tersebut di 
atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pembuktian adalah suatu 
pernyataan tentang hak atau peristiwa di dalam persidangan apabila disangkal 
oleh pihaklawan dalam suatu perkara, harus dibuktikan tentang kebenaran dan 
keabsahannya.
27
 
Dari pengertian tentang pembuktian tersebut di atas, dapat dijelaskan 
bahwa penekanan pembuktian terdapat pada beban pembuktian terhadap sesuatu 
hak dan kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa tertentu yang ada dalam suatu 
kehidupan bermasyarakat dalam hubungan hukum antara pihak yang satu dengan 
pihak lainnya seringkali dapat dijadikan bukti dalam suatu perkara di pengadilan. 
Beban pembuktian umumnya hanya terhadap hak dan kejadian-kejadian atau 
peristiwa-peristiwa yang dialami dan dilakukan oleh pihak yang berkepentingan 
dalam hubungan hukum di dalam masyarakat antara pihak yang satu dengan pihak 
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lainnya saling ada kaitannya. Dalam hal hubungan hukum tersebut jika ternyata 
dalam praktiknya ada salah satu pihak atau beberapa pihak telah melakukan 
pelanggaran terhadap pihak lain atau sebaliknya dan berakibat pihak lain 
mengalami suatu kerugian, maka dalam hubungan tersebut akan timbul suatu 
perkara. Perkara yang timbul dalam hubungan hukum umumnya jika tidak dapat 
diselesaikan dengan jalan damai, seringkali perkaranya akan berkepanjangan dan 
jika dibiarkan berlarut-larut akan dapat menimbulkan peristiwa-peristiwa baru 
yang tidak dikehendaki oleh para pihak, sehingga permasalahannya akan semakin  
rumit jika tidak segera diselesaikan melalui jalur hukum yang ada.
28
 
Dalam praktik hukum acara perdata di persidangan pengadilan beban 
pembuktian yang harus dibuktikan hanyalah terhadap sesuatu hak dan kejadian 
yang disangkal oleh pihak lawan, sedangkan yang tidak disangkal oleh pihak 
lawan tidaklah harus dibuktikan karena beban pembuktian yang tidak disangkal 
oleh pihak lawan pada umumnya kebenaran dan keabsahannya terhadap sesuatu 
hak dan kejadian telah diakui oleh para pihak yang bersengketa, sehingga 
pembuktiannya tidak dipermasalahkan. Beban pembuktian penekanannya hanya 
pada pengakuan dan alat bukti yang menyertainya terhadap sesuatu hak dan 
kejadian cukuplah sudah bahwa bukti tersebut adalah benar dan tidak perlu lagi 
dibuktikan, terkecuali apabila disangkal oleh pihak lawan dalam suatu perkara 
harus dibuktikan tentang kebenaran dan keabsahannya. Jadi, beban pembuktian di 
sini sifatnya hanyalah pembuktian terhadap sesuatu hak yang diakuinya dan 
sesuatu kejadian atau peristiwa yang dialami dan atau dilakukan oleh para pihak 
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atau oleh salah satu pihak dalam suatu perkara yang telah merugikan pihak lain 
dalam hubungan hukum, yang mana sesuatu hak dan sesuatu kejadian yang 
disangkal oleh pihak lawan karena kebenaran dan keabsahannya tidak diakui oleh 
pihak lawan dalam suatu perkara di persidangan pengadilan.
29
 
Apabila dalam praktik persidangan di pengadilan kebenaran gugatan atau 
kebenaran atas pembelaan terhadap suatu perkara tidak cukup terang atau tidak 
cukup bukti, tetapi masih ada kebenarannya dan tidak ada lagi keterangan-
keterangan yang dapat menguatkan atas kebenaran gugatan atau pembelaan, maka 
hakim karena jabatannya dan atas permintaan salah satu pihak diperkenankan 
untuk memerintahkan pihak lainnya melakukan sumpah di hadapan hakim. Dalam 
praktik apabila tidak cukup bukti dan salah satu pihak yang beperkara diminta 
untuk disumpah di muka hakim tidak bersedia, tetapi justru yang bersangkutan 
meminta balik pihak lawannya untuk disumpah dan pihak lawannya bersedia, 
maka hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa pihak yang menolak untuk 
disumpah telah memberikan keterangan yang tidak jujur, sehingga dapat dijadikan 
dasar yang kuat untuk mengambil keputusan tentang siapa yang harus dikalahkan 
dalam persidangan, kecuali jika yang dituntut untuk bersumpah bersedia dan 
meminta pihak lainnya juga disumpah, maka keputusan sepenuhnya tergantung 
keyakinan hakim yang memeriksa perkaranya.
30
 
Dalam praktik apabila pihak lawan menyangkal tentang kebenaran dan 
keabsahan terhadap sesuatu hak dan kejadian atau peristiwa yang 
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dipersengketakan oleh para pihak, maka pihak lawan yang disangkal harus 
membuktikan tentang kebenaran dan keabsahannya yang disertai dengan bukti-
bukti yang akurat.
31
 
2. Macam-Macam Alat Bukti 
Macam-macam alat bukti diatur dalam Pasal 164 HIR, Pasal 284 RBg, dan 
Pasal 1866 BW yang mana pada intinya adalah sebagai berikut. 
a. Alat bukti dengan surat atau tertulis. 
b. Alat bukti dengan saksi. 
c. Alat bukti praduga. 
d. Alat bukti pengakuan. 
e. Alat bukti sumpah. 
Macam-macam alat bukti tersebut di atas sebenarnya masih kurang karena 
dalam praktik persidangan masih ada bukti lain lagi, yaitu: 
a. Bukti tentang pemeriksaan setempat, dan; 
b. Bukti tentang keterangan saksi ahli.32 
Lebih jelasnya tentang macam-macam alat bukti dalam hukum acara 
perdata akan dibahas lebih lanjut satu persatu sebagaimana disebutkan di bawah 
ini: 
a. Alat Bukti dengan Surat atau Tertulis. 
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Surat merupakan alat buktl tertulis yang memuat tulisan untuk menyatakan 
pikiran seseorang sebagài alat bukti.
33
  
Menurut bentuknya, alat bukti tertulis digolongkan menjadi dua jenis, 
yaitu surat akta dan bukan surat akta. Surat akta adalah surat bertanggal dan diberi 
tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau 
perikatan, yang digunakan untuk pembuktian. Surat akta digolongkan lagi 
menjadi dua jenis, yaitu akta autentik dan akta tidak autentik.
34
 
1) Akta Autentik 
Akta autentik adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat public 
yang berwenang untuk itu, sebagai bukti yang lengkap (sempurna) bagi kedua 
belah pihak dan ahli warisnya serta orang yang mendapat hak darinya tentang 
segala hal yang tertulis dalam akta itu dan bahkan tentang apa yang tercantum di 
dalamnya sebagai pemberitahuan saja, sepanjang langsung mengenai pokok dalam 
akta tersebut.
35
 Pejabat publik yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk 
membuat akta autentik, antara lain, notaris, pegawai catatan sipil, panitera 
pengadilan, dan juru sita. Dalam melakukan pekerjaannya, pejabat publik yang 
bersangkutan terikat pada syarat dan ketentuan undang-undang sehingga 
merupakan jaminan untuk memercayai keabsahan hasil pekerjaannya. 
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Pejabat publik yang berwenang menerangkan dalam akta autentik yang 
dibuat, dilakukan, dilihat, dan dialaminya sehingga apa yang tercantum dalam 
akta autentik dianggap benar terjadi di hadapannya menurut kenyataan yang 
sebenarnya. Karena memuat keterangan pejabat pubik yang sah menurut undang-
undang, setiap orang mengakui dan mempercayai isi akta autentik tersebut sebagai 
benar adanya. Kebenaran isinya cukup dibuktikan oleh bentuk akta itu sendiri 
sampai dapat dibuktikan sebaliknya. Bagi pihak-pihak, ahli waris, dan orang yang 
mendapat hak darinya, akta autentik mempunyai kekuatan bukti sempurna 
(volledig bewijs, complete evidence), tetapi masih dapat dilumpuhkan oleh 
pembuktian lawan. Terhadap pihak ketiga, akta autentik mempunyai kekuatan 
bukti bebas (vrij bewijs, free evidence). Artinya, penilaiannya diserahkan pada 
kebijaksanaan majelis hakim. 
Akta autentik dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu akta 
ambtelijk dan akta partai. Akta ambtelijk adalah akta autentik yang dibuat oleh 
pejabat publik yang diberi wewenang untuk itu, di mana dia menerangkan apa 
yang dilihat, didengar, dan dilakukannya. Contohnya akta catatan sipil, akta protes 
pada wesel, akta sertifikat kelulusan jenjang pendidikan negeri.
36
 
Akta partai adalah akta yang dibuat di hadapan pejabat publik, yang 
menerangkan apa yang dillihat, didengar, dan dilakukannya dan pihak-pihak yang 
berkepentingan mengakui keterangan dalam akta tersebut dengan membubuhkan 
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tanda tangan mereka. Contohnya, akta jual beli tanah dihadapan Pejabat Pembuat 
Akta Tanah (PPAT), akta pernikahan, dan akta pendirian perseroan terbatas.
37
 
Pada setiap akta autentik dikenal tiga macam kekuatan bukti, yaitu: 
a) kekuatan bukti lahir; 
b) kekuatan bukti formal; dan 
c) kekuatan bukti material. 
Kekuatan bukti lahir berkenaan dengan syarat-syarat formal suatu akta 
autentik dipenuhi atau tidak. Apabila syarat-syarat formal dipenuhi, bentuk yang 
tampaknya dari luar secara lahiriah sebagai akta autentik dianggap akta autentik, 
sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya. Jika syarat-syarat formal tersebut 
diragukan kebenarannya oleh pihak lawan, dia dapat minta kepada pengadilan 
untuk meneliti akta tersebut berdasar pada bukti yang dikemukakan oleh pihak 
lawan. Kemudian, majelis hakim memutuskan apakah akta autentik itu boleh 
digunakan sebagai bukti atau tidak dalam perkara.
38
 
Kekuatan bukti formal berkenaan dengan masalah kebenaran formalitas 
peristiwa yang dinyatakan dalam akta autentik. Artinya, pejabat publik dan pihak-
pihak yang berkepentingan menerangkan dan meiakukan seperti dijelaskan dalam 
akta autentik dan benar demikian adanya. Jadi, formalitas yang ditentukan 
undang-undang benar-benar dipenuhi. Kebenaran formalitas itu diakui oleh setiap 
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orang. Namun, suatu ketika mungkin juga ada pihak yang meragukan kebenaran 
formalitas itu apabila akta autentik tersebut dijadikan alat bukti dalam perkara.
39
 
Kekuatan bukti material berkenaan dengan kebenaran isi akta autentik. 
Artinya, benar bahwa yang tercantum dalam akta autentik seperti menurut 
kenyataannya. Apabila ternyata benar bahwa keterangan jumlah dalam akta 
autentik itu palsu, majelis hakim dapat memerintahkan agar akta autentik tersebut 
dikirim ke kejaksaan untuk dituntut perkara pidana, sedangkan perkara perdatanya 
ditunda sampai selesai perkara pidana. Insiden dalam pembuktian dengan akta 
autentik seperti ini dapat terjadi, baik atas inisiatif pihak yang bersangkutan 
maupun dari pihak majelis hakim.
40
 
2) Akta di Bawah Tangan 
Akta di bawah tangan diatur dalam: 
a) Pasal 286 RBg dinyatakan bahwa: 
(1) Akta-akta di bawah tangan adalah akta-akta yang ditandatangani di 
bawah tangan, surat-surat, daftar-daftar, surat-surat mengenai rumah 
tangga dan surat-surat lain yang dibuat tanpa campur tangan pejabat 
pemerintah. 
(2) Cap jari yang dibubuhkan di bawah surat di bawah tangan disamakan 
dengan tanda tangan asal disahkan dengan suatu surat keterangan yang 
bertanggal oleh notaris atau pejabat lain yang ditunjuk oleh undang-
undang dan menerangkan bahwa ia mengenai pemberi cap jari atau 
                                                          
39
 Ibid., hlm. 133 
40
 Ibid. 
44 
 
 
yang diperkenalkan kepadanya dan bahwa isi akta itu telah dijelaskan 
kepada si pembubuh cap jari dan bahwa cap jari tersebut dibubuhkan 
di hadapannya. 
(3) Pejabat tersebut membukukan surat itu. 
(4) Pernyataan serta pembukuannya dilakukan menurut apa yang 
ditentukan dalam ordonansi atau menurut peraturan-peraturan yang 
akan ditetapkan. 
b) Pasal 287 RBg ditentukan bahwa: 
(1) Apabila dikehendaki.oleh mereka yang berkepentingan, di luar hal 
seperti tersebut dalam ayat (2) Pasal 286, maka surat-surat di bawah 
tangan yang ditandatangani dapat dilengkapi dengan keterangan yang 
bertanggal yang dibuat oleh notaris atau pejabat lain yang ditentukan 
dalam peraturan perundang-undangan yang menyatakan mengenai si 
penanda tangan atau yang telan diperkenalkan kepadanya dan bahwa 
isi akta itu telah dijelaskan kepada si penanda tangan dan bahwa 
kemudian tanda tangan telah dibubuhkan di hadapannya. 
(2) Untuk ini berlaku ayat (3) dan (4) pasal yang lalu. 
c) Pasal 288 RBg ditentukan bahwa: 
“Akta-akta di bawah tangan yang berasal dari orang Indonesia atau orang 
timur asing yang diakui oleh mereka yang berhubungan dengan pembuatan 
akta itu atau yang secara hukum diakui sah, menimbulkan bukti yang 
lengkap terhadap mereka yang menandatanganinya serta para ahli waris 
dan mereka yang mendapat hak yang sama seperti suatu akta autentik" 
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d) Pasal 1 Ordonansi dengan Stb. 1867 Nomor 24 tanggal 14 Maret 1867 
yang diubah dengan Stb. 1916 Nomor 43 dan 44) dinyatakan bahwa: 
"Sebagai surat-surat di bawah tangan, dihitung akta-akta, surat-surat, 
daftar-daftar, surat-surat yang bukan sah dan surat lain-lain yang 
ditandatangani di bawah tangan dan yang dibuat tidak dengan perantaraan 
seorang pegawai umum. 
Disamakan dengan menandatangani surat di bawah tangan, yakni kalau di 
bawahnya diadakan kesan (tanda) jari, ditandai dengan satu surat 
keterangan bertanggal dari seorang notaris atau seorang pegawai lain yang 
ditunjuk dengan ordonansi yang menerangkan bahwa ia kenal orang yang 
mengadakan kesan (tanda) jari itu atau orang itu diperkenalkan kepadanya, 
bahwa isi surat akta itu sudah diingatkan dengan terang kepada orang itu 
dan bahwa sesudah itu kesan (tanda) jari itu diadakan di hadapan pegawai 
itu. Pegawai mendaftarkan surat itu" 
Yang dimaksud dengan akta di bawah tangan adalah suatu surat tertulis 
yang dibuat sendiri oleh para pihak atas kesepakatan kedua belah pihak yang 
disaksikan oleh para saksi. 
Akta di bawah tangan ini pembuatannya tidak di hadapan pejabat umum 
dan atau pejabat publik, tetapi dibuat sendiri oleh para pihak yang berkepentingan 
atas kesepakatan kedua belah pihak yang disaksikan oleh para saksi. Dalam 
praktiknya akta di bawah tangan ini pelaksanaan pembuatannya dapat dibuat oleh 
para pihak yang berkepentingan atau bisa juga minta bantuan orang yang mengerti 
tentang hukum untuk menuangkan isi dan atau ketentuan-ketentuan perjanjian 
46 
 
 
dalam akta di bawah tangan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. 
Keberadaan para saksi yang menyaksikan adanya persetujuan perjanjian di bawah 
tangan yang ditandatangani dan atau dibubuhi cap jempol oleh para pihak yang 
berkepentingan dalam perjanjian sangatlah penting karena keberadaannya akan 
sangat berarti apabila di kemudian hari terjadi suatu masalah atau salah satu pihak 
mengingkari isi dan atau ketentuan-ketentuan yang ada dalam perjanjian maupun 
tanda tangannya dapat dijadikan saksi di persidangan pengadilan. Apabila terjadi 
permasalahan seperti tersebut di atas dan diselesaikan di persidangan pengadilan, 
maka para saksi yang menyaksikan adanya perjanjian yang dibuat di bawah 
tangan oleh para pihak yang berkepentingan keterangannya dapat menentukan 
tentang sah tidaknya perjanjian di bawah tangan tersebut.
41
 
3) Surat Biasa 
Bukti berupa surat biasa umumnya pembuatannya dilakukan secara 
sepihak. Misalnya: Surat tanda terima pembayaran (kuitansi), Surat penyerahan 
barang (tanda terima pernyerahan barang), wesel, pembukuan, surat menyurat 
yang ada hubungan dengan bisnis, polis asuransi, dan sebagainya. 
Alat bukti berupa surat biasa ini dalam praktik persidangan di pengadilan 
umumnya hanyalah dijadikan alat bukti penunjang yang sifatnya insidentil dan 
bukan merupakan alat bukti yang pokok dalam suatu sengketa, kecuali apabila 
dalam sengketa yang dihadapi oleh para pihak tidak ada bukti lain yang sah, maka 
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bukti surat biasa dapat dijadikan sebagai alat bukti yang pokok dalam suatu 
perkara ditambah dengan alat bukti sumpah. 
Dengan adanya alat bukti surat atau tertulis yang berupa akta autentik akta 
di bawah tangan dan surat biasa, maka terdapat persamaan dan perbedaan dalam 
penggunaannya di lihat dari segi hukum: 
 Persamaannya: 
Ketiga-tiganya merupakan alat bukti surat atau tertulis yang sempurna dan 
dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di dalam persidangan 
dalam suatu perkara. 
 Perbedaannya: 
Bahwa alat bukti berupa akta autentik yang dibuat oleh pejabat publik dan 
notaris serta alat bukti berupa surat biasa mempunyai kekuatan 
pembuktian mutlak dan pasti karena surat tersebut secara yuridis 
kebenaran dan keabsahannya tidak dapat disangkal oleh pihak lawan, 
sedangkan akta di bawah tangan kekuatan pembuktiannya sangatlah lemah 
apabila disangkal oleh pihak lawan atau salah satu pihak yang turut serta 
membuat akta di bawah tangan tidak mengakui tanda tangannya.
42
 
Alat bukti surat atau tertulis yang dibuat oleh pejabat umum diatur dalam: 
a) Pasal 137 HIR ditentukan bahwa: 
"Pihak-pihak dapat menuntut melihat surat-surat keterangan lawannya dan 
sebaliknya, surat mana diserahkan kepada hakim buat keperluan itu" 
b) Pasal 138 HIR ditentukan bahwa: 
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(1) Jika satu pihak membantah kebenaran surat keterangan yang di 
serahkan oleh lawannya, maka pengadilan negeri dapat memeriksa hal 
itu, sesudahnya ia akan memberi keputusan, apa surat yang dibantah 
itu dipakai atau tidak dalam perkara itu. 
(2) Jika ternyata buat keperluan pemeriksaan pemakaian surat yang 
dipegang oleh penyimpan umum, maka pengadilan negeri 
memerintahkan supaya surat itu diperlihatkan pada persidangan yang 
akan ditentukan untuk itu. 
(3) Jika ada keberatan akan memperlihatkannya, baik karena perihal surat 
itu maupun karena jauhnya tempat tinggal penyimpan, maka 
pengadilan negeri memerintahkan supaya pemeriksaan itu dijalankan 
di muka pengadilan negeri pada tempat tinggal penyimpan itu atau 
supaya surat itu dikirimkan kepada ketua itu dalam tempo yang 
ditentukan dan menurut cara yang akan ditentukannya. Pengadilan 
negeri yang tersebut terakhir membuat surat pemberitaan dari 
pemeriksaannya itu dan mengirimkan surat itu kepada pengadilan 
negeri yang tersebut lebih dahulu. 
(4) Penyimpan dengan tidak ada sebab yang tidak memenuhi perintah 
memperlihatkan atau mengirimkan surat itu dapat dipaksa dengan 
paksaan badan untuk memperlihatkan atau mengirimkan surat itu atas 
perintah Ketua Pengadilan yang berwajib memeriksa surat itu atas 
permintaan pihak yang berkepentingan. 
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(5) Jika surat itu tidak sebagian dari sebuah daftar, maka penyimpan 
membuat salinan surat itu sebelum diperlihatkan atau dikirimkan akan 
jadi ganti surat asli selama surat itu belum diterima kembali. Di 
sebelah bawah pada salinan surat itu di catat apa sebabnya salinan itu 
di buat, catatan mana dibuat pada surat asli yang akan diberikan itu dan 
pada salinan tersebut. 
(6) Segala biaya dibayar oleh pihak yang memasukkan surat perlawanan 
itu kepada penyimpan menurut taksiran Ketua Pengadilan yang akan 
memutuskan perkara itu. 
(7) Jika pemeriksaan tentang kebenaran surat yang dimasukkan itu 
menimbulkan sangkaan bahwa surat itu dipalsukan oleh orang yang 
masih hidup, maka pengadilan negeri mengirim segala surat itu kepada 
pegawai yang berkuasa untuk menuntut kejahatan itu. 
(8) Perkara yang dimajukan pada pengadilan negeri dan belum diputus itu 
dipertangguhkan dahulu sampai perkara pidana itu diputuskan. 
Dari bunyi beberapa pasal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa 
apabila dalam suatu pemeriksaan di persidangan pengadilan, jika ada salah satu 
pihak baik itu penggugat maupun tergugat menyangkal salah satu alat bukti yang 
diajukan dalam persidangan berupa surat atau tertulis maka pihak yang disangkal 
harus dapat membuktikan tentang kebenaran dan keabsahannya dari alat bukti 
yang di sangkal oleh pihak lawan (Pasal 137 dan Pasal 138 HIR jo. Pasal 148 dan 
149 Rv. jo. Pasal 289 dan 290 RBg) 
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Alat bukti surat atau tertulis yang dibuat oleh pejabat umum, biasanya 
disebut sebagai alat bukti yang autentik yang antara lain sebagai berikut. 
a) Akta Notariil atau akta yang di buat di hadapan notaris. 
b) Sertifikat hak milik atas tanah. 
c) Akta nikah dan sebagainya. 
Dalam praktik apabila alat bukti surat atau tertulis yang dibuat oleh pejabat 
umum atau pejabat publik disangkal oleh pihak lawan dalam suatu persidangan, 
maka untuk kepentingan dan atau kelancaran jalannya persidangan pengadilan 
dapat memerintahkan agar alat bukti yang di simpan oleh pejabat umum 
diperlihatkan di persidangan. Jika pejabat umum keberatan untuk memperlihatkan 
duplikat dan atau asli dari alat bukti surat yang diminta oleh pengadilan yang akan 
dipergunakan untuk membuktikan tentang kebenaran dan keabsahan sebagai alat 
bukti yang disangkal oleh pihak lawan dengan alasan bahwa tempat antara kantor 
pejabat umum dengan kantor pengadilan terlalu jauh (di luar kota), maka ketua 
pengadilan yang memeriksa perkara dapat meminta bantuan kepada Ketua 
Pengadilan lain di tempat kantor pejabat umum yang menyimpan alat bukti yang 
di sangkal oleh pihak lawan untuk memeriksa tentang kebenaran dan 
keabsahannya atau bisa juga alat bukti surat dikirimkan kepada ketua pengadilan 
yang memeriksa perkara tersebut dalam tempo yang ditentukan dan menurut cara 
yang akan ditentukannya. Ketua Pengadilan Negeri lain yang dimintai bantuan 
untuk melakukan pemeriksaan, mengirimkan berita acara pemeriksaan kepada 
ketua pengadilan yang meminta. Apabila pejabat umum yang menyimpan surat 
duplikat dan atau aslinya tidak bersedia memenuhi permintaan dari pengadilan 
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untuk memperlihatkan atau mengirimkan, maka dapat dilaksanakan dengan cara 
paksa (Pasal 138 ayat (2), (3) dan (4) HIR).
43
 
Dalam praktik peradilan apabila terdapat persangkaan bahwa alat buktinya 
palsu atau dipalsukan oleh salah satu pihak yang sedang berperkara, maka hakim 
atas permintaan salah satu pihak yang sedang bersengketa dan karena jabatannya 
berhak untuk menyerahkan tentang kasus pemalsuan alat bukti tersebut kepada 
kejaksaan agar memeriksa salah satu pihak yang telah memalsukan surat tersebut 
dengan tuntutan pidana berdasarkan pada Pasal 242 Kitab Undang-Undang hukum 
Pidana (Pasal 138 ayat (7) dan (8) HIR jo. Pasal 148 ayat (3) Rv). 
Dalam persidangan di pengadilan negeri baik itu hukum acara perdata 
maupun hukum pidana apabila alat bukti yang diajukan palsu atau dipalsukan oleh 
salah satu pihak yang sedang beperkara, maka perkara perdatanya untuk 
sementara waktu dipertangguhkan lebih dahulu sambil menunggu perkara 
pidananya tentang pemalsuan alat bukti diberikan keputusan oleh hakim pidana 
(Pasal 138 ayat (8) HIR). Jadi, apabila perkara pidananya tentang adanya 
pemalsuan alat bukti belum diputus oleh pengadilan, maka proses perkara 
perdatanya belum dapat dilanjutkan.
44
 
b. Alat Bukti Saksi 
1) Satu Saksi Bukan Saksi 
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Pembuktian dengan saksi pada umumnya dibolehkan dalam segala hal, 
kecuali jika undang-undang menentukan lain
45
, misalnya, tentang persatuan harta 
kekayaan dalam perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan perjanjian kawin,
46
 
dan perjanjian asuransi hanya dapat dibuktikan dengan polis.
47
 Hukum adat, 
hukum materil bagi golongan bumiputra mengenal dua macam saksi, yaitu: 
a) Saksi yang sengaja didatangkan untuk menyaksikan peristiwa tertentu 
dan; 
b) Saksi yang kebetulan mengetahui peristiwanya. 
Pembuktian dengan saksi hendaknya menggunakan lebih dari satu saksi 
karena keterangan seorang saksi saja tanpa alat bukti lain tidak dapat dipercaya. 
Peribahasa hukumnya unus testis nullus testis, artinya satu saksi dianggap bukan 
saksi. Suatu peristiwa dianggap tidak terbukti jika hanya didasarkan pada 
keterangan seorang saksi.
48
 Agar peristiwa terbukti dengan sempurna menurut 
hukum, keterangan seorang saksi harus dilengkapi dengan alat bukti lain, 
misalnya surat, pengakuan, dan sumpah. Apabila alat bukti lain tidak ada, 
pembuktian baru dianggap sempuma jika ada dua orang saksi atau lebih. Namun 
demikian, dua atau beberapa orang saksi balum meyakinkan suatu peristiwa 
apabila majelis hakim tidak mempercayai kejujuran saksi-saksi, misalnya, karena 
keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain saling bertentangan. 
Mungkin juga terjadi dalam suatu perkara diperlukan keterangan beberapa 
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orang saksi. Jika beberapa orang saksi tersebut memberikan keterangan yang 
berdini sendiri tentang suatu peristiwa, tetapi berkaitan antara satu sama lain, 
penilaiannya diserahkan pada kebijaksanaan majelis hakim, apakah suatu 
peristiwa telah terbukti berdasarkan kesimpulan dari beberapa keterangan saksi.
49
 
2) Saksi Tidak Mampu Mutlak atau Relatif 
Dikatakan tidak mampu mutlak karena mereka mempunyai hubungan yang 
terlalu dekat dengan salah satu pihak yang berperkara. Hubungan tersebut terjadi 
karena sedarah dan karena perkawinan. Jika mereka menjadi saksi, dikhawatirkan 
äkan memberikan keterangan yang tidak objektif dalam kesaksiannya, padahal 
mereka sudah disumpah terlebih dahulu. Disamping itu, juga untuk memelihara 
hubungan keluarga yang baik antara mereka dan mencegah kemungkinan 
timbulnya perselisihan di kemudian hari seandainya ketecangan itu memberatkan 
pihak keluarga yang berper kara.
50
 
Menurut ketentuan hukum acara perdata Indonesia, orang yang tidak dapat 
didengar sebagai saksi adalah: 
 Keluarga sedarah dan keluarga semenda (karena perkawinan) menurut 
garis keturunan lurus dari salah satu pihak 
 Istrí atau suami salah satu pihak meskipun sudah bercerai 
Dikatakan tidak mampu relatif karena menurut undang-undang mereka 
tidak dapat didengar sebagai saksi berhubung syarat-syarat tertentu belum 
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dipenuhi atau karena suatu keadaan yang menyebabkan tidak dapat didengar 
sebagai saksi. Termasuk golongan ini ialah anak yang belum mencapai umur lima 
belas tahun dan orang gila meskipun kadang-kadang ingatannya normal.
51
 Hakim 
tidak boleh menggunakan mereka ini sebagai alat bukti. Namun, keterangan 
mereka dapat digunakan sebagai petunjuk ke arah peristiwa yang-dapat dibuktikan 
selanjutnya dengan alat buki biasa.
52
 
3) Hak Mengundurkan Diri (Hak Ingkar) 
Ada beberapa orang tertentu atas permintaannya dapat dibebaskan dani 
saksi. Mereka ini ada tiga golongan ditentukan dalam hukum acara perdata 
Indonesia, yaitu: 
a) Saudara laki-laki dan perempuan serta ipar laki-laki dan perempuan 
dari salah satu pihak. 
b) Keluarga sedarah menurut keturunan lurus dari saudara laki-laki dan 
perempuan suami atau istri salah satu pihak.  
c) Semua orang yang karena martabat, jabatan, atau pekerjaan yang sah 
diwajibkan menyimpan rahasia, tetapi semata-nata hanya tentang hal 
yang diberitahukan kepadanya karena martabat, jabatan, atau pekerjaan 
yang sah itu. Mereka ini, antara lain, notaris, dokter, advokat, dan 
polisi (yurisprudensi). Akan tetapi, terserah kepada majelis hakim 
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untuk menentukan siapa yang berhak undur diri karena martabat, 
jabatan, atau pekerjaan yang sah yang harus menyimpan rahasia.
53
 
4) Keterangan Saksi dari Pihak Ketiga 
Pada umumnya, para ahli berpendapat bahwa testimonium de auditu 
(kesaksian dari orang lain) tidak diperkenankan karena keterangan itu tidak 
mengenai peristiwa yang dialami sendiri. Namun, sekarang timbul pendapat baru 
yang memberikan kebebasan kepada majelis hakim. Menurut pendapat baru 
tersebut, keterangan seseorang berdasarkan pendengaran dari keterangan pihak 
ketiga dianggap sebagai bukti yang langsung jika tidak berdiri sendiri mengenai 
kebenaran pihak ketiga menyatakan demikian. Menurut yurisprudensi, majelis 
hakim tidak dilarang untuk menduga tentang kebenaran keterangan pihak ketiga 
yang diberitahukan kepada seorang saksi.
54
 
Yang dimaksud dengan “tidak berdiri sendiri” adalah karena ada alat bukti 
1ain yang menguatkan keterangan tersebut. Alat bukti tersebut saling melengkapi 
sedemikian rupa sehingga hakim menduga bahwa memang benar telah terjadi 
peristiwa yang dimaksudkan itu.  
c. Alat Bukti Praduga 
Hukum acara perdata mengatur praduga (vermoeden, conjecture). Akan 
tetapi, tidak menjelaskan arti praduga itu. Hanya dijelaskan bahwa praduga dapat 
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digunakan sebagai alat bukti apabila berarti (penting), tertentu, dan satu sama lain 
terdapat kesesuaian.
55
  
Pasal 1915 KUH Perdata Indonesia mengatur tentang praduga menurut 
undang-undang dan praduga tidak. Menurut undang-undang, sedangkan Pasal 173 
HIR atau Pasal 130 RBg hanya mengatur praduga yang tidak berdasar pada 
undang-undang. Menurut ilmu pengetahuan hukum, praduga digolongkan menjadi 
dua jenis, yaitu: 
 Praduga menurut hukum (rechtsvermoeden, legal conjecture). 
 Praduga menurut kenyataan (feitelijk vermoeden, factual conjecture). 
Majelis hakim boleh menarik kesimpulan bahwa telah terjadi suatu 
peristiwa berdasar pada peristiwa-peristiwa lain yang telah terbukti menurut 
hukum. Namun, pembuktian dengan praduga menurut kenyataan tidak bersifat 
memaksa, terserah pada kebijaksanaan majelis hakim untuk menggunakannya 
atau tidak.
56
 
d. Alat Bukti Pengakuan 
Pembuktian dengan pengakuan (bekentenis, confession) diatur dalam 
hukum acara perdata Indonesia. Pengakuan yang diucapkan di muka sidang 
pengadilan mempunyai kekuatan bukti sempurna bagi orang yang memberikan 
pengakuan, baik diucapkan sendiri maupun dengan perantaraan orang lain yang 
dikuasakan untuk itu. Ini berarti jika tergugar telah mengakui tuntutan penggugat, 
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pengakuan itu membebaskan penggugat untuk membuktikan lebih lanjut dan 
majelis hakim harus mengaburkan tuntutan penggugat. Dengan demikian, perkara 
dianggap selesai. Akan tetapi KUHPdt Indonesia membolehkan menarik kembali 
pengakuan yang telah diberikan di persidangan karena kekhilafan.
57
 
Kekuatan bukti sempurna pada pengakuan sebenarnya tidaklah mutlak 
sebab bagaimanapun keyakinan majelis hakim dalam menilai benar tidaknya 
pengakuan tergugat, tidak boleh diabaikan. Meskipun diakui bahwa penyelesaian 
perkara perdata tergantung pada pihak-pihak yang berperkara tentang kebenaran 
sesungguhnya perlu diperhatikan juga jangan sampai pengadilan dijadikan tempat 
pelanggaran hukum secara resmi karena kelihaian pihak-pihak.
58
 
e. Alat Bukti Sumpah 
Kamus Umum Bahasa Indonesia (KBBI) merumuskan sumpah sebagai 
pernyataan yang diucapkan dengan resmi dan dengan bersaksi kepada Tuhan atau 
sesuatu yang dianggap suci bahwa apa yang dikatakan atau dijanjikan itu benar. 
Fokus rumusan ini adalah unsur benar atau tidak benar dan unsur melakukan atau 
tidak melakukan. 
Unsur pertama menghasilkan sumpah yang berisi keterangan bahwa 
sesuatu itu benar atau sebaliknya tidak benar. sumpah ini disebut sumpah 
konfirmator (confirmatoir eed, confirmatory oath). Sumpah konfirmator 
merupakan alat bukti yang diatur dalam hukum acara perdata Indonesia.  
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Unsur kedua menghasilkan sumpah yang berisi suatu janji untuk 
melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sumpah ini disebut sumpah promisor 
(promissoir eed, promissory oath). Sumpah promisor bukan alat bukti, melainkan 
sumpah yang bersifat prosesual yang diperlukan dalam acara pemeriksaan di 
muka sidang pengadilan.
59
 
 
 
f. Pemeriksaan Setempat 
Pemeriksaan di tempat (plaatselijke onderzoek, site visit investigation) 
dilakukan dengan pergi ke tempat barang yang menjadi objek perkara, yang tidak 
dapat dibawa ke persidangan, misalnya, keadaan pekarangan atau bangunan. 
Pemeriksaan di tempat dilakukan oleh majelis hakim dengan dibantu oleh 
panitera. Dalam melakukan pemeriksaan di tempat, panitera membuat berita acara 
pemeriksaan yang ditandatangani oleh majelis hakim dan panitera yang 
bersangkutan.
60
 Berdasar pada hasil pemeriksaan di tempat, majelis hakim 
memperoleh kepastian tentang peristiwa yang dikemukakan di persidangan. Hasil 
pemeriksaan di tempat yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan itu 
merupakan bahan resmi sehingoa menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim 
dalam menjatuhkan putusan yang tepat. 
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Apabila benda objek perkara yang akan diperiksa terletak di luar daerah 
hukum tempat kedudukan pengadilan, ketua majelis hakim dapat meminta kepada 
pengadilan negeri setempat agar melakukan atau menyuruh melakukan 
permeriksaan itu dan mengirimkan secepat-cepatnya berita acara pemeriksaannya. 
g. Keterangan Ahli 
Ahli adalah orang yang menguasai dan kompeten dalam suatu cabang 
bidang ilmu pengetahuan tertentu.
61
 Ketika pemeriksaan perkara di muka 
persidangan, majelis hakim mungkin akan menemui persoalan yang tidak dapat 
dipecahkan berdasarkan ilmu yang dimilikinya. 
Untuk memperoleh kepastian tentang kebenaran suatu hal yang tidak 
mungkin diketahui oleh majelis hakim berdasarkan ilmu yang dimilikinya, majelis 
hakim dapat memerintahkan kepada seorang ahli dalam bidangnya agar 
memberikan keterangan/pendapatnya tentang peristiva yang diperkarakan, baik 
atas permintaan salah satu pihak maupun karena jabatannya. Sebelum seorang ahli 
memberikan keterangan/pendapatnya tentang peristiva yang diperkarakan, baik 
atas permintaan salah satu pihak maupun karena jabatannya. Sebelum seorang ahli 
memberikan keterangan/pendapatnya, terlebih dahulu dia harus mengucapkan 
sumpah promisor sehingga keterangan/pendapat yang diberikannya itu adalah 
keterangan di bawah sumpah, sah menurut undang-undang. Keterangan itu dapat 
diberikan secara lisan di persidangan atau secara tertulis yang diserahkan kepada 
majelis hakim. Orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi, tidak boleh 
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didengar sebagai ahli. Majelis hakim tidak diwajibkan untuk mengikuti pendapat 
seorang ahli apabila keterangannya itu berlawanan dengan keyakinannya.
62
 
 
D. Tinjauan Umum Pemalsuan Identitas 
1. Pengertian Pemalsuan Identitas 
Perbuatan pemalsuan sesungguhnya baru dikenal di dalam suatu 
masyarakat yang sudah maju, dimana data data tertentu dipergunakan untuk 
mempermudah lalu lintas hubungan di masyarakat.  
Pemalsuan/manipulasi identitas terdiri dari dua suku kata yakni  
pemalsuan/manipulasi identitas. Manipulasi merupakan kata serapan yang berasal  
dari bahasa inggris yaitu manipulation yang berarti penyalahgunaan atau 
penyelewengan.
63
 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, manipulasi diartikan  
sebagai upaya kelompok atau perorangan untuk mempengaruhi perilaku sikap dan 
pendapat orang lain tanpa orang lain itu menyadarinya.
64
 
Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran norma yaitu 
kebenaran atau kepercayaan dan ketertiban masyarakat. Sedangkan pengertian 
identitasnya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung makna ciri-ciri, 
keadaan khusus seseorang, dan jati diri seseorang. Manipulasi/pemalsuan identitas 
dalam perkawinan adalah suatu upaya penyelewengan atau penyimpangan yang 
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dilakukan seseorang untuk memalsukan data-data baik berupa status, tanda-tanda, 
ciri-ciri maupun keadaan khusus seseorang atau jati diri yang dinilai sebagai suatu 
tindak pidana berupa kebohongan kepada pejabat Negara yang tujuannya untuk 
bisa melangsungkan perkawinan. 
Perbuatan pemalsuan merupakan suatau jenis pelanggaran terhadap dua  
norma dasar yaitu :  
a. Kebenaran (kepercayaan) yang pelanggarannya dapat tergolong dalam  
kelompok kejahatan penipuan. 
b. Ketertiban masyarakat, yang pelanggarannya tergolong dalam kelompok 
kejahatan terhadap negara/ketertiban masyarakat.
65
 
Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap  
kebenaran dan kepercayan, dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri 
sendiri atau orang lain.  
Membuat surat palsu adalah menyusun surat atau tulisan pada 
keseluruhannya, adanya surat ini karena dibuat secara palsu. Surat ini mempunyai  
tujuan untuk menunjukkan bahwa surat seakan-akan berasal dari orang lain atau  
pelaku, dan ini disebut sebagai pemalsuan materiil, karena asal dari surat itu ialah  
palsu. kejahatan yang seripa dengan penipuan adalah kejahatan memperdaya yang 
lain,termasuk melalui penggunaan benda yang diperoleh melalui pemalsuan,  
menyalin, penggandaan, dan memproduksi tidaqk dianggap sebagai pemalsu,  
meskipun mungkin mereka nanti dapat menjadi pemalsuan selama mengetahui  
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dan berkeinginan untuk tidak dipublikasikan.  Suatu pergaualan hidup yang teratur 
di dalam masyarakat yang maju teratur tidak dapat berlangsung tanpa adanya 
jaminan kebenaran atas beberapa bukti surat dan dokumen-dokumen lainnya. 
Karenanya perbuatan pemalsuan dapat merupakan ancaman bagi kelangsungan 
hidup dari masyarakat. 
Beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya pemalsuan identitas yang 
diutarakan oleh Bapak Asep adalah sebagai berikut: 
a. Biasanya orang memalsukan identintas karena pihak suami ingin 
melakukan poligami. 
b. Kebanyakan pihak suami memilih memalsukan status perkawinan karena 
tidak mau repot meminta izin istri pertama/sebelumnya. Atau tidak mau 
repot-repot mengurusnya di Pengadilan. 
c. Terjadinya kecolongan atas pemalsuan identitas itu, karena bisa saja dari 
pihak KUA. Dimana pihak KUA bisa saja disuap, kurang pengecekan di 
Kelurahan dan lain-lain. 
d. Bentuk penanggalanya KTP, Kelurahan mana yang mengeluarkan, 
pengecekan dari kelurahan yang mengeluarkan. 
e. Pemalsuan identitas makin lama makin marak, karena prosedur yang 
kurang ketat Perkara Pembatalan perkawinan di PA Boyolali juga 
banyak pertahunnya.
66
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E. Konsep Teori Keadilan Hans Kelsen 
1. Sejarah Singkat Kehidupan Hans Kelsen 
Saat ini hanya ada satu biografi yang membahas sejarah Kelsen secara 
lengkap yang berjudul Hans Kelsen; Leben und Werk, biografi ini disusun oleh 
Rudolf Aladar Metall dan diterbitkan pada tahun 1969.
67
 Selain itu penulis 
menemukan biografi Kelsen yang dipaparkan oleh Stanley L. Paoulson dalam 
buku Kelsen yang berjudul Introduction to The Problems of Legal Theory.  
Hans Kelsen dilahirkan oleh pasangan Yahudi kelas menengah berbahasa 
Jerman pada tanggal 11 Oktober tahun 1881 di Prague Jerman. Ketika Kelsen 
berusia tiga tahun, Kelsen dan keluarganya pindah ke-Wina, ditempat itulah 
Kelsen menyelesaikan pendidikannya. Kelsen adalah seorang agnostik
68
, namun 
demi kelancaran akademiknya Kelsen masuk agama Yahudi, Kelsen 
melakukannya demi menghindari masalah karirnya, namun identitasnya sebagai 
keturunan Yahudi menimbulkan permasalahan dalam hidupnya. Pada awalnya 
Kelsen adalah seorang pengacara publik yang berpandangan sekuler terhadap 
hukum, pandangan ini dijadikan sebagai instrumen untuk mewujudkan 
kedamaian. Pandangan ini di inspirasikan oleh kebijakan toleransi rezim Dual 
Monarchy di Habsburg. 
Sejak kecil Kelsen lebih tertarik dengan ilmu pengetahuan klasik dan 
humanisme, seperti filsafat, sastra, logika, dan matematika. Ketertarikan pada 
pengetahuan inilah yang mempengaruhi pemikiran Kelsen kedepan.  
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Pada tahun 1906 Kelsen memperoleh gelar doktor dibidang Hukum. 
Tahun 1905 Kelsen menerbitkan buku pertamanya yang berjudul Die Staatslehre 
des Dante Alighiere. Tahun 1908 Kelsen mengikuti seminar di Heidelberg yang 
diselenggarakan oleh Goerge Jellinek. Tahun 1911 Kelsen mengajar di 
Universitas of Vienna untuk bidang hukum publik dan filsafat hukum dan 
menyelesaikan karya Hauprproplime der Staatsrechtlehre. Pada tahun 1914 
Kelsen menerbitkan dan menjadi editor The Austrian Journal of Publik Law.
69
 
Selama perang dunia pertama, Kelsen dipercayakan sebagai penasehat 
Depertemen Meliter dan Hukum, kemudian pada tahun 1918 Kelsen menjadi 
associate professor pada bidang hukum di Universitas of Vienna, dan menjadi 
professor penuh pada bidang hukum administrasi negara pada tahun 1919.  
Kelsen sebagai orang yang dipercayakan oleh Karl Renner dalam 
menyusun konstitusi Austria yang pertama pada tahun 1919, saat berakhirnya 
monarkhi Austria, Chancellor pemerintahan Republik yang pertama. Kelsen 
memang orang yang dekat dengan partai sosial demokrat (Social Democratic 
Party/ SDAP), tetapi Kelsen sendiri netral terhadapnya. Konstitusi pertama yang 
dibuat Kelsen itu sampai saat ini masih digunakan. Ketika memasuki tahun 1930, 
timbul antisimitic dikalangan sosialis Kristen, hal ini menyebabkan Kelsen 
diberhentikan dari Mahkamah Konstitusi Austria, bahkan Kelsen seketika itu 
pindah ke-Cologne untuk melanjutkan karirnya dan demi menghindari orang-
orang anti-simitic.  
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Kelsen mengajar Hukum Internasional di Universitas of Cologne, dan 
menekuni bidang khusus hukum internasional positif. Tahun 1931 dia 
mempublikasikan karyanya Wer soll der Huter des Verfassungsei. Tahun 1931 
saat Nazi berkuasa situasi berubah cepat dan Kelsen dikeluarkan dari Universitas. 
Bersama dengan istri dan dua putrinya Kelsen kemudian ke Jenewa pada tahun 
1933 dan memulai karir akademiknya the Institute Universitaire des Hautes 
Etudes International hingga tahun 1935. Disamping itu, Kelsen juga mengajar 
hukum internasional di Universitas of Prague pada tahun 1936. Namun kemudian 
harus keluar karena sentimen anti-semit dikalangan mahasiswanya.
70
 
Ketika pecahnya perang dunia kedua, Kelsen meninggalkan Eropa dan 
menuju ke-Amerika, di Amerika Kelsen mendapat dukungan dari teoritisi hukum 
Amerika terkenal, yakni Roscoe Pound. Pada tahun 1942, atas dukungan Roscoe 
Pound yang mengakui Kelsen sebagai ahli hukum dunia, Kelsen menjadi visiting 
professor di California University, Barkeley.  
Kelsen tinggal di Amerika Serikat hingga akhir hayatnya dan banyak 
menerbitkan buku ditempat itu, sampai pada tahun 1973. Kelsen meninggal di 
Barkeley, tanggal 19 April 1973 pada usia 92 tahun dengan meninggalkan sekitar 
400 karya. 
2. Konsep Teori Keadilan Hans Kelsen 
Kelsen mendefinisikan hukum alam  sebagai sebuah doktrin yang 
beranggapan bahwa ada suatu keteraturan hubungan-hubungan manusia yang 
                                                          
70
 Ibid, hlm 3 
66 
 
 
berbeda dengan hukum positif, yang lebih tinggi dan sepenuhnya sahih dan adil, 
karena berasal dari alam, dari penalaran manusia, atau dari kehendak Tuhan.
71
 
Teori hukum alam tidaklah sama dengan teori hukum positivis, lantaran 
teori hukum alam mencari alasan keabsahan hukum positif dalam hukum alam, 
yang berbeda dengan hukum positif, dan dalam tatanan normatif yang isinya 
mungkin, atau mungkin tidak sesuai dengan hukum positif; dengan demikian 
hukum positif, jika tidak selaras dengan hukum alam harus dianggap tidak absah. 
Karena itu, menurut teori hukum alam yang sesungguhnya tidak ada tatanan 
pemaksa yang berlaku secara umum yang bisa diintreprestasikan  sebagai tatanan 
norma yang absah secara objektif. Kemungkinan adanya konflik antara hukum 
alam dan hukum positif mencakup kemungkinan untuk menganggap bahwa 
tatanan  pemaksa itu sah. Jika muatan hukum positif mungkin, atau tidak 
mungkin, sesuai dengan hukum alam dan tidak hanya dianggap adil namun juga 
tidak adil, atau tidak absah, maka hukum alam dapat berfungsi sebagai standar etis 
politis atas hukum positif. Inilah tepatnya yang murupakan fungsi esensial hukum 
alam.
72
 
Karena keadilan berupa pertimbangan nilai subjektif dan emosional, maka 
keadilan hanya sah bagi orang-orang yang membuat pertimbangan. Misalnya 
lembaga administratif, legeslatif, dan yudisial membuat pertimbangan berupa 
regulasi. Lembaga tersebut memenuhi kebutuhan mayarakat yang selayaknya 
patut untuk dipenuhi, seperti pangan, sandang, dan papan. 
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Terjadi perubahan makna konsepsi keadilan sejalan dengan adanya suatu 
kecenderungan individual dalam menarik masalah keadilan ke wilayah 
pertimbangan subjektifitas yang tidak terjamin. Individu yang melakukan suatu 
penilaian subjektif menegakannya diatas tatanan sosial tertentu.  
Keadilan yang bermakna legalitas menurut Kelsen hanya “adil” jika suatu 
regulasi tertentu diterapkan secara universal pada semua kasus yang ada, dan 
“tidak adil” jika suatu regulasi yang dimaksudkan diterapkan secara tidak sama 
pada kasus yang serupa.  
Lebih lanjut Kelsen memandang keadilan dalam arti legalitas, keadilan ini 
yang dimaksud adalah suatu kualitas yang berhubungan bukan dengan isi/ 
substansi dari tatanan hukum positif, namun ini berkenaan dengan penerapan dari 
tatanan hukum positif tersebut. Keadilan yang bermakna suatu keharusan yang 
diharuskan pada tatanan hukum positif— tatanan hukum apapun itu. 
Keadilan berarti pemeliharaan dari tatanan hukum positif yang ada, 
penerapan dari suatu tatanan hukum harus betul-betul berdasarkan pada kehendak 
dari tatanan hukum positif. Jika hukum positif menegaskan bahwa semua orang 
harus harus berlaku adil bagi sesamanya, maka tidak pelak lagi bahwa 
penerapannya harus sesuai dengan bunyi tatanan hukum positif tersebut.  
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BAB III 
GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA BOYOLALI DAN 
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA Nomor 1376/Pdt.G/2009/PA.Bi 
 
A. Pengadilan Agama Boyolali 
1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Boyolali 
Pada tanggal 19 Januari 1882 Raja Belanda Willem III dengan 
ketetapan  Nomor 24 menetapkan suatu peraturan  tentang Pengadilan 
Agama  dengan nama ”Priesteraden”  untuk Jawa dan Madura di muat dalam 
Staatsblad 1882 Nomor 152, diatara pasal adalah : Pasal 1: “Disamping setiap 
Landraad di Jawa dan Madura  diadakan satu Pengadilan Agama, yang wilayah 
hukumnya sama dengan wilayah hukum Landraad”,  Pasal 2 menyebutkan : 
Pengadilan Agama tersusun atas :  
 Penghulu diperbantukan kepada Landraad sebagai ketua.  
 Sekurang-kurangnya  tiga dan sebanyak-banyaknya delapan ”pristers” 
sebagai anggota.
1
 
Berdasarkan Staatsblad 1882 Nomor 152 Tentang Pembentukan 
Pengadilan Agama di Jawa dan Madura yang dinyatakan mulai berlaku pada 
tanggal 1 Agustus 1882, maka secara resmi Pengadilan Agama diakui sebagai 
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Peradilan yang sah di wilayah jajahan Belanda. Saat itu pimpinan Pengadilan 
Agama dijabat oleh seorang ketua yang merangkap pejabat Adviseur Bij De 
Landraad atau yang dikenal dengan Penghulu Landraad. 
Kemudian berdasarkan Staatsblad 1937 Nomor 116 tentang Kekuasaan 
dan Kewenangan Pengadilan Agama membahas tentang hal-hal diantaranya: 
masalah yg bisa diselesaikan melalui Pengadilan Agama adalah masalah-masalah 
kewarisan dan kebendaan yang berkaitan dengan perkawinan, dengan dasar 
tersebut  Kompetensi Pengadilan Agama meliputi : 
a. Persilisihan  antara suami isteri yang beragama Islam. 
b. Perkara-perkara tentang nikah, talak, rujuk dan perceraian antara 
orang-orang yang beragama Islam yang memerlukan perantaraan 
Hakim Agama (Islam). 
c. Memberi putusan perceraian. 
d. Menyatakan bahwa syarat untuk jatuhnya talak yang digantungkan 
(taklik talak) sudah ada. 
e. Perkara mahar (mas kawin ), sudah termasuk mut’ah. 
f. Perkara tentang keperluan kehidupan  suami isteri yang wajib diadakan 
oleh suami.
2
 
Pada masa penjajahan Jepang ini, Pengadilan Agama tetap dipertahankan 
berdasarkan Paraturan Peralihan Pasal 4 Undang-Undang Bala Tentara Jepang 
(Osamu Saire) tanggal 7 Maret 1942 Nomor 1 yang menyatakan bahwa 
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Pengadilan Agama masuk dalam Departemen Kehakiman (Shihobu) dari 
Gunseilanbu (nama kabinet waktu itu) dan disebut degan istilah Sooriyo Hooin 
(Pengadilan Agama dalam istilah Jepang). Pada masa ini melalui proses 
penelusuran sejarah dapat diketahui administrasi dari Pengadilan Agama seperti 
Ketua, Mejelis dan karyawan yang membantu dalam proses persidangan. 
Pada saat permulaan Indonesia merdeka Pengadilan Agama berada di 
bawah Departeman Kehakiman (sekarang Kementerian Kehakiman), 
dan  berdasarkan Penetapan Pemerintah No.1/S.D tanggal 3 Januari 1945 
Departemen Agama (sekarang Kementerian Agama) berdiri, maka Pengadilan 
Agama beralih di bawah Departemen Agama (berdasarkan Penetapan Pemerintah 
Nomor 5/SD tanggal 25 Maret  1946).
3
 
2. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Boyolali 
Kabupaten Boyolali terletak pada arah selatan dari Kota Semarang dengan 
jarak tempuh sepanjang 70 Km. Secara geografis Kabupaten Boyolali berada di 
bagian tenggara lereng gunung Merapi dan berada pada titik koordinat 7° 28' 
Lintang Selatan dan garis bujur 107° 48’ Bujur Timur, yang terdiri dari 19 
kecamatan dan 150 desa/kelurahan dengan luas wilayah 1.015 Km. 
Ketua Pengadilan Agama Boyolali dari tahun 1949 sampai dengan tahun 
1955 adalah Ky.Djamaluddin. Kantor Pengadilan Agama Boyolali  pada awalnya 
menempati gedung Departemen Agama (baca Kementerian Agama)  yang terletak 
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 Ibid. 
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di Jalan Pandanaran No 67 Boyolali. Perkara yang ditangani oleh Pengadilan 
Agama Boyolali masih sedikit karena  masih banyak perceraian (Cerai Talak) 
yang dijatuhkan oleh suami  tidak dilakukan di muka persidangan Pengadilan 
Agama Boyolali, namun setelah lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 
1974 Tentang Perkawinan yang berlaku secara efektif, dan sejak dikeluarkannya 
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 maka tugas-tugas Pengadilan 
Agama menjadi semakin bertambah, perkara-perkara perkawinan diatur dengan 
jelas, sehingga volume perkara yang diterima di  Pengadilan Agama Boyolali 
meningkat.
4
 
Pada tahun 1976 Pengadilan Agama Boyolali yang dipimpin oleh Drs. 
Ahmad Slamet (Ketua Pengadilan Agama Boyolali dari tahun 1974-1980) telah 
memiliki gedung tersendiri seluas 348 m², yang terletak  di Jl. Printis 
Kemerdekaan Boyolali, dibangun diatas tanah seluas  546 m²  dari Pemerintah 
Daerah Kabupaten Boyolali / tanah hak milik Negara  dengan status hak pakai 
sebagaimana tersebut dalam seftifikat Hak Pakai  Nomor : 12 tahun 1987. 
Pada bulan Juni 2004, Pasca satu atap pengadilan dibawah lembaga 
Mahkamah Agung khususnya lembaga Peradilan Agama mengalami kemajuan 
yang signifikan, saat itu yang menjabat Ketua Pengadilan Agama Boyolali 
Drs.H.Syadzali Musthofa,SH (Tahun 2003-2007)  Pengadilan Agama Boyolali 
tidak terkecuali, Mahkamah Agung Republik Indonesia terus berupaya untuk 
                                                          
4
 Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Boyolali dikutip dari https://pa-
boyolali.go.id/new/tentang-pengadian/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan (diakses pada 21 
Oktober 2019, pukul 14.00). 
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meningkatkan citra Peradilan yang lebih berwibawa dan bermartabat, baik dari 
segi  sarana dan prasarana maupun kualitas sumber daya manusia (SDM), 
Dan  berdasarkan Surat Kepala Badan Urusan Administrasi MA-RI Nomor 
42/BUA-PLS-KEP/XII/2006, tanggal 12 Desember 2006 kemudian ditindak 
lanjuti dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Gedung lama 
Pengadilan Negeri Boyolali  yang terletak  di Jalan Pandanaran  No. 167 Boyolali 
kepada  Pengadilan Agama Boyolali pada tanggal 19 September 2007. Dan Tahun 
2007 melalui DIPA PTA Jawa Tengah gedung lama Pengadilan Negeri Boyolali 
tersebut direnovasi dan selesai pada bulan Desember 2007 saat itu yang menjabat 
Ketua Pengadilan Agama Boyolali adalah  Drs.H.Noor Salim, SH., MH. Dan 
secara resmi  Pengadilan Agama Boyolali berkantor  digedung tersebut sejak 
bulan Pebruari 2008 sampai sekarang.
5
 
3. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Boyolali 
a. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Boyolali6 
Nama Jabatan 
Drs. Asep Ali Nurdin, M.H 
Dra. Hj. Emi Suyati 
Drs. H. I Nurul Wasik, S.H, M.H 
Hj. Siti Sholilah, S.H, M.H 
Dra. Dzakiyatun, S.F, S.H 
Ketua 
Hakim 
Hakim 
Hakim 
Hakim 
                                                          
5
 Sejarah Pengadilan dikutip dari https://pa-boyolali.go.id/new/tentang-pengadian/profile-
pengadilan/sejarah-pengadilan (diakses pada 21 Oktober 2019, pukul 14.15). 
6
 Struktur Organisasi dikutip dari https://pa-boyolali.go.id/new/tentang-pengadian/profile-
pengadilan/struktur-organisasi (diakses pada 21 Oktober 2019, pukul 14:30). 
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Fitri Sayekti, S.T, S.H 
Dra. Elvi Setiyaningsih, M.Si 
Hj. Fatimah, S.H 
Mubarok, S.H 
Drs. Arief Rokhman 
Indra Permana, S.Kom 
 
Sri M. Kusumantoko, S.HI 
 
Suharyanto 
 
Mughni 
Nur Aida Santi, S.H 
Mia Dewi Irawati, S.Psi 
Dra. Hj. Kanti Hastuti 
Miftah Jauhara, S.H 
Fajar Fauzani, S.H 
Ahmad Jawahir, S.HI 
Achmad Masrur 
Sorendo Pratama 
Mumiyati 
Sekretaris 
Panitera 
Panmud Permohonan 
Panmud Hukum 
Panmud Gugatan 
Kasubbag Perencanaan, TI 
dan Pelaporan 
Kasubbag Umum dan 
Keuangan 
Kasubbag Kepegawaian dan 
Ortalia 
Staf 
Staf 
Staf 
Panitera Pengganti 
Panitera Pengganti 
Panitera Pengganti 
Panitera Pengganti 
Jurusita 
Jurusita 
Jurusita Pengganti 
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b. Tugas Pokok Pengadilan Agama Boyolali 
Pengadilan Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara yang 
menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat Pertama. Sebagaimana 
telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang 
Nomor 3 tahun 2006, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 
1989 tentang Peradilan Agama yakni menyangkut perkara-perkara: Perkawinan; 
Waris; Wasiat; Hibah; Wakaf; Zakat; Infaq; Shadaqah; dan Ekonomi Syari'ah. 
Selain kewenangan tersebut, pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 tahun 
2006 menyebutkan bahwa “Pengadilan agama memberikan istbat kesaksian 
rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah”. Penjelasan lengkap 
pasal 52A ini berbunyi: “Selama ini pengadilan agama diminta oleh Menteri 
Agama untuk memberikan penetapan (itsbat) terhadap kesaksian orang yang telah 
melihat atau menyaksikan hilal bulan pada setiap memasuki bulan Ramadhan dan 
awal bulan Syawal tahun Hijriyah dalam rangka Menteri Agama mengeluarkan 
penetapan secara nasional untuk penetapan 1 (satu) Ramadhan dan 1 (satu) 
Syawal. Pengadilan Agama dapat memberikan keterangan atau nasihat mengenai 
perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu shalat. Di samping itu, 
dalam penjelasan UU nomor 3 tahun 2006 diberikan pula kewenangan kepada PA 
untuk Pengangkatan Anak menurut ketentuan hukum Islam.
7
 
 
                                                          
7
 Tugas Pokok dan Fungsi dikutip dari https://pa-boyolali.go.id/new/tentang-
pengadian/tugas-fungsi (diakses pada 21 Oktober 2019, pukul 15:20) 
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c. Fungsi Pengadilan Agama Boyolali 
Untuk   melaksanakan   tugas-tugas   pokok   tersebut  Pengadilan  Agama 
mempunyai fungsi sebagai berikut : 
1) Fungsi Mengadili (judicial power), yaitu memeriksa dan mengadili 
perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama di 
wilayah hukum masing-masing ; (vide Pasal 49 Undang - Undang No. 
7 Tahun 1989 jo. Undang - Undang No. 3 Tahun 2006) ; 
2) Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan 
tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera / Sekretaris, dan seluruh 
jajarannya (vide : Pasal 53 ayat (1) Undang - Undang No. 7 Tahun 
1989 jo. Undang - Undang No. 3 Tahun 2006) ; Serta terhadap 
pelaksanaan administrasi umum. (vide : Undang - Undang No. 4 
Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman). Pengawasan tersebut 
dilakukan secara berkala oleh Hakim Pengawas Bidang ; 
3) Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan 
petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis 
yustisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum. (vide : 
Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006) ; 
4) Fungsi Administratif, yaitu memberikan pelayanan administrasi 
kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan 
eksekusi, perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta 
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administrasi peradilan lainnya. Dan memberikan pelayanan 
administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan 
Agama (Bidang Kepegawaian, Bidang Keuangan dan Bidang Umum) ; 
5) Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan 
nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di wilayah 
hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ; 
6) Fungsi lainnya, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset dan 
penelitian serta llain sebagainya,  seperti  diatur dalam Keputusan 
Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor : KMA/004/SK/II/1991 ;
8
 
 
B. Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Boyolali 
1. Prosedur Pelaksanaan Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama 
Boyolali 
Berdasarkan wawancara yang sudah peneliti lakukan dengan Ketua 
Pengadilan Agama Boyolali, yaitu Bapak Drs. Asep Ali Nurdin, M.H yang kerap 
disapa dengan Bapak Asep maka didapat rincian prosedur pelaksanaan 
pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Boyolali sebagai berikut: 
 
 
                                                          
8
 Tugas Pokok dan Fungsi dikutip dari https://pa-boyolali.go.id/new/tentang-
pengadian/tugas-fungsi (diakses pada 21 Oktober 2019, pukul 14:35) 
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a. Pendaftaran Perkara 
1) Pihak berperka datang ke Pengadilan Agama Boyolali dengan 
membawa surat gugatan. 
2) Pihak berperkara menghadap petugas meja Pertama dan 
menyerahkan surat gugatan. 
3) Petugas Meja Pertama (dapat) memberikan penjelasan yang 
dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan menaksir 
panjar biaya perkara yang kemudia ditulis dalam Surat Kuasa 
Untuk Membayar (SKUM). 
4) Pihak berperkara membayar Panjar Biaya Perkara ke Bank yang 
ditunjuk yang besarnya sesuai dengan jumlah yang tertera pada 
Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).
9
 
5) Pemegang kas (kasir) menandatangani Surat Kuasa Untuk 
Membayar (SKUM) dan membubuhkan nomor urut perkara dan 
tanggal penerimaan perkara dalam Surat Kuasa Untuk Membayar 
(SKUM) kemudian menyerahkan tindasan pertama Surat Kuasa 
Untuk Membayar (SKUM) yang telah dicap lunas dan surat 
gugatan atau permohonan kepada pihak berperkara. 
b. Penanganan Perkara Persidangan 
Perkara yang sudah didaftar di Pengadilan Agama oleh Penggugat 
selanjutnya tinggal menunggu panggilan sidang dari Juru Sita/Juru Sita Pengganti. 
Pemanggilan oleh Juru Sita/Juru Sita Pengganti kepada pihak Penggugat dan 
                                                          
9
 Asep Moh. Ali Nurdin, Ketua Pengadilan Agama Boyolali, 14 Oktober 2019, pukul 
09:30. 
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Tergugat dilakukan sekurang-kurangnya 3 hari sebelum sidang sudah sampai 
kepada yang bersangkutan, dan langsung disampaikan kealamat 
Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon seperti yang tersebut dalam surat 
gugatan/permohonan. Jika pada saat dipanggil para pihak tidak ditemukan di 
alamatnya, maka panggilan disampaikan melalui Kepala Desa/Lurah dimana para 
pihak bertempat tinggal. 
Jika para pihak sudah dipanggil dan datang ke Pengadilan Agama segera 
mendaftarkan diri di piket Meja Informasi yang tersedia, dan tinggal menunggu 
antrian sidang. Para pihak yang sedang, menunggu giliran sidang diruangan 
khusus yang tersedia sambil menonton televisi. 
c. Tahapan Penanganan Perkara di Persidangan 
Bapak Asep menuturkan bahwa perkara pembatalan perkawinan 
merupakan perkara yang tidak layak untuk di mediasi. Namun mediasi harus tetap 
ditempuh sebagai bentuk formalitas. Setelah hakim mediator mendengar 
keterangan para pihak perkara tetap akan dilanjutkan. 
1) Mediasi dalam Persidangan :  
a) Pengadilan memberikan pelayanan mediasi bagi para pihak dalam 
persidangan tanpa dipungut biaya. 
b) Para pihak dapat memilih mediator berdasarkan daftar nama 
mediator yangoleh Pengadilan, yang memuat sekurang-kurangnya 
5 (lima) nama mediator dan disertai latar belakang pendidikan atau 
pengalaman para mediator. 
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c) Para pihak dapat memilih mediator yang bukan Hakim, maka biaya 
mediatorbeban para pihak. 
d) Jika para pihak gagal memilih mediator, ketua majlelis hakim akan 
segera menunjuk hakim bukan pemeriksa pokok perkara yang 
bersertifikat pada pengadilan yang sama untuk menjalankan fungsi 
mediator. 
e) Pengadilan menyediakan ruangan khusus mediasi yang bersifat 
tertutup dengan tidak dipungut biaya.
10
 
2) Mediasi di luar persidangan :  
a) Masyarakat yangdapat menyelesaikan sengketa mereka melalui 
mediator bersertifikat di luar pengadilan. 
b) Apabila telah tercapai kesepakatan perdamaian maka dapat 
mengajukan gugatan kepada pengadilan yang berwenang untuk 
memperoleh akta perdamaian. 
c) Pengadilan menerbitkan akta perdamaian setelah para pihak 
mendaftarkan gugatan mereka di pengadilan dengan melampirkan 
hasil kesepakatan mediasi dan sertifikat mediator. 
d. Pembacaan Surat Gugatan 
Sebelum surat gugatan dibacakan, jika perkara perceraian, hakim wajib 
menyatakan sidang tertutup untuk umum, sementara perkara perdata umum 
sidangnya selalu terbuka. 
                                                          
10
 Asep Moh. Ali Nurdin, Ketua Pengadilan Agama Boyolali, 14 Oktober 2019, pukul 
09:30. 
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Surat Gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Agama itu 
dibacakan oleh Penggugat sendiri atau salah seorang majelis hakim, dan sebelum 
diberikan kesempatan oleh mejelis hakim kepada tergugat memberikan 
tanggapan/jawabannya, pihak penggugat punya hak untuk mengubah, mencabut 
atau mempertahankan isi surat gugatannya tersebut. Abala Penggugat menyatakan 
tetap tidak ada perubahan dan tambahan dalam gugatannya itu kemudian 
persidangan dilanjutkan ketahap berikutnya.
11
 
e. Jawaban Tergugat 
Setelah gugatan dibacakan, kemudian Tergugat diberi kesempatan 
mengajukan jawabannya, baik ketika sidang hari itu juga atau sidang berikutnya. 
Jawaban tergugat dapat dilakukan secara tertulis atau lisan ( Pasal 158 ayat (1) 
R.Bg). Pada tahap jawaban ini, tergugat dapat pula mengajukan eksepsi 
(tangkisan) atau rekonpensi (gugatan balik). Dan pihak tergugat tidak perlu 
membayar panjar biaya perkara. 
f. Replik Penggugat 
Setelah Tergugat menyampaikan jawabannya, kemudian si penggugat 
diberi kesempatan untuk menanggapinya sesuai dengan pendapat penggugat. Pada 
tahap ini mungkin penggugat tetap mempertahankan gugatannya atau bisa pula 
merubah sikap dengan membenarkan jawaban/bantahan tergugat. 
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 Asep Moh. Ali Nurdin, Ketua Pengadilan Agama Boyolali, 14 Oktober 2019, pukul 
09:30. 
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g. Duplik Penggugat 
Setelah penggugat menyampaikan repliknya, kemudian tergugat diberi 
kesempatan untuk menanggapinya/menyampaikan dupliknya. Dalam tahap ini 
dapat diulang-ulangi sampai ada titik temu antara penggugat dengan tergugat. 
Apabila acara jawab menjawab dianggap cukup oleh hakim, dan masih ada hal-
hal yang tidak disepakati oleh kedua belah pihak, maka hal ini dilanjutkan dengan 
acara pembuktian.
12
 
h. Pembuktian 
Pada tahap ini, penggugat dan tergugat diberi kesempatan yang sama 
untuk mengajukan bukti-bukti, baik berupa bukti surat maupun saksi-saksi secara 
bergantian yang diatur oleh hakim. 
i. Kesimpulan Para Pihak 
Pada tahap ini, baik penggugat maupun tergugat diberi kesempatan yang 
sama untuk mengajukan pendapat akhir yang merupakan kesimpulan hasil 
pemeriksaan selama sidang berlangsung menurut pandangan masing-masing. 
Kesimpulan yang disampaikan ini dapat berupa lisan dan dapat pula secara 
tertulis. 
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 Asep Moh. Ali Nurdin, Ketua Pengadilan Agama Boyolali, 14 Oktober 2019, pukul 
09:30. 
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j. Musyawarah Majelis Hakim 
Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim bersifat rahasi ( Pasal 19 ayat (3) 
UU No. 4 Tahun 2004. Dalam rapat permusyawaratan majelis hakim , semua 
hakim menyampaikan pertimbangannya atau pendapatnya baik secara lisan 
maupun tertulis. Jika terdapat perbedaan pendapat, maka diambil suara terbanyak, 
dan pendapat yang berbeda tersebut dapat dimuat dalam putusan (dissenting 
opinion). 
k. Putusan Hakim 
Setelah selesai musyawarah majelis hakim, sesuai dengan jadwal sidang, 
pada tahap ini dibacakan putusan majelis hakim. Setelah dibacakan putusan 
tersebut, penggugat dan tergugat berhak mengajukan upaya hukum banding dalam 
tenggang waktu 14 hari setelah putusan diucapkan. Apabila penggugat/ tergugat 
tidak hadir saat dibacakan putusan, maka Juru Sita Pengadilan Agama akan 
menyampaikan isi/amar putusan itu kepada pihak yang tidak hadir, dan putusan 
baru berkekuatan hukum tetap setelah 14 hari amar putusan diterima oleh pihak 
yang tidak hadir itu.
13
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 Asep Moh. Ali Nurdin, Ketua Pengadilan Agama Boyolali, 14 Oktober 2019, pukul 
09:30. 
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2. Gambaran Umum Putusan Pengadilan Agama Nomor 
1376/Pdt.G/2009/PA.Bi 
Putusan pengadilan Agama Boyolali yang penulis kaji yaitu Putusan PA 
Nomor 1376/Pdt.G/2009/PA.Bi yang membahas tentang pembatalan perkawinan 
antara Penggugat, umur 39 tahun, agama Islam,  pekerjaan Wiraswasta, bertempat 
tinggal di Kabupaten Sukoharjo. Melawan Tergugat I,  umur  41  tahun,  agama  
Islam,  pekerjaan Swasta,  bertempat  tinggal  di  Kabupaten  Boyolali, dan 
Tergugat II umur  22  tahun,  agama  Islam,  pekerjaan  Swasta,  bertempat  
tinggal  di Kabupaten  Wonogiri. 
Duduk perkara dari Putusan PA Nomor 1376/Pdt.G/2009/PA.Bi adalah 
sebagai berikut: 
Pada  tanggal  3  Desember  2007,  Tergugat  I  dan  Tergugat  II  
melangsungkan pernikahan  yang  dicatat  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah  Kantor  
Urusan  Agama Kecamatan,  Kabupaten  Boyolali  (Kutipan  Akta  Nikah  Nomor  
: 495/03/XII/2007 tanggal 3 Desember 2007). Bahwa,  setelah pernikahan  
tersebut pada paginya  tanggal 4 Desember 2007 Istri sah Tergugat  I,  umur  39  
tahun,  pekerjaan Wiraswasta,  bertempat  tinggal  di Kabupaten  Sukoharjo, 
mendatangi Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten  Boyolali  yang 
memberikan  informasi  kepada  pihak Kantor  Urusan  Agama  dengan  
membawa  bukti  Surat  Nikah  Tergugat  I  dan  Istri sah Tergugat I. Dan pada 
saat Tergugat I melaksanakan pernikahan dengan Tergugat II, Tergugat I 
mengaku berstatus jejaka, maka apa yang telah dilakukan oleh Tergugat I selama 
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ini salah. Dan  Tergugat  I  telah melakukan  poligami  tanpa  seijin  istri  
Tergugat  I  yang dahulu dan tidak mendapat penetapan dari Pengadilan Agama.
14
 
Namun disisi lain Penggugat juga telah menandatangani surat gugatan 
cerai dengan Tergugat I pada tanggal 21 Desember 2009. Meskipun demikian saat 
Penggugat mengajukan gugatan Pembatalan perkawinan, Penggugat masih 
berstatus istri sah dari Tergugat I, namun pada akhirnya jika gugatan ini 
dikabulkanpun juga tidak bisa memperbaiki hubungan rumah tangga dari 
Penggugat dan Tergugat I yang sudah di ambang perpisahan. Sedangkan istri 
kedua dari Tergugat I yaitu Tergugat II sudah memiliki seorang putri. Yaitu putri 
kandung dari Tergugat I yang tentunya membutuhkan kasih sayang yang utuh dari 
kedua orang tua kandungnya. 
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 Putusan Pengadilan Agama No.1376/Pdt.G/2009/PA.Bi perihal perkara pembatalan 
perkawinan yang disebabkan pemalsuan identitas, 22 September 2010 
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BAB IV 
PERTIMBANGAN HUKUM SERTA AKIBAT HUKUM DAN NILAI 
KEADILAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BOYOLALI 
 
A. Pertimbangan Majelis Hakim dan Akibat Hukumnya 
Pengadilan Agama Boyolali membatalkan perkawinan antara Tergugat I 
dan Tergugat II atas atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat I dikarenakan 
adaanya pemalsuan identitas yang dilakukan oleh Tergugat I. Dimana pada saat 
dilakukannya persidangan Penggugat dan Tergugat II datang menghadap sendiri 
di persidangan, sedangkan Tergugat I tidak pernah menghadiri persidangan dan 
tidak pula mewakilkan kepada orang lain meskipun telah dipanggil dengan sah 
dan patut dan ternyata bahwa ketidak hadiran Tergugat I tersebut disebabkan 
suatu halangan yang sah.
1
 
Berdasarkan pasal 127 HIR, maka gugatan Penggugat diperiksa secara 
kontrakdiktur dan pemeriksaaannya berlaku bagi Tergugat I tanpa bantahan 
terhadap dalil-dalil Penggugat sehingga Tergugat I dianggap mengakui dalil-dalil 
Penggugat.  
Penggugat mengajukan pembatalan perkawinan Tergugat I dengan 
Tergugat II yang dilangsungkan pada tanggal 3 Desember 2007 dengan alasan 
                                                          
1 Putusan Pengadilan Agama No.1376/Pdt.G/2009/PA.Bi perihal perkara pembatalan 
perkawinan yang disebabkan pemalsuan identitas, 22 September 2010. hlm 2 
 
86 
 
 
pada saat Tergugat I melaksanakan pernikahan dengan Tergugat II, Tergugat I 
mengaku berstatus jejaka, maka apa yang telah dilakukan Tergugat I adalah salah 
dan Tergugat I telah melakukan poligami tanpa izin Penggugat sebagai istri 
Tergugat I terlebih dahulu dan tidak mendapatkan Penetapan Ijin Poligami dari 
Pengadilan Agama, sehingga pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II tidak sah 
dan harus dibatalkan demi hukum.
2
  
Majelis Hakim dalam memutus perkara ini ialah melalui pertimbangan-
pertimbangan yang berupa alat bukti yang diajukan oleh penggugat yang berupa 
alat bukti surat yaitu: 
1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 
3311125404700003 tanggal 15 Oktober 2009 telah bermeterai cukup telah 
sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan P-1. 
2. Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama XXXXX dengan 
XXXXX, Nomor : Kk.11.31.3/Pw.01/01/II/2009 tanggal 12 Januari 2009, 
dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, telah 
bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan 
P-2. 
3. Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama XXXXX dengan 
XXXXX Nomor : Kk.11.09.8/Pw.01/86/XI/2009 tanggal 10 Nopember 
2009, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Boyolali, telah 
bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan 
P-3. 
                                                          
2
 Ibid. 
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4. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor : 
175/Pid.B/2009/ PN.Wng tanggal 29 Oktober 2009, telah bermeterai 
cukup, selanjutnya ditandai dengan P-4. 
5. Fotocopy Surat Pembatalan Duplikat Nikah atas nama XXXXX dibuat 
oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Boyolali 
Nomor : Kk.11.09.8/ Pw.01/264/XII/2009 tanggal 8 Desember 2009, 
bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P-5. 
6. Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 8 Desember 2007, bermeterai cukup, 
selanjutnya ditandai dengan P-6. 7 Fotocopy Surat Pernyataan XXXXX 
tanggal 19 Mei 2009, bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P-7. 
7. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor : 
97/Pid.B/2009/PN.Bi tanggal 14 Juli 2009, telah bermeterai cukup, 
selanjutnya ditandai dengan P-8.
3
 
Bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas 
nama Penggugat, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya terbukti benar status 
kependudukan Penggugat.
4
 
Berdasarkan bukti P-2 fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 
Kk.11.31.3/Pw.01/01/II/2009 tanggal 12 Januari 2009, yang dikeluarkan oleh 
Kantor Urusan Agama Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, terbukti Penggugat 
dan Tergugat adalah suami istri sah. 
                                                          
3
 Ibid. hlm 13 
4
 Ibid. hlm 17 
88 
 
 
Berdasarkan bukti P-3 fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah an. 
TERGUGAT I dengan XXXXX dari Kantor Urusan Agama Kecamatan, 
Kabupaten Boyolali, Nomor : Kk.11.09.8/Pw.01/86/XI/2009 tanggal 10 
Nopember 2009, bermeterai cukup yang diakui kebenarannya oleh Tergugat II 
terbukti bahwa dalam kutipan tersebut status Tergugat I sebelum menikah tertulis 
jejaka.
5
 
Bahwa, bukti P-4 tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh majelis hakim, 
karena bukti bukti tersebut tidak relevan dengan pokok perkara ini. 
Bahwa, bukti P-5 fotocopy Surat Pembatalan Duplikat Kutipan Nikah an. 
Ernawati binti Giyanto Al. Wardi yang dibuat oleh Kepala Kantor Urusan Agama 
Kecamatan, Kabupaten Boyolali, Nomor : Kk.11.09.8/Pw.01/264/XII/2009 
tanggal 8 Desember 2009, tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis karena 
berdasarkan ketentuan pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, 
batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan. Dengan 
demikian tindakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Boyolali 
menerbitkan Surat Pembatalan Duplikat Nikah tersebut adalah tidak berdasarkan 
hukum.
6
 
Bahwa, bukti P-6 tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh majelis hakim, 
karena bukti bukti tersebut tidak relevan dengan pokok perkara ini. 
Bahwa, bukti P-7 tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh majelis hakim, 
karena bukti bukti tersebut tidak relevan dengan pokok perkara ini. 
                                                          
5
 Ibid. hlm 18 
6
 Ibid.  
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Bahwa, berdasarkan bukti P-8 yaitu Putusan Pengadilan Negeri Boyolali 
Nomor : 97/Pid.B/2009/PN.Bi tanggal 14 Juli 2009 terbukti Tergugat I telah 
dijatuhi hukuman pidana karena terbukti Tergugat I secara sah dan meyakinkan 
melakukan tindak pidana “menyuruh orang lain menempatkan keterangan palsu 
kedalam surat autentik”.7 
Selain bukti-bukti surat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya pihak 
Penggugat menghadirkan saksi-saksi, diantaranya Saksi bin Saksi, Kepala Kantor 
Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Boyolali, dibawah sumpah menerangkan 
bahwa Tergugat I menikah dengan Tergugat II dicatat di Kantor Urusan Agama 
Kecamatan, Kabupaten Boyolali pada tanggal 3 Desember 2007 dengan didukung 
oleh surat keterangan N1 dari Kedungrejo yang menyatakan bahwa Tergugat I 
berstatus perjaka dan hal tersebut juga dinyatakan langsung oleh Tergugat I, saksi 
juga menerangkan bahwa pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II 
dilangsungkan dirumah saksi di Banyuurip, Klego, Boyolali pada waktu sore 
hari.
8
 
Saksi berikutnya adalah Saksi bin Saksi, adalah anak kandung Penggugat 
dan Tergugat I dan belum cukup umur untuk menjadi saksi, maka keterangannya 
tidak dipertimbangkan lebih lanjut. 
Bahwa, berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, Majelis 
Hakim menyimpulkan bahwa Tergugat I telah terbukti melakukan poligami tanpa 
izin Pengadilan Agama dan untuk dapat berlangsungnya perkawinan Tergugat I 
                                                          
7
 Ibid. 
8
 Ibid.hlm 19 
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dengan Tergugat II, Tergugat I telah memberikan keterangan bahwa dirinya 
berstatus jejaka. Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan pertimbangan 
tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah 
terbukti dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 
tahun 1974 tentang Perkawinan, jo pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam, 
maka perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II dapat dibatalkan, dengan 
demikian gugatan Penggugat dikabulkan.
9
 
Berlakuknya pembatalan perkawinan dimulai setelah Keputusan 
Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat  
berlangsungnya suatu perkawinan (Pasal 74 KHI). Terhadap perkawinan yang 
dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan maka putusan tersebut mempunyai  
kekuatan hukum tetap maka perkawinan tersebut dinyatakan batal dan tidak  
mempunyai kekuatan hukum tetap atau perkawinan tersebut dianggap tidak  
pernah ada. Karena perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II tidak sah 
menurut hukumnya, maka mengenai Akta Kutipan Nikah Kantor Urusan Agama 
Kecamatan, Kabupaten Boyolali Nomor 495/03/XII/2007 atas nama Tergugat I 
dan Tergugat II tidak mempunyai kekuatan hukum.
10
 Terhadap putusan 
pengadilan yang mempunyai kekutan hukum yang tetap atas batalnya suatu 
perkawinan dijelaskan dalam pasal Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan 
Jo. Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam maka tidak berlaku surut terhadap :  
1. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. 
                                                          
9
 Ibid. 
10
 Dzakiyatun, Hakim Anggota Putusan, 14 Oktober 2019, pukul 11:30. 
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2. Suami atau isteri yang bertindak dengan itikad baik kecuali terhadap harta 
bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan 
lain yang lebih dahulu. 
3. Orang-orang lainnya tidak termasuk 1 dan 2 sepanjang mereka 
memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang 
pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap. 
Dalam Pasal 97 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa  
didalam suatu perkawinan yang telah dibatalkan, perkawinan tersebut berhenti 
memiliki segala akibat perdata. Yaitu bahwa terhadap kedudukan suami isteri 
akibat hukum yang timbul dari suatu perkawinan yang telah dibatalkan sejak 
adanya Putusan Pengadilan Agama yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. 
Namun, akibat hukum tersebut tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang 
dilahirkan dari suatu perkawinan yang dibatalkan. Bahwa status dari anak yang 
sah dari keturunan kedua orang tuanya, asal saja perkawinan itu oleh suami isteri 
kedua-duanya telah dilakukan dengan itikad baik. 
 
B. Nilai Keadilan Putusan Pengadilan Agama Boyolali 
No.1376/Pdt.G/2009/PA.Bi  
Putusan ini keluarkan pada tanggal 22 September 2010 oleh Dra. Hj. A. 
Muliany Hasyim, SH., MH., MSI sebagai Ketua majelis, Drs. Romadhon, S dan 
Dra. Dzakiyatun, SH., SF. Masing- masing sebagai hakim anggota dengan dibantu 
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oleh Drs. Zamzami, MSi sebagai panitera. Adapun hasil daripada putusan 
Pengadilan Agama Boyolali No.1376/Pdt.G/2009/PA.Bi adalah sebagai berikut: 
Dalam konvensi: 
1. Mengabulkan gugatan Penggugat. 
2. Membatalkan perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II yang 
dilangsungkan pada hari Senin tanggal 3 Desember 2007, dicatatkan 
pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Boyolali.  
Dalam rekonvensi: 
1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian. 
2. Menyatakan anak perempuan bernama ANAK binti ANAK adalah 
anak sah dari perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II. 
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya. 
Dalam konvensi dan rekonvensi: 
Membebankan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk 
membayar biaya perkara. 
Namun dengan dikeluarkannya putusan ini apakah sudah adil bagi seluruh 
pihak atau belum. Berikut adalah analisis dari penulis. 
Bagi pihak Penggugat tentunya putusan ini adil. Dikarenakan lima poin 
gugatan yang diajukan oleh Penggugat, dua diantaranya dikabulkan oleh majelis 
Hakim. Yang mana salah satunya adalah inti daripada gugatan tersebut, yaitu 
membatalkan perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II. 
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Sedangkan selama persidangan berlangsung Tergugat I tidak hadir 
dipersidangan dan tidak menguasakan kepada orang lain untuk hadir sebagai 
wakilnya meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut sebagaimana ternyata 
dalam relaas-relaas untuk Tergugat I yang dibacakan dalam sidang dan bahwa 
ketidak hadiran Tergugat I tersebut disebabkan sesuatu halangan yang sah. Serta 
berdasarkan Putusan Nomor : 097/Pid.B/2009/PN.Bi, Tergugat I telah diputus 
oleh Pengadilan Negeri Boyolali dengan menjatuhkan pidana kepada Tergugat I 
dengan pidana penjara 12 bulan karena pemalsuan status jejaka pada pernikahan 
tersebut dengan Tergugat II. 
Kemudian bagi pihak Tergugat II, putusan ini adil. Dikarenakan salah satu 
gugatan rekonvensi yang diajukan Tergugat II dikabulkan oleh majelis hakim, 
yakni menetapkan bahwa anak  binti anak adalah anak hasil perkawinan antara 
Tergugat I dan Tergugat II dan dapat menggunakan kepentingan hukum untuk 
merubah akta kelahirannya dengan memasukkan nama Tergugat I sebagai orang 
tua dari anak anak binti anak sebagai hubungan hukum sebagaimana pasal 76 
Kompilasi Hukum Islam. Sesuai dengan ketentuan pasal 28 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Putusan Pembatalan 
Perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak anak yang dilahirkan dari 
perkawinan tersebut. 
Problema demikian sering ditemukan dalam kasus konkrit, seperti dalam 
suatu perkara, seorang tidak adil terhadap putusan majelis hakim dan sebaliknya 
majelis hakim merasa dengan keyakinanya putusan itu telah adil karena putusan 
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itu telah didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum yang tertulis dalam 
bentuk peraturan perundang-undangan.
11
 
Pengertian adil menurut kamus besar Bahasa Indonesia yaitu sikap yang 
berpihak pada yang benar, tidak memihak salah satunya atau tidak berat sebelah. 
Keadilan adalah suatu tuntutan sikap dan sifat yang seimbang antara hak dan 
kewajiban. Salah satu asas dalam hukum yang mencerminkan keadilan yaitu 
asas equality before the law yaitu asas yang menyatakan bahwa semua orang sama 
kedudukannya dalam hukum. 
Keadilan berdasarkan perundang-undangan didasarkan pada hukum yang 
tertulis dan ada dalam teks perundang-undangan. Memaknai keadilan memang 
selalu berawal dari keadilan sebagaimana juga tujuan hukum yang lain yaitu 
kepastian hukum dan kemanfaatan. 
Adanya tujuan hukum tersebut, di samping keadilan menjadi salah satu 
dari dibuatnya teks hukum maka tujuan hukum pun menjadi dasar yang menjadi 
acuan bagi seorang hakim dalam menetapkan putusannya. Hakim secara formal 
meletakkan dasar pertimbangan hukumnya berdasarkan teks undang-undang 
(legal formal) dan keadilan menjadi harapan dari putusan tersebut. Akan tetapi 
kemudian yang terjadi adalah makna keadilan ini menjadi sempit manakala salah 
satu pihak menganggap bahwa putusan hakim itu menjad tidak adil baginya dan 
hal ini yang kemudian membawa pada pemikiran bahwa selalu terjadi disparitas 
antara keadilan dan ketidakadilan. Melalui penegakan hukum di dalam pengadilan 
                                                          
11
 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Di Indonesia, Edisi Revisi, (Jakarta: Sinar 
Grafika, , 1996) hlm. 251 
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pada prinsipnya putusan Hakim disamping dapat mewujudkan ketertiban dan 
kepastian hukum, juga harus mewujudkan hukum yang memenuhi rasa keadilan. 
Konsekuensinya kemerdekaan kekuasaan kehakiman di tangan Hakim harus 
dimaknai dan diimplementasikan untuk mewujudkan cita hukum yang berintikan 
keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
1. Pertimbangan Majelis Hakim dan Akibat Hukumnya 
Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara putusan Nomor : No. 
1376/Pdt.G/2009/PA.Bi telah sesuai karena berdasarkan penjabaran keterangan 
para saksi dan alat bukti serta adanya pertimbanganpertimbangan yuridis serta 
memperhatikan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan 
Kompilasi Hukum Islam yang diperkuat dengan keyakinan hakim. Selain itu 
pertimbangan hakim yang menyebabkan terjadinya pembatalan perkawinan dari 
Pengadilan Agama adalah karena perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat-
syarat perkawinan. 
Penggugat mengajukan pembatalan perkawinan Tergugat I dengan 
Tergugat II yang dilangsungkan pada tanggal 3 Desember 2007 dengan alasan 
yang pada pokoknya pada saat Tergugat I melaksanakan pernikahan dengan 
Tergugat II, Tergugat I mengaku berstatus jejaka, maka apa yang telah dilakukan 
Tergugat I adalah salah dan Tergugat I telah melakukan poligami tanpa izin 
(Kompilasi Hukum Islam pasal 71). Penggugat sebagai istri Tergugat I terlebih 
dahulu dan tidak mendapatkan Penetapan Ijin Poligami dari Pengadilan Agama, 
sehingga pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II tidak sah dan harus dibatalkan 
demi hukum. 
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Majelis menyimpulkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan 
telah sesuai dengan ketentuan pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 
tentang Perkawinan, jo pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka 
perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II dapat dibatalkan, dengan demikian 
gugatan Penggugat dikabulkan. 
Berdasarkan ketentuan pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 
1974 tentang Perkawinan Putusan Pembatalan Perkawinan tidak berlaku surut 
terhadap anak anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, dan juga pasal 76 
Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa batalnya suatu perkawinan 
tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. 
2. Nilai Keadilan Putusan Menurut Teori Hans Kelsen 
Jika dilihat dari teori keadilan Hans Kelsen, maka putusan ini sesuai 
dengan pemikirannya, yakni keadilan berarti pemeliharaan dari tatanan hukum 
positif yang ada, penerapan dari suatu tatanan hukum harus betul-betul 
berdasarkan pada kehendak dari tatanan hukum positif. Jika hukum positif 
menegaskan bahwa semua orang harus harus berlaku adil bagi sesamanya, maka 
tidak pelak lagi bahwa penerapannya harus sesuai dengan bunyi tatanan hukum 
positif tersebut. Kelsen memandang keadilan dalam arti legalitas, keadilan ini 
yang dimaksud adalah suatu kualitas yang berhubungan bukan dengan isi/ 
substansi dari tatanan hukum positif, namun ini berkenaan dengan penerapan dari 
tatanan hukum positif tersebut. Keadilan yang bermakna suatu keharusan yang 
diharuskan pada tatanan hukum positif. 
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3. Saran  
1. Sebagai pasangan yang akan melangsungkan pernikahan haruslah 
terlebih dahulu melakukan pengecekan terhadap identitas diri calon 
pasangannya hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya pemalsuan 
identitas. 
2. Bahwa sebagai pegawai administrasi  kependudukan lebih teliti lagi 
dalam mengeluarkan penerbitan dokumen dan data kependudukan 
yang berkaitan dengan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, 
pengelolaan informasi administratif kependudukan serta 
pendayagunaan dalam melakukan pelayanan terhadap  publik. 
3. Bagi para petugas pencatatan perkawinan (PPN) dalam melakukan 
pencatatan perkawinan seharusnya lebih teliti lagi dalam memeriksa 
setiap berkas-berkas yang diajukan oleh setiap pasangan yang akan 
melangskungkan perkawinan. 
4. Bagi Majelis Hakim yang mengadili dan memutus suatu perkara dalam 
pengambilan putusan harusalah didasarkan pada pertimbangan-
pertimbangan yang matang dan mantap secara yuridis, serta harus 
lebih teliti supaya putusan yang dikeluarkan dapat diterima oleh para 
pihak dan dapat memberikan  keadilan bagi para pihak, sehingga dapat 
menjadi panutan dikemudian hari terhadap perkara yang sama. 
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Lampiran 1 
Daftar Pertanyaan dengan Narasumber 
1. Bapak Drs. Asep Moh Ali Nurdin, M.H. 
2. Ibu Dra. Dzakiyatun, S.F., S.H. 
Daftar Pertanyaan 
 
1. Prosedur pelaksanaan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama 
Boyolali 
Prosedur pelaksanaan pembatalan perkawinan tetap sama seperti 
prosedur perkara pada umumnya yaitu meliputi; Pendaftaran Perkara, 
Penanganan Perkara Persidangan, Tahapan Penanganan Perkara di 
Persidangan, Pembacaan Surat Gugatan, Jawaban Tergugat, Replik Penggugat, 
Duplik Penggugat, Pembuktian, Kesimpulan Para Pihak, Musyawarah Majelis 
Hakim, Putusan Hakim. 
Namun, Bapak Asep menuturkan bahwa perkara pembatalan perkawinan 
merupakan perkara yang tidak layak untuk di mediasi. Akan tetapi mediasi harus 
tetap ditempuh sebagai bentuk formalitas. Setelah hakim mediator mendengar 
keterangan para pihak perkara tetap akan dilanjutkan. 
2. Apa yang bapak ketahui tentang perkawinan yang dilakukan dengan cara 
memalsukan identitas 
Hal ini bisa terjadi karena dia masih terikat dengan perkawinan 
lain. Bisa juga dengan sebab lain. Contoh dengan alasan pemalsuan 
identitas karena terikat perkawinan yang sah, jelas dia ingin melakukan 
poligami, dan yang melakukan dari pihak laki-laki. Dia melalukan itu 
dengan harapan dia bisa menikah lagi dengan pernikahannya dicatatkan di 
Kantor Urusan Agama (KUA). 
3. Apa saja faktor yang mempengaruhi terjadinya pemalsuan identitas 
 Biasanya orang memalsukan identintas karena pihak suami ingin 
melakukan poligami. 
 Kebanyakan pihak suami memilih memalsukan status perkawinan 
karena tidak mau repot meminta izin istri pertama/sebelumnya. Atau 
tidak mau repot-repot mengurusnya di Pengadilan. 
 Terjadinya kecolongan atas pemalsuan identitas itu, karena bisa saja 
dari pihak KUA. Dimana pihak KUA bisa saja disuap, kurang 
pengecekan di Kelurahan dan lain-lain. 
 Bentuk penanggalanya KTP, Kelurahan mana yang mengeluarkan, 
pengecekan dari kelurahan yang mengeluarkan. 
 Pemalsuan identitas makin lama makin marak, karena prosedur yang 
kurang ketat Perkara Pembatalan perkawinan di PA Boyolali juga 
banyak pertahunnya. 
4. Menurut bapak, apa pengertian pembatalan perkawinan itu sendiri 
Pembatalan perkawinan pada dasarnya terjadi atas inisiatif pihak 
ketiga, yaitu hakim setelah hakim mengetahui bahwa perkawinan itu tidak 
dapat dilanjutkan, baik karena pada perkawinan yang telah berlangsung 
ternyata terdapat kesalahan, seperti tidak memenuhi persyaratan yang 
ditentukan maupun dari diri suami atau isteri yang tidak mungkin 
dipertahankan untuk kelangsungan perkawinan itu. 
5. Ditinjau dari undang-undang bagaimana kedudukan perkawinan yang 
dilakukan dengan pemalsuan identitas 
Dalam Pasal 97 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan 
bahwa  didalam suatu perkawinan yang telah dibatalkan, perkawinan 
tersebut berhenti memiliki segala akibat perdata. Yaitu bahwa terhadap 
kedudukan suami isteri akibat hukum yang timbul dari suatu perkawinan 
yang telah dibatalkan sejak adanya Putusan Pengadilan Agama yang telah 
memiliki kekuatan hukum tetap. Namun, akibat hukum tersebut tidak 
berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan 
yang dibatalkan. Bahwa status dari anak yang sah dari keturunan kedua 
orang tuanya, asal saja perkawinan itu oleh suami isteri kedua-duanya 
telah dilakukan dengan itikad baik. 
6. Apa akibat hukum dari pembatalan perkawinan yang disebabkan karena 
pemalsuan identitas tersebut 
Terhadap putusan pengadilan yang mempunyai kekutan hukum 
yang tetap atas batalnya suatu perkawinan dijelaskan dalam pasal Pasal 28 
ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Jo. Pasal 75 Kompilasi Hukum 
Islam maka tidak berlaku surut terhadap :  
a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. 
b. Suami atau isteri yang bertindak dengan itikad baik kecuali terhadap 
harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya 
perkawinan lain yang lebih dahulu. 
c. Orang-orang lainnya tidak termasuk 1 dan 2 sepanjang mereka 
memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang 
pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap. 
7. Apa yang menjadi alasan dikabulkannya gugatan pembatalan perkawinan 
yang diajukan oleh Penggugat? 
Majelis Hakim telah memutus perkara tersebut sesuai dengan 
duduk perkara yang ada dan sesuai dengan keterangan-keterangan yang 
diajukan  oleh penggugat baik itu bukti tertulis, maupun bukti saksi yang 
telah memberi keterangan-keterangan didalam persidangan dan dikaitkan 
dengan pasal-pasal yang terkait dengan masalah tersebut. Maka Majelis 
Hakim dalam hal ini berkesimpulan bahwa berdasarkan pertimbangan-
pertimbagan hukum diatas bahwa gugatan pembatalan pernikahan yang 
diajukan oleh penggugat telah memenuhi maksud dari  Pasal 71 huruf (a) 
Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa gugatan dari penggugat 
telah cukup beralasan dan berdasarkan hukum, maka sudah patut 
dikabulkannya pembatalan perkawinan yang di ajukan oleh Penggugat 
terhadap Tergugat I dengan Tergugat II. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 2 
Surat Keterangan Penelitian 
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Lampiran 3 
Surat Bukti Wawancara 
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Lampiran 4 
Lampiran Foto 
. 
LAMPIRAN GAMBAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Penulis dengan Bapak Drs. Asep Moh. Ali Nurdin, M.H. 
Ketua Pengadilan Agama Boyolali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar Struktur Organisasi Pengadilan Agama Boyolali 
  
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 5 
Lampiran Putusan Pengadilan Agama Boyolali  
No. 1376/Pdt.G/2009/PA.Bi 
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.idSALINAN PUTUSAN
Nomor : 1376/Pdt.G/2009/PA.Bi
BISMILLAHIRROHMANIRROHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Boyolali yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada 
tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di 
bawah ini dalam perkara pembatalan perkawinan antara : 
PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di  
Kabupaten Sukoharjo, selanjutnya disebut sebagai 
PENGGUGAT.
M E L A W A N
TERGUGAT I, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di  
Kabupaten Boyolali, selanjutnya disebut sebagai 
TERGUGAT I.
TERGUGAT II, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di 
Kabupaten Wonogiri, selanjutnya disebut sebagai 
TERGUGAT II
Pengadilan Agama tersebut.
Telah membaca surat gugatan Penggugat.
Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat serta saksi-saksi.
Telah mempelajari dengan seksama semua surat-surat bukti yang diajukan ke persidangan.
TENTANG DUDUK PERKARANYA
Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Desember 2009 
yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boyolali dengan register Nomor : 
1376/Pdt.G/2009/PA.Bi tanggal 21 Desember 2009, telah mengemukakan hal-hal sebagai 
berikut :
1 Pada tanggal 3 Desember 2007, Tergugat I dan Tergugat II melangsungkan 
pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama 
Kecamatan, Kabupaten Boyolali (Kutipan Akta Nikah Nomor : 495/03/XII/2007 
tanggal 3 Desember 2007).
2 Bahwa, setelah pernikahan tersebut pada paginya tanggal 4 Desember 2007 istri sah 
Tergugat I bernama ISTRI SAH TERGUGAT I, umur 39 tahun, pekerjaan 
Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sukoharjo, mendatangi Kantor Urusan 
Agama Kecamatan, Kabupaten Boyolali yang memberikan informasi kepada pihak 
Kantor Urusan Agama dengan membawa bukti Surat Nikah Tergugat I dan istri 
1
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.idTergugat d n dik atkan dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.11.31.3/
PW.01/01/11/2009 tanggal 12 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan 
Agama Kecamatan, Kota Surakarta.
3 Bahwa, pada saat Tergugat I melaksanakan pernikahan dengan Tergugat II, Tergugat 
I mengaku berstatus jejaka, maka apa yang telah dilakukan oleh Tergugat I selama ini 
salah. Dan Tergugat I telah melakukan poligami tanpa seijin istri Tergugat I yang 
dahulu dan tidak mendapat Penetapan dari Pengadilan Agama.
4 Bahwa, berdasarkan Putusan Nomor : 097/Pid.B/2009/PN.Bi, Tergugat I telah diputus 
oleh Pengadilan Negeri Boyolali dengan menjatuhkan pidana kepada Tergugat I 
dengan pidana penjara 12 bulan karena pemalsuan status jejaka pada pernikahan 
tersebut dengan Tergugat II.
5 Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.
Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama 
Boyolali segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang 
amarnya berbunyi 
1 Mengabulkan gugatan Penggugat.
2 Menetapkan, membatalkan perkawinan Tergugat I TERGUGAT I dengan Tergugat II 
TERGUGAT II yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten 
Boyolali pada tanggal 3 Desember 2007.
3 Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor : 495/03/XII/2007 tidak 
berkekuatan hukum.
4 Menetapkan biaya perkara menurut hukum.
5 Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.
Menimbang bahwa, Penggugat dan Tergugat II secara pribadi hadir dipersidangan, 
sedangkan Tergugat I tidak hadir dipersidangan dan tidak menguasakan kepada orang lain 
untuk hadir sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut sebagaimana 
ternyata dalam relaas-relaas untuk Tergugat I yang dibacakan dalam sidang dan tidak ternyata 
bahwa ketidak hadiran Tergugat I tersebut disebabkan sesuatu halangan yang sah.
Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan gugatan Penggugat tersebut dan 
isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.
Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II menjawab secara 
tertulis sebagai berikut : 
DALAM POKOK PERKARA 
A DALAM KONVENSI : 
2
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id1 Bahwa, Tergugat II menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam 
pembatalan pernikahan Tergugat II dan Tergugat I kecuali apa yang diakuinya secara 
tegas-tegas.
2 Bahwa, benar Penggugat sebelum dicerai oleh Tergugat I adalah istri dari Tergugat I.
3 Bahwa, Penggugat telah melakukan manipulasi dan atau pengelabuhan hukum yang 
menyatakan sampai dengan gugatan Penggugat diajukann adalah masih istri dari 
Tergugat I adalah tidak benar, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo 
pada tanggal 7 Juli 2009 Nomor : 0719/Pdt.G/2009/PA.Skh yang mempunyai 
kekuatan hukum tetap (bukti terlampir) Tergugat I telah melakukan pembacaan ikrar 
talak (terjadi perceraian) pada tanggal 9 Pebruari 2010 (bukti surat keterangan 
Nomor : W.11-A28/398/HK.05/II/2010 dari Pengadilan Agama Sukoharjo tanggal 17 
Pebruari 2010 (bukti terlampir) pada perkara cerai antara Penggugat dan Tergugat I 
yaitu telah diputus cerai karena permohonan talak.
4 Bahwa, berdasarkan point 2 dalam konvensi jelas bahwa Penggugat sebagai orang lain 
bukan lagi istri dari Tergugat I yang tidak ada hubungan hukum atau kepentingan 
dalam perkawinan Tergugat II dan Tergugat I.
5 Bahwa, benar Tergugat II dan Tergugat I telah melangsungkan perkawinan pada 
tanggal 3 Desember 2007 pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang sebelumnya 
syarat-syarat nikah Tergugat II sudah dipenuhi, mengenai adanya status tidak benar 
oleh Tergugat I dalam syarat-syarat nikah yang dibuatnya, Tergugat II tidak tahu 
menahu dan bahwa perkawinan Tergugat I dan Tergugat II syarat dan rukun 
perkawinan telah dipenuhi semua.
6 Bahwa, berdasarkan pasal 74 ayat (2) dalam Kompilasi Hukum Islam “Batalnya 
perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum 
tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan”, maka berdasar pasal 
tersebut perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II masih sah dan berdasarkan 
putusan Pengadilan Negeri Boyolali dalam perkara yang berkaitan hukum dengan 
masalah perkawinan ini pada perkara M. Edi Santosa dalam perkara Nomor : 97/
Pid.B/2009/PN.Bi  yang telah diputus pada tanggal 14 Juli 2009 yang mempunyai 
kekuatan hukum tetap dalam pertimbangan hukum pada permasalahan perkawinan 
Tergugat I dan Tergugat II tidak ada amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri 
Boyolali yang memeriksa perkara tidak memberikan / menyampaikan suatu 
pertimbangan hukum dan amar putusan yang menyatakan bahwa perkawinan Tergugat 
I dan Tergugat II adalah cacat hukum ataupun tidak sah, dalam putusan tersebut 
memberikan putusan salah kepada Tergugat I (TERGUGAT I) yaitu terbukti secara 
sah dan meyakinkan bersalah melakukan pidana menyuruh menempatkan keterangan 
3
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.idpalsu edal m surat autentik bahwa pengertian tersebut adalah kesalahan hanya pada 
Tergugat I bukan pada perkawinan Tergugat I dan Tergugat II.
7 Bahwa, dalam perkawinan antara Tergugat II dan Tergugat I telah dikaruniai anak 
yang diberi nama ANAK binti ANAK  yang lahir pada tanggal 14 April 2008.
8 Bahwa, untuk mengurus kepentingan hukum anak dari perkawinan antara Tergugat II 
dan Tergugat I, Tergugat II berdasarkan uraian hukum dalam putusan perkara pidana 
Tergugat I memi ta Surat Nikah pada Ketua Pengadilan Negeri Boyolali, karena Surat 
Nikah yang asli dari perkawinan Tergugat II dan Tergugat I telah di rusak ataupun di 
coret-coret menurut keterangan dalam putusan pidana oleh Oknum Polisi Kemusu 
maka dijadikan sebagai bukti lampiran karena kondisi rusak, maka pada tanggal 3 
Nopember 2009 Tergugat II diberi Copy Surat Nikah yang telah di coret-coret dan di 
legalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Boyolali (Bukti T. II.3 terlampir) disuruh 
untuk mengurus kepentingan-kepentingan perkawinan Tergugat II dan anaknya dari 
hasil perkawinan dengan Tergugat I yaitu dari penjelasan salah satu Hakim pada 
Pengadilan Negeri Boyolali bisa minta keterangan / duplikat perkawinannya untuk 
mengurus kepentingan hukum Tergugat II dan anak hasil perkawinannya karena 
Pengadilan tidak memutus perkawinannya cacat hukum atau tidak sah.
9 Bahwa, kurang lebihnya pada tanggal 10 Nopember 2009 Tergugat II membuat surat 
permohonan dengan dilampiri putusan Pidana perkara Nomor : 97/Pid.B/2009/PN.Bi, 
fotocopy Surat Nikah yang telah dirusak atau dicoret-coret oleh Oknum Polisi yang 
terlegalisir, putusan cerai Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor : 0719/Pdt.G/2009/
PA.Skh dan copy KTP Penggugat untuk minta surat keterangan / duplikat atas 
perkawinan antara Tergugat II pada waktu itu juga dikeluarkan surat keterangan / 
duplikat Kutipan Pernikahan antara Tergugat II dan Tergugat I, akan tetapi sebelum 
digunakan untuk pembuatan akta kelahiran anak dari perkawinan Tergugat II dan 
Tergugat I, Penggugat telah melaporkan Tergugat II dengan laporan menggunakan 
dan menguasai Surat Duplikat Palsu padahal surat tersebut adalah resmi yang 
dikeluarkan oleh Pejabat Resmi Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten 
Boyolali yang menikahkan Tergugat II dan Tergugat I.
10 Bahwa, disamping tersebut diatas point 9 Tergugat II diberi Surat AKte kelahiran anak 
dari Tergugat II dan Tergugat I dari kepala Kelurahan Tergugat II yang menurut 
keterangannya bahwa yang membuat adalah Penggugat yang dalam surat akte 
kelahiran ANAK binti ANAK tidak dicantumkan nama Bapak/Ayah hanya 
dicantumkan anak dari Ibu padahal Tergugat II, tidak pernah menyuruh untuk 
dibuatkan seperti tersebut (bukti T II.4) padahal apabila ada pembatalan yang diputus 
oleh Pengadilanpun tidak memutuskan hubungan ikatan anak dari orang tuanya dalam 
4
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
Ma
hk
am
ah
 Ag
un
g R
ep
ub
lik
 In
do
ne
sia
Ma
hk
am
ah
 Ag
un
g R
ep
ub
lik
 In
do
ne
sia
Ma
hk
am
ah
 Ag
un
g R
ep
ub
lik
 In
do
ne
sia
Ma
hk
am
ah
 Ag
un
g R
ep
ub
lik
 In
do
ne
sia
Ma
hk
am
ah
 Ag
un
g R
ep
ub
lik
 In
do
ne
sia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.idpas l 76 Kompilasi Hukum Islam “Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan 
hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya”.
Maka berdasarkan segala yang terurai diatas, Tergugat II dengan hormat sudilah 
kiranya Pengadilan Agama Boyolali atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara 
Nomor : 1376/Pdt.G/2009/PA.Bi berkenan memutus :
1 Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.
2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.
B DALAM REKONVENSI :
1 Bahwa, dalil-dalil yang telah digunakan Tergugat II dalam Konvensi dianggap 
dipergunakan kembali untuk dalam Rekonvensi.
2 Bahwa, perkawinan antara Tergugat II dengan Tergugat I adalah sah menurut hukum.
3 Bahwa, Tergugat II untuk kepentingan-kepentingan Tergugat II dan anak dari hasil 
perkawinan antara Tergugat II dan Tergugat I yang diberi nama ANAK binti ANAK 
dapat mempergunakan kepentingan-kepentingan hukumnya ataupun meminta 
Duplikat Keterangan pernikahan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan merubah 
Akta Kelahiran pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri.
4 Bahwa, karena Penggugat telah dicerai secara sah oleh Tergugat I, dengan diputus 
oleh Pengadilan Agama Sukoharjo pada tanggal 7 Juli 2009 dengan mempunyai 
kekuatan hukum tetap sebagaimana terurai diatas, maka mengenai status Tergugat I 
yang dulunya berstatus jejaka untuk dirubah status duda, suami sah Tergugat II.
5 Bahwa, sesuai dengan pasal 76 Kompilasi Hukum Islam, maka ANAK binti ANAK 
untuk dapat merubah akta kelahirannya yang pernah dibuat oleh seseorang dengan 
status anak dari Ibu yaitu Tergugat II dan Bapak / Ayah yaitu Tergugat I pada Kantor 
Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri.
Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Tergugat II mohon dengan 
hormat sudilah kiranya Pengadilan Agama Boyolali atau Majelis Hakim yang memeriksa 
perkara ini berkenan memutus :
1 Menolak gugatan Penggugat dalam pembatalan perkawinan antara Tergugat II 
dan Tergugat I.
2 Menyatakan secara sah dan berharga Alat Bukti yang disampaikan oleh 
Tergugat II.
3 Menerima dan mengabulkan gugatan balasan (Rekonvensi) dari Penggugat 
Rekonvensi / Tergugat Konvensi.
4 Menetapkan bahwa perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II, syarat-
syarat dan rukun perkawinan sah dan merubah status Tergugat I yang dulunya 
berstatus jejaka dengan diputusnya perkara cerai antara Penggugat dan 
Tergugat I oleh Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor : 0719/Pdt.G/2009/
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.idPA.Skh pada tanggal 7 Juli 2009 yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan 
sesuai dengan surat keterangan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor : W.11-
A28/398/HK.05/II/2010 dari Pengadilan Agama Sukoharjo tertanggal 17 
Pebruari 2010 bahwa antara Penggugat dan Tergugat I telah melaksanakan 
ikrar talak (terjadi perceraian) atau sebelum perkara ini diputus adalah sah 
perkawinan Tergugat II dan Tergugat I sebagaimana pasal 74 Kompilasi 
Hukum Islam.
5 Menetapkan kepada Tergugat II untuk dapat meminta menggunakan dan atau 
memakai Surat Nikah / Keterangan Duplikat Kutipan Akta Nikah antara 
Tergugat II dan Tergugat I untuk kepentingan-kepentingan hukum dari 
Tergugat II dan anak dari hasil perkawinannya.
6 Menetapkan bahwa ANAK binti ANAK adalah anak hasil perkawinan antara 
Tergugat I dan Tergugat II dan dapat menggunakan kepentingan hukum untuk 
merubah Akta Kelahirannya dengan memasukkan nama Tergugat I sebagai 
orang tua dari anak ANAK binti ANAK sebagai hubungan hukum 
sebagaimana pasal 76 Kompilasi Hukum Islam.
7 Menghukum Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konvensi untuk membayar 
biaya perkara ini.
8 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (Uitverbaar bij 
Vooraad) meskipun timbul verset ataupun Banding dan Kasasi.
9 Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya demi 
kepentingan hukum ataupun hak anak dari perkawinan Tergugat I dan 
Tergugat II / Penggugat dalam Rekonvensi, ataupun : 
Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (fex aequo et bono)
Menimbang bahwa, atas jawaban dari Tergugat II tersebut Penggugat menyampaikan 
replik secara tertulis sebagai berikut : 
DALAM KONPENSI :
1 Bahwa, Penggugat tetap pada dalil-dalil yang telah disampaikan pada gugatan 
pembatalan perkawinan.
2 Bahwa, nomor 3 tidak benar, yang benar adalah justru Tergugat II mengakui pada saat 
mengajukan gugatan ini yaitu pada tanggal 21 Desember 2009 Penggugat masih 
berstatus istri sah dari Tergugat I karena belum melakukan ikrar talak. Ikrar talak baru 
dilaksanakan pada tanggal 9 Pebruari 2010 dan talak yang diajukan adalah talak satu 
raj’i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak untuk rujuk kembali. Rujuk 
kembali karena demi anak-anak yang masih kecil-kecil dan butuh kasih sayang dari 
kedua orang tuanya. Penggugat telah memaafkan Tergugat I karena pada tanggal 19 
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.idMei 2009 Tergugat I telah membuat pernyataan meminta maaf kepada Penggugat dan 
anak-anak.
3 Bahwa, nomor 4 tidak benar, pada saat mengajukan gugatan ini Penggugat masih istri 
sah Tergugat I.
4 Bahwa, nomor 5 menunjukkan pengakuan Tergugat II tentang ketidak beranian atau 
kebohongan dalam persyaratan yang diajukan untuk menikah di Kantor Urusan 
Agama Kecamatan, Kabupaten Boyolali. Dengan adanya pengakuan itu tentu saja 
syarat dan rukun perkawinan tidak terpenuhi.
5 Bahwa, nomor 6 tidak benar, yang benar adalah pernikahan antara Tergugat I dan 
Tergugat II tidak sah karena dalam mengajukan persyaratan melakukan pernikahan di 
Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Boyolali tidak sah yaitu dengan cara 
pemalsuan status Tergugat I yang seharusnya sudah mempunyai istri yaitu Penggugat 
tetapi dipalsu dengan menyebut status sebagai jejaka. Hal ini dikuatkan dengan 
putusan Pengadilan Negeri Boyolali perkara pidana Nomor : 97/Pid.B/2009/PN.Bi 
yang telah disebutkan oleh Tergugat II. Didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1974 Tentang Perkawinan Pasal 1 disebutkan Perkawinan ialah ikatan lahir batin 
antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk 
keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 
Esa. Artinya perkawinan dilakukan oleh dua orang manusia yaitu seorang pria dan 
seorang wanita dan apabila salah satu pihak terbukti secara sah dan meyakinkan 
melakukan kesalahan dalam mengajukan persyaratan perkawinan, maka perkawinan 
tersebut adalah batal. Untuk itulah Penggugat bermaksud membatalkan perkawinan 
tersebut sesuai dengan Pasal 74 ayat (2) yang telah disebutkan Tergugat II dengan 
mengajukan gugatan pembatalan pernikahan antara Tergugat I dan Tergugat II di 
Pengadilan Agama Boyolali karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa 
Tergugat I telah “menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam Surat Autentik”. 
Tergugat I dan Tergugat II dalam perkawinannya tersebut Tergugat I tidak mendapat 
ijin dari istri sahnya dan tidak mempunyai ijin dari Pengadilan Agama Boyolali, 
dimana sudah ada aturannya dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 
1974. Oleh sebab itu perkawinan mereka harus dibatalkan demi hukum. Didalam amar 
putusan Pengadilan Negeri Boyolali jelas tidak akan memutuskan bahwa perkawinan 
Tergugat I dan Tergugat II cacat hukum karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri 
Boyolali hanya mempunyai kewenangan memutus perkara pidana. Dan dalam hal ini 
Tergugat II termasuk ikut serta didalamnya karena sewaktu masih menjadi klien 
Tergugat I, Tergugat II tahu bahwa Tergugat I sudah mempunyai istri dan anak anak 
yang masih kecil kecil. Penggugat pernah mengingatkan berkali kali kepada Tergugat 
II untuk tidak menganggu keluarga Penggugat, tetapi Tergugat II nekat. Yang 
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.idakhirny  memaksa menyuruh Tergugat I untuk memalsukan status jejaka dalam 
perkawinan mereka.
6 Bahwa, nomor 7 tidak benar, yang benar adalah tidak ada perkawinan yang sah antara 
Tergugat I dan Tergugat II sehingga anak yang lahir yaitu ANAK binti ANAK yang 
lahir pada tanggal 14 April 2008 bukan anak Tergugat I. Apalagi anak tersebut sudah 
dalam rahim Tergugat II sebelum perkawinan tidak sah itu terjadi pada tanggal 3 
Desember 2007. Karena sangatlah tidak mungkin seorang anak hanya berada di rahim 
seorang ibu selama sekitar 4 bulan.
7 Bahwa, nomor 8 tidak benar, yang benar adalah bukti Akta Nikah Nomor : 495/03/
XII/2007 tanggal 3 Desember 2007 merupakan alat bukti yang harus disita karena 
telah terbukti secara sah dan meyakinkan adanya keterangan palsu dalam proses dalam 
pembuatan akta nikah tersebut. Legalisir yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri 
Boyolali bukanlah sebuah legalisir yang sah karena yang seharusnya mengeluarkan 
legalisir adalah lembaga atau instansi yang telah mengeluarkan akta nikah tersebut 
yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Boyolali. Setelah Penggugat 
menelusuri dalil Tergugat II tentang perkataan salah satu Hakim di Pengadilan Negeri 
Boyolali ternyata tidak ada satu Hakim pun yang menjadi Majelis Hakim Perkara 
Nomor : 97/Pid.B/2009/PN.Bi yang menyatakan seperti yang dikemukakan dalam 
dalil Tergugat II. Dan Tergugat II sudah sangat berani membuat rekayasa fitnah 
kebohongan yang tidak mempunyai dasar kepada salah satu Majelis Hakim 
Pengadilan Negeri Boyolali. Yang mengatakan bahwa salah satu Hakim Pengadilan 
Negeri Boyolali menyuruh Tergugat II untuk mengurus kepentingan-kepentingan 
perkawinan Tergugat II dan anak-anaknya hasil dari perkawinan Tergugat I itu tidak 
tidak benar karena Penggugat sudah mengecek dan menindak lanjuti ke Pengadilan 
Negeri Boyolali. Keterangan Tergugat II yang sudah berani membuat fitnah itu sangat 
membahayakan diri sendiri.
8 Bahwa, nomor 9 merupakan pengakuan Tergugat II telah membuat surat duplikat atas 
akta pernikahan Nomor : 495/03/XII/2007. Dalam dalil nomor 9 tersebut Tergugat II 
mengakui memakai foto copy KTP Penggugat kepada Tergugat II. Pertanyaannya 
adalah bagaimana Tergugat II bisa mendapatkan foto copy KTP tersebut ? Akta 
Duplikat Nikah Nomor : Kk.11.09.08/Pw.01/XI/09 tanggal 8 Desember 2009 dengan 
alasan bukti nikah kedua orang tersebut telah dirampas pihak yang berwajib sebagai 
bukti perbuatan pidana pemalsuan. Dan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan, 
Kabupaten Boyolali telah melakukan Permohonan Pembatalan Nikah di Pengadilan 
Agama Boyolali dengan perkara Nomor : 005/Pdt.G/2009/PA.Bi tertanggal 9 
Desember 2009.
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id9 Bahwa, nomor 10 tidak benar, yang benar adalah Kepala Desa Tergugat II tidak 
pernah mengenal Penggugat dan justru yang memberi keterangan apabila Permohonan 
Akta Kelahiran untuk ANAK binti ANAK dimohon oleh keluarga Tergugat II dan 
meminta keterangan supaya di AKta Nikah Nomor : 495/03/XII/2007 bukan Akta 
Nikah yang sah. Kepala Desa Posong, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten 
Wonogiri sanggup menjadi saksi dalam pembuatan akta anak tersebut dimana 
Tergugat II telah memfitnah bahwa yang membuat akta anak tersebut adalah 
Penggugat itu tidak benar.
DALAM REKONVENSI :
1 Bahwa, Penggugat tetap pada dalil dalil yang telah disampaikan pada gugatan 
Pembatalan Perkawinan.
2 Bahwa, Akta Nikah Nomor : 495/03/XII/2007 bukan Akta Nikah yang sah dan 
meyakinkan adanya keterangan palsu dalam proses persyaratan pernikahan antara 
Tergugat I dan Tergugat II dan telah dikuatkan dengan putusan pidana perkara 
Nomor : 97/Pid.B/2009/PN.Bi berdasarkan hal tersebut syarat nikah itu harus batal 
demi hukum.
3 Bahwa, karena Akta Nikah Nomor : 495/03/XII/2007 bukan akta yang sah maka 
sangat tidak dimungkinkan perubahan status perjaka menjadi duda pada status 
Tergugat I.
4 Bahwa, Akta Kelahiran yang dibuat atas nama Ibu adalah permohonan keluarga 
Tergugat II artinya memang telah diakui tidak adanya akta nikah yang sah.
5 Bahwa, pernikahan Tergugat I dan Tergugat II pada waktu itu tidak ada bukti ijin dari 
istri sah dan tidak ijin dari penetapan Pengadilan Agama Boyolali (dalam Kompilasi 
Hukum Islam dijelaskan pada pasal 71 (a) dan pasal 73 (d) perkawinan itu harus 
dibatalkan karena cacat dalam rukun dan syarat perkawinan yaitu adanya bukti 
pemalsuan status dari salah satu pelaku perkawinan tersebut.
Berdasarkan hal hal tersebut diatas, Penggugat / Tergugat Rekonvensi memohon kepada 
Majelis Pemeriksa Perkara Nomor : 1376/Pdt.G/2009/PA.Bi agar berkenan memeriksa dan 
memutus perkara ini sebagai berikut : 
DALAM KONVENSI :
1 Menerima gugatan Penggugat seluruhnya.
2 Menyatakan dan menetapkan Pembatalan Nikah Nomor : 495/03/XII/2007 atas nama 
TERGUGAT I (Tergugat I) dan TERGUGAT II (Tergugat II).
3 Menyatakan Akta Nikah Nomor : 495/03/XII/2007 atas nama TERGUGAT I 
(Tergugat I) dan TERGUGAT II (Tergugat II) tidak berkekuatan hukum.
4 Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara 
ini.
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.idDALAM REKONVENSI :
PRIMAIR :
Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
SUBSIDAIR :
Apabila Majelis Hakim mempunyai pertimbangan lain, Penggugat / Tergugat Rekonpensi 
mohon putusan yang seadil-adilnya.
Menimbang bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat II menyampaikan duplik 
secara tertulis sebagai berikut : 
DALAM KONVENSI :
1 Bahwa, Tergugat II Konvensi tetap pada dalil dalil sebagaimana dikemukakan dalam 
jawaban dan menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat Konvensi, 
kecuali hal hal yang telah diakui secara tegas.
2 Bahwa, perceraian antara Penggugat dan Tergugat I itu mulai terjadi beserta akibat 
akibatnya itu terhitung sejak jatuhnya Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo yang 
telah mempunyai kekuatan hukum tetap (pasal 146 ayat 2) bahwa point 2, 3 dalam 
konvensi replik Penggugat tidak berdasar dan beralasan.
3 Bahwa, Penggugat dalam point 4 dalam replik pada konvensi telah salah penafsiran 
rukun perkawinan dan dalam Kompilasi Hukum Islam rukun dan syarat sahnya 
perkawinan adalah :
a Calon suami.
b Calon istri.
c Wali Nikah.
d Dua orang saksi.
e Ijab dan kabul.
Dan dalam perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II tidak melanggar sebagaimana 
Kompilasi Hukum Islam pasal 39 yaitu :
a Karena pertalian nasab.
b Karena pertalian kerabat semenda.
c Karena pertalian susuan.
Maupun ketentuan ketentuan larangan sebagaimana pasal 40, 41, 42, 43 dan 44 dalam 
Kompilasi Hukum Islam.
4 Bahwa, point 5 dalam konvensi replik Penggugat tidak beralasan jelas, sedangkan 
antara perkara pidana dan perdata tentang perkawinan yang sah tidak ada kaitan 
hukum karena perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II adalah bukan palsu 
karena perkawinannya rukun dan syaratnya sebagaimana terurai diatas telah terpenuhi.
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id5 Bahwa, Penggu at sangat keliru dalam penafsiran hukum perkawinan pada point 6 
konvensi pada replik sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 53 jelas telah diatur 
mengenai perkawinan kawin hamil dan pasal 76 bahwa suatu batalnya perkawinan 
tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Apalagi 
perkawinan antara Tergugat.
6 Point 7, 8 dalam replik Penggugat tidak cukup beralasan haruslah dikesampingkan.
7 Point 9 dalam replik Penggugat sangatlah keliru bahwa jelas syarat pembuatan akta 
kelahiran sebelum mencapai 1 tahun dalam Peraturan Pemerintah hanya memerlukan 
syarat syarat KTP kedua orang tua, Surat Keterangan pernikahan / Akta Nikah dan 
Surat Keterangan Kelahiran (SKK) dari tempat suami istri ibu melahirkan dan 
langsung ke Kantor Pencatatan Sipil, tetapi disini jelas ada sesuatu ketidak benaran 
terbukti bahwa Tergugat I ataupun Tergugat II belum pernah di SKK (Surat 
Keterangan Kelahiran) dari tempat Tergugat II melahirkan akan tetapi muncul 
sertifikat yang sama sekali Penggugat tidak pernah menyuruh siapapun ke Kantor 
Pencatatan Perkawinan ternyata SKK tersebut sudah ada, banyak desas desus juga 
banyak kabar justru yang meminta SKK (Surat Keterangan Kelahiran) dan yang 
mengurus adalah Penggugat dalam gugatan Pembatalan Pernikahan ini yang 
seharusnya tidak mempunyai hak hukum, karena Surat Akta Kelahiran anak dari 
Tergugat II menurut Kepala Desa Posong, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten 
Wonogiri hanya diberi dan menyuruh untuk mengantarkan akta kelahiran anak 
Tergugat dari Penggugat.
Maka berdasarkan segala yang terurai diatas, Tergugat II tetap pada jawaban Tergugat II 
tertanggal 10 Pebruari 2010 dan dalam duplik ini atas sanggahan Replik Penggugat untuk itu 
kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini tetap untuk memutus :
1 Menolak ugatan Penggugat seluruhnya atau setidak tidaknya tidak dapat diterima.
2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.
DALAM REKOVENSI :
Dalam rekonvensi Tergugat tetap atas dalil dalil rekonvensi dan memohon kepada Majelis 
Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengabulkan permohonan rekonvensi Tergugat II 
hanya semata mata guna kepentingan anak dari hasil perkawinan Tergugat II dan Tergugat I.
Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Tergugat II memohon dengan hormat 
sudilah kirangan Pengadilan Agama Boyolali yang memeriksa perkara ini berkenan untuk 
memutuskan :
1 Menolak gugatan Penggugat dalam pembatalan perkawinan antara Tergugat II dan 
Tergugat I.
2 Menyatakan sah dan berharga alat bukti yang disampaikan oleh Tergugat.
3 Menerima dan mengabulkan ugatan balasan (rekonvensi) dari Tergugat Konvensi.
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id4 Menetapkan b hwa perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II, syarat syarat dan 
rukun perkawinan sah dan merubah status Tergugat I yang dulunya berstatus jejaka 
dengan diputusnya perkara cerai antara Penggugat dan Tergugat I oleh Pengadilan 
Agama Sukoharjo Nomor : 0719/Pgt.G/2009/PA.Skh pada tanggal 7 Juli 2009 yang 
mempunyai kekuatan hukum tetap dan sesuai dengan surat keterangan Pengadilan 
Agama Sukoharjo Nomor : W.11-A28/398/HK.05/II/2010 tertanggal 17 Pebruari 2010 
bahwa antara Penggugat dan Tergugat I telah melaksanakan ikrar talak (terjadi 
perceraian) atau sebelum perkara ini diputus adalah sah perkawinan Tergugat II dan 
Tergugat I sebagaimana pasal 74 Kompilasi Hukum Islam.
5 Menetapkan bahwa kepada Tergugat untuk dapat meminta menggunakan dan atau 
memakai Surat Nikah / Keterangan Duplikat Kutipan Akta Nikah antara Tergugat II 
dan Tergugat I untuk kepentingan-kepentingan hukum dari Tergugat II dan anak hasil 
perkawinannya.
6 Menetapkan bahwa ANAK binti ANAK adalah anak hasil perkawinan antara 
Tergugat I dan Tergugat II dan dapat menggunakan kepentingan hukum untuk 
merubah Akta Kelahirannya dengan memasukkan nama Tergugat I sebagai orang tua 
dari anak ANAK binti ANAK sebagai hubungan hukum sebagaimana pasal 76 
Kompilasi Hukum Islam.
7 Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk membayar biaya 
perkara ini.
8 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitverbaar bij vooraad) 
meskipun timbul Verset ataupun Banding dan Kasasi.
Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon keadilan yang seadil adilnya demi kepentingan 
hukum ataupun hak anak dari perkawinan Tergugat II dan Tergugat I / Penggugat dalam 
Rekonvensi, ataupun :
Dalam Peradilan yang baik, mohon Keadilan yang seadil adlilnya (ex aequo et bono).
Menimbang bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan bukti surat berupa :
1 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 3311125404700003 
tanggal 15 Oktober 2009 telah bermeterai cukup telah sesuai dengan aslinya, 
selanjutnya ditandai dengan P-1.
2 Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama XXXXX dengan XXXXX, 
Nomor : Kk.11.31.3/Pw.01/01/II/2009 tanggal 12 Januari 2009, dari Kantor Urusan 
Agama Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, telah bermeterai cukup, telah sesuai 
dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan P-2.
3 Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama XXXXX dengan XXXXX Nomor : 
Kk.11.09.8/Pw.01/86/XI/2009 tanggal 10 Nopember 2009, dari Kantor Urusan Agama 
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.idKecamatan, K bupaten Boyolali, telah bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, 
selanjutnya ditandai dengan P-3.
4 Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor : 175/Pid.B/2009/
PN.Wng tanggal 29 Oktober 2009, telah bermeterai cukup, selanjutnya ditandai 
dengan P-4.
5 Fotocopy Surat Pembatalan Duplikat Nikah atas nama XXXXX dibuat oleh Kepala 
Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Boyolali Nomor : Kk.11.09.8/
Pw.01/264/XII/2009 tanggal 8 Desember 2009, bermeterai cukup, selanjutnya ditandai 
dengan P-5.
6 Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 8 Desember 2007, bermeterai cukup, selanjutnya 
ditandai dengan P-6.
7 Fotocopy Surat Pernyataan XXXXX tanggal 19 Mei 2009, bermeterai cukup, 
selanjutnya ditandai dengan P-7.
8 Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor : 97/Pid.B/2009/PN.Bi 
tanggal 14 Juli 2009, telah bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P-8.
Menimbang bahwa, setelah bukti surat-bukti surat tersebut diperlihatkan kepada 
Tergugat II, Tergugat II didak keberatan dan membenarkannya.
Menimbang bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat telah pula menghadapkan 
saksi-saksi yang bersumpah menurut tatacara agamanya dan memberikan keterangan yang 
pada pokoknya, sebagai berikut : 
1 Saksi : Saksi bin Saksi
• Bahwa, saksi adalah Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, Kabupaten 
Boyolali, sejak bulan Mei tahun 2005.
• Bahwa, saksi mengenal Tergugat I dan Tergugat II karena Tergugat I menikah dengan 
Tergugat II di Kantor Urusan Agama Kecamatan pada bulan Desember 2007.
• Bahwa, Tergugat I mengaku kepada saksi bahwa Tergugat I bertempat tinggal di 
Boyolali sedang Tergugat II mengaku berasal dan bertempat tinggal di Wonogiri.
• Bahwa, Tergugat I mengaku kepada saksi bahwa Tergugat I adalah jejaka, dengan 
disertai Surat Keterangan N1 dari Kedungrejo, sedang Tergugat II mengaku perawan.
• Bahwa, pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II dengan wali nikah ayah kandung 
Tergugat II, dengan saksi saksi : seorang dari pihak Tergugat II dan yang seorang 
adalah Kepala Desa, Bapak xxxxx.
• Bahwa, pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II dilangsungkan di rumah saksi di 
Boyolali pada tanggal 3 Desember 2007, sore hari / habis jam kerja.
• Bahwa, tidak ada paksaan dari siapapun dan kepada siapapun dalam pelaksanaan 
pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II.
13
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13
Ma
hk
am
ah
 Ag
un
g R
ep
ub
lik
 In
do
ne
sia
Ma
hk
am
ah
 Ag
un
g R
ep
ub
lik
 In
do
ne
sia
Ma
hk
am
ah
 Ag
un
g R
ep
ub
lik
 In
do
ne
sia
Ma
hk
am
ah
 Ag
un
g R
ep
ub
lik
 In
do
ne
sia
Ma
hk
am
ah
 Ag
un
g R
ep
ub
lik
 In
do
ne
sia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id• Bahwa, pernik han Tergugat I dengan Tergugat II dilangsungkan dirumah saksi sebab 
ada permintaan dari Kepala Desa dan ada rekomendasi dari Kepala Kantor Urusan 
Agama dari Wonogiri.
• Bahwa, ketika itu saksi menilai pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II sudah 
memenuhi aturan.
• Bahwa, saksi mengenal Penggugat ketika Penggugat datang ke Kantor Urusan Agama 
Kecamatan pada bulan Desember 2007 menanyakan tentang pernikahan Tergugat I 
dengan Tergugat II dan Penggugat mengaku sebagai istri sah Tergugat I dengan 
memperlihatkan kepada saksi surat Akta Nikah Tergugat I dengan Penggugat.
• Bahwa, setelah ada pengaduan dari Penggugat, kemudian saksi membuat Surat 
Keterangan Pembatalan Nikah / tidak berlakunya Surat Nikah Tergugat I dengan 
Tergugat II.
2 Saksi : Saksi bin Saksi
• Bahwa, saksi adalah anak pertama Penggugat dengan Tergugat I.
• Bahwa, saksi mengenal Tergugat II sejak bulan Desember 2007 karena menikah 
dengan ayah saksi (Tergugat I). Dan saksi mengetahui hal tersebut setelah dirumah 
rame-rame ada perbincangan tentang pernikahan tersebut.
• Bahwa, setahu saksi Tergugat I sampai tahun 2009 setiap harinya masih tetap tinggal 
di Mendungan, tetapi kadang kadang Tergugat I tidak pulang kerumah. Kemudian 
sejak bulan Maret 2009 Tergugat I ditahan di Lembaga Pemasyarakatan selama 16 
bulan.
• Bahwa, saksi sebagai anak Penggugat dengan Tergugat I mohon agar perkawinan 
Tergugat I dengan Tergugat II dibatalkan.
Menimbang bahwa, Penggugat dan Tergugat II tidak keberatan terhadap keterangan 
saksi saksi Penggugat tersebut.
Menimbang bahwa, Penggugat menyatakan sudah tidak akan mengajukan alat bukti 
lain lagi.
Menimbang bahwa, selanjutnya Tergugat II mengajukan bukti-bukti tertulis :
1 Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor : 0719/Pdt.G/2009/
PA.Skh tanggal 7 Juli 2009. (T-1).
2 Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor : 97/Pid.B/2009/PN.Bi 
tanggal 14 Juli 2009. (T-2).
3 Fotocopy Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten 
Boyolali, yang dirusak Nomor : 495/03/XII/2007 tanggal 3 Desember 2007 atas nama 
Tergugat I dan Tergugat II. (T-3).
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id4 Fotocopy Akt  Kelahiran anak ANAK binti ANAK Nomor : 3312235404080001 
tanggal 23 September 2008. (T-4).
5 Satu bendel fotocopy syarat syarat pernikahan dari Pemerintah Desa Posong, Kantor 
Urusan Agama Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Wonogiri. (T-5).
6 Fotocopy surat keterangan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor : W.11-A28/398/
HK.05/II/2010 tertanggal 17 Pebruari 2010. (T-6).
7 Fotocopy surat keterangan Pemberian Izin orang tua atas permintaan pernikahan oleh 
Tergugat I. (T-7).
8 Surat pernyataan XXXXX. (T-8).
Menimbang bahwa, setelah bukti surat-bukti surat tersebut diperlihatkan kepada 
Penggugat, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya.
Menimbang bahwa, selain bukti surat tersebut, Tergugat II telah pula menghadapkan 
saksi-saksi yang bersumpah menurut tatacara agamanya dan memberikan keterangan yang 
pada pokoknya, sebagai berikut : 
1 Saksi : Saksi bin Saksi
• Bahwa, saksi adalah ayah kandung Tergugat II, Tergugat II adalah anak sulungnya 
saksi.
• Bahwa, setahu saksi Tergugat I mengenal Tergugat II di Sukoharjo, ketika masih 
sekolah di SMA dan Tergugat I mengakunya seorang dosen, berasal dari Kemusu dan 
mengaku belum beristri.
• Bahwa, Tergugat I menikah dengan Tergugat II di Kemusu, atas permintaan Tergugat 
I dirumah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.
• Bahwa, saksi menjadi wali nikah dalam pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II.
• Bahwa, setelah menikah, Tergugat I dan Tergugat II hidup bersama di Sukoharjo.
• Bahwa, Tergugat I dan Tergugat II sudah mempunyai seorang anak.
• Bahwa, saksi tidak kenal dengan Penggugat.
1 Saksi : Saksi bin Saksi
• Bahwa, saksi adalah ibu tiri dari Tergugat II.
• Bahwa, suami Tergugat II adalah Edi Santosa, menikah sudah lama, dan sudah 
mempunyai anak satu, umur 2 tahun.
• Bahwa, saksi mengenal Edi Santosa sejak sebelum menikah dengan Tergugat II + 2 
bulan, dan Edi Santosa tidak menerangkan statusnya sebelumnya.
• Bahwa, Edi Santosa berasal dari Cepogo.
• Bahwa, Edi Santosa melamar Tergugat II sendirian.
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id• Bahwa, Tergugat II menikah dengan Edi Santosa didaerah Kemusu, saksi ikut ke acara 
pernikahan tersebut, tapi tidak mengetahui ditempat siapa.
• Bahwa, wali nikah pernikahan Tergugat II adalah ayahnya dan Bapak Kepala Kantor 
Urusan Agama ada.
• Bahwa, selanjutnya Tergugat II dengan suaminya hidup bersama di Solo mengontrak 
rumah.
1 Saksi : Saksi bin Saksi
• Bahwa, saksi adalah saudara sepupu dari Tergugat I.
• Bahwa, Tergugat I asli dari Cepogo, namun juga mempunyai rumah di Boyolali.
• Bahwa, pertama tama Tergugat II adalah kliennya Tergugat I, lama lama Tergugat I 
sering curhat dan ada hubungan dengan Tergugat II kemudian terus menikah dengan 
disetujui juga oleh keluarga Tergugat II.
• Bahwa, setahu saksi Tergugat I dan Tergugat II melangsungkan pernikahan sirri pada 
tanggal 27 Juni 2007 dan kemudian pada tanggal 3 Desember 2007 mereka menikah di 
Kantor Urusan Agama Kecamatan dan saksi ikut ke Kemusu tapi diluar tidak masuk 
mengikuti acaranya.
• Bahwa, saksi mengetahui sebelum menikah dengan Tergugat II, Tergugat I sudah 
berkeluarga dengan Penggugat dan masih berstatus sebagai istrinya.
• Bahwa, yang menghadiri acara pernikahan tersebut antara lain ayah dan ibu dari 
keluarga Tergugat II, Bapak Nasiri dan Bapak Lurah.
• Bahwa, selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II hidup bersama di Purwotomo, 
Sukoharjo dan sudah mempunyai anak satu.
• Bahwa, sekarang Tergugat I di Lembaga Pemasyarakatan dan masih sebagai suami 
istri dengan Tergugat II.
Menimbang bahwa, Tergugat II menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan 
saksi saksi tersebut sedang Penggugat keberatan terhadap keterangan saksi pertama yang 
mengaku tidak mengenal Penggugat dan keterangan saksi ketiga yang mengaku hadir dalam 
acara pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II di Kemusu.
Menimbang bahwa, Tergugat II menyatakan sudah tidak akan mengajukan alat bukti 
lain lagi.
Menimbang bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan 
yang pada pokoknya Penggugat tetap mohon agar perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II 
dibatalkan dan mohon putusan.
Menimbang bahwa, selanjutnya Tergugat II menyampaikan kesimpulan secara lisan 
yang pada pokoknya Tergugat II tetap pada gugatan rekonpensinya dan mohon putusan.
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.idMenimbang b hwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk berita acara 
persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisah dengan putusan ini.
TENTANG HUKUMNYA
DALAM KONPENSI :
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang 
telah diuraikan di atas.
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk 
atas nama Penggugat, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya terbukti benar status 
kependudukan Penggugat.
Menimbang bahwa, berdasarkan bukti T II.6 fotocopy surat keterangan Pengadilan 
Agama Sukoharjo Nomor : W.11-A28/398/HK.05/II/2010 tertanggal 17 Pebruari 2010, 
bermeterai cukup sesuai dengan aslinya Majelis Hakim menyatakan terbukti bahwa 
perceraian antara Penggugat dan Tergugat I terjadi pada tanggal 9 Pebruari 2010 dengan akta 
cerai Nomor : 0099/AC/2010/PA.Skh tanggal 9 Pebruari 2010.
Menimbang bahwa, Penggugat menandatangani surat gugatannya pada tanggal 21 
Desember 2009 dan telah terdaftar di Pengadilan Agama Boyolali pada hari dan tanggal 
tersebut, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Penggugat pada saat mendaftarkan 
gugatannya Penggugat masih sebagai istri sah Tergugat I dan berdasarkan pasal 23 huruf (b) 
Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Penggugat mempunyai hak dan 
kepentingan hukum untuk mengajukan gugatannya (Penggugat adalah persona standi in 
yudicio).
Menimbang bahwa, perkawinan yang dimohonkan pembatalannya adalah perkawinan 
Tergugat I dengan Tergugat II yang dilangsungkan pada tanggal 3 Desember 2007 yang 
dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Boyolali 
sesuai dengan alat bukti (P-3), oleh karena perkawinan dilangsungkan di wilayah hukum 
Pengadilan Agama Boyolali, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang 
Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan pasal 25 Undang-Undang Nomor 1 tahun 
1974 tentang perkawinan, pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 74 
Kompilasi Hukum Islam Pengadilan Agama Boyolali berwenang memeriksa dan mengadili 
perkara ini.
Menimbang bahwa, Penggugat dan Tergugat II datang menghadap sendiri 
dipersidangan, sedangkan Tergugat I tidak pernah datang menghadap dan tidak pula 
mewakilkan kepada orang lain meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut dan tidak 
ternyata bahwa ketidak hadiran Tergugat I tersebut disebabkan suatu halangan yang sah. 
Berdasarkan pasal 127 HIR, maka gugatan Penggugat diperiksa secara kontrakdiktur dan 
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.idpemeriksaanny  berl ku bagi Tergugat I tanpa bantahan terhadap dalil dalil Penggugat 
sehingga Tergugat I dianggap mengakui dalil dalil Penggugat.
Menimbang bahwa, Penggugat mengajukan pembatalan perkawinan Tergugat I 
dengan Tergugat II yang dilangsungkan pada tanggal 3 Desember 2007 dengan alasan yang 
pada pokoknya pada saat Tergugat I melaksanakan pernikahan dengan Tergugat II, Tergugat 
I mengaku berstatus jejaka, maka apa yang telah dilakukan Tergugat I adalah salah dan 
Tergugat I telah melakukan poligami tanpa izin Penggugat sebagai istri Tergugat I terlebih 
dahulu dan tidak mendapatkan Penetapan Ijin Poligami dari Pengadilan Agama, sehingga 
pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II tidak sah dan harus dibatalkan demi hukum.
Menimbang bahwa, Tergugat II mengakui benar Tergugat I telah mengaku jejaka dan 
melangsungkan pernikahan dengan Tergugat II pada hari Senin tanggal 3 Desember 2007 
dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Boyolali, namun menurut Tergugat 
II, pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II adalah sah karena syarat dan rukunnya telah 
terpenuhi yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan Kabul serta tidak 
melanggar larangan sebagaimana pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam 
yaitu karena pertalian nasab/semenda dan sesusuan.
Menimbang bahwa, berdasarkan bukti P-8 yaitu Putusan Pengadilan Negeri Boyolali 
Nomor : 97/Pid.B/2009/PN.Bi tanggal 14 Juli 2009 terbukti Tergugat I telah dijatuhi 
hukuman pidana karena terbukti Tergugat I secara sah dan meyakinkan melakukan tindak 
pidana “menyuruh orang lain menempatkan keterangan palsu kedalam surat autentik”.
Menimbang bahwa, berdasarkan bukti (P-3) fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah 
an. TERGUGAT I dengan XXXXX dari Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten 
Boyolali, Nomor : Kk.11.09.8/Pw.01/86/XI/2009 tanggal 10 Nopember 2009, bermeterai 
cukup yang diakui kebenarannya oleh Tergugat II terbukti bahwa dalam kutipan tersebut 
status Tergugat I sebelum menikah tertulis jejaka.
Menimbang bahwa, bukti P-5 fotocopy Surat Pembatalan Duplikat Kutipan Nikah an. 
Ernawati binti Giyanto Al. Wardi yang dibuat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, 
Kabupaten Boyolali, Nomor : Kk.11.09.8/Pw.01/264/XII/2009 tanggal 8 Desember 2009, 
tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis karena berdasarkan ketentuan pasal 37 
Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, batalnya suatu perkawinan hanya dapat 
diputuskan oleh Pengadilan. Dengan demikian tindakan Kepala Kantor Urusan Agama 
Kecamatan, Kabupaten Boyolali menerbitkan Surat Pembatalan Duplikat Nikah tersebut 
adalah tidak berdasarkan hukum.
Menimbang bahwa, bukti P-4, P-6, P-7, tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh 
Majelis, karena bukti bukti tersebut tidak relevan dengan pokok perkara ini.
Menimbang bahwa, saksi Saksi bin Saksi, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, 
Kabupaten Boyolali, dibawah sumpah menerangkan bahwa Tergugat I menikah dengan 
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.idTergugat II dic tat di Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Boyolali pada tanggal 3 
Desember 2007 dengan didukung oleh surat keterangan N1 dari Kedungrejo yang 
menyatakan bahwa Tergugat I berstatus perjaka dan hal tersebut juga dinyatakan langsung 
oleh Tergugat I, saksi juga menerangkan bahwa pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II 
dilangsungkan dirumah saksi di Banyuurip, Klego, Boyolali pada waktu sore hari.
Menimbang bahwa, saksi Saksi bin Saksi, adalah anak kandung Penggugat dan 
Tergugat I dan belum cukup umur untuk menjadi saksi, maka keterangannya tidak 
dipertimbangkan lebih lanjut.
Menimbang bahwa, berdasarkan pengakuan Tergugat II atas dalil dalil gugatan 
Penggugat, dihubungkan dengan bukti P-3 dan bukti P-8 tersebut diatas dan keterangan saksi 
Nasiri bin H. Ismail Majelis menyimpukan, terbukti Tergugat I telah melangsungkan 
pernikahan dengan Tergugat II pada hari Senin tanggal 3 Desember 2007 yang dicatat di 
Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Boyolali tanggal 3 Desember 2007 dan 
terbukti Tergugat I memberikan pengakuan / laporan bahwa status sebelum menikah Tergugat 
I adalah jejaka.
Menimbang bahwa, berdasarkan bukti P-2 fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah 
Nomor : Kk.11.31.3/Pw.01/01/II/2009 tanggal 12 Januari 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor 
Urusan Agama Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah 
suami istri sah, dan berdasarkan bukti T-II 6 terbukti Penggugat dan Tergugat bercerai pada 
tanggal 9 Pebruari 2010, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada saat Tergugat I 
melangsungkan perkawinan dengan Tergugat II, Tergugat I masih terikat dalam perkawinan 
yang sah dengan Penggugat.
Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, Majelis 
menyimpulkan bahwa Tergugat I telah terbukti melakukan poligami tanpa ijin Pengadilan 
Agama dan untuk dapat berlangsungnya perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II, Tergugat 
I telah memberikan keterangan bahwa dirinya berstatus jejaka.
Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, Majelis 
menyimpulkan dalil dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan telah sesuai dengan ketentuan 
pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo pasal 71 huruf a 
Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II dapat dibatalkan, 
dengan demikian gugatan Penggugat dikabulkan.
DALAM REKONVENSI :
Menimbang bahwa, Penggugat Rekonvensi adalah semula Tergugat II dalam konvensi 
dan Tergugat Rekonvensi adalah Penggugat Rekonvensi.
Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagai 
telah diuraikan diatas dan Majelis Hakim pertimbangkan satu persatu.
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.idMenimbang b hwa, gugatan rekonvensi berkaitan erat dengan gugatan konvensi, 
maka secara mutatis mutandis semua pertimbangan dalam konvensi menjadi pertimbangan 
pula dalam gugatan rekonvensi.
Menimbang bahwa, dengan telah dikabulkannya gugatan konvensi pembatalan 
perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II (Penggugat Rekonvensi), maka petitum gugatan 
rekonvensi angka 1, 3, 4 dan 5 harus ditolak.
Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 
1 tahun 1974 tentang Perkawinan Putusan Pembatalan Perkawinan tidak berlaku surut 
terhadap anak anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, dan juga pasal 76 Kompilasi 
Hukum Islam yang menentukan bahwa batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan 
hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya, maka petitum gugatan rekonvensi angka 
6 dikabulkan.
Menimbang bahwa, Penggugat Rekonvensi juga memohon agar putusan ini dapat 
dijalankan lebih dahulu (uitverbaar bij vooraad) meskipun timbul verset ataupun banding dan 
kasasi.
Menimbang bahwa, pasal 180 (1) HIR menentukan bahwa suatu putusan dapat 
dijalankan lebih dahulu, jika dikabulkan tuntutan dahulu lagi pula didalam perselisihan 
tentang hak kepunyaan.
Menimbang bahwa, oleh karena baik dalam konvensi maupun rekonvensi tidak 
berkaitan dengan perselisihan tentang hak kepunyaan, maka petitum gugatan rekonvensi 
angka 8 : “Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dahulu (uitverbaar bij vooraad) meskipun 
timbul verset ataupun banding dan kasasi, harus ditolak.
DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :
Menimbang bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai 
ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 semua biaya dibebankan 
kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi.
Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 
hukum syara’ yang berhubungan dengan perkara ini.
M E N G A D I L I
DALAM KONVENSI :
1 Mengabulkan gugatan Penggugat.
2 Membatalkan perkawinan Tergugat I (TERGUGAT I) dengan Tergugat II 
(TERGUGAT II) yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 3 Desember 
2007, dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Boyolali.
DALAM REKONVENSI :
1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian.
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id2 Menyat kan anak perempuan bernama ANAK binti ANAK adalah anak sah dari 
perkawinan Tergugat I (TERGUGAT I) dengan Tergugat II (TERGUGAT II).
3 Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya.
DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :
Membebankan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya 
perkara ini sebesar Rp. 1.278.700,- (satu juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus 
rupiah).
Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim pada hari Rabu 
tanggal 22 September 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Syawwal 1431 Hijriyah, 
oleh kami Dra. Hj. A. Muliany Hasyim, SH., MH., MSI sebagai Ketua Majelis, Drs. 
Romadhon, S dan Dra. Dzakiyatun, SH, SF. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan 
dibantu oleh Drs. Zamzami, MSi sebagai Panitera dan pada hari itu juga putusan ini 
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dihadiri 
Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat II Konpensi / Penggugat 
Rekonvensi.
HAKIM ANGGOTA I HAKIM KETUA
ttd ttd
Drs. Romadhon, S Dra. Hj. A. Muliany Hasyim, SH., MH., MSI
HAKIM ANGGOTA II
ttd
Dra. Dzakiyatun, SH, SF PANITERA
ttd
Drs. Zamzami, MSi
Perincian Biaya :
1 Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2 Biaya Pemanggilan Rp. 1.237.700,-
3 Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
4 Materai Rp. 6.000,-
Jumlah Rp. 1.278.700,-
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Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Boyolali
Drs. Zamzami, MSI
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LAMPIRAN JADWAL PENELITIAN 
 
Catatan: Jadwal disesuaikan dengan kebutuhan 
 
 Bulan Februari Maret Septemb
er 
Oktober Januari 
No. Kegiatan 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1. Penyusunan Proposal x x x x                 
2. Konsultasi     x x x x x x x x x x x x x x x x 
3. Revisi Proposal      x x              
4. Pengumpulan Data        x x x x x x        
5. Analisis data           x x x x x      
6. PenulisanAkhirNaskahSkripsi                x     
7. PendaftaranMunaqasyah                 x    
8. Munaqasyah                  x   
9. RevisiSkripsi                   x x 
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